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 Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 
tatacara penghindaran pajak berganda dan pengklasifikasian dan 
pembagian hak pemajakan yang berfungsi untuk digunakan sebagai acuan 
bagi warganegara yang akan bekerja / telah bekerja serta mahasiswa, guru, 
dosen serta pekerja lainnya yang terikat dalam perjanjian kerjasama antar 
kedua negara, yaitu  Amerika dan Indonesia.  Untuk mengetahui bagai mana 
tatacara penghindaran pajak yaitu dengan mengadakan perjanjian bisa 
secara unilateral maupun bilateral disini yang digunakan adalah dengan 
cara bilateral karena menyangkut kerjasama dua negara.  Perjanjian 
bilateral ini dapat digunakan untuk menghindarkan terjadinya pengenaan 
pajak berganda yang dapat merugikan kedua belah pihak serta digunakan 
sebagai acuan untuk mengetahui pembagian hak pemajakan yang berfungsi 
untuk para pihak( wajib pajak)  mengetahui hak –haknya serta 
kewajibannya yang sudah tercantum dalam perjanjian penghindaran pajak 
berganda, serta dapat digunakan sebagai peraturan yang berfungsi untuk 
menghindarkan adanya orang pribadi baik WNI maupun WNA, dan badan 
usaha ( peserta perjanjian Indonesia- Amerika)  yang berusaha melakukan 
suatu upaya penyelundupan / pengelakan pajak yang merugikan negara, 
serta mengurangi timbulnya pengenaan pajak berganda. 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yang bersifat 
deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder ini digunakan sebagai data pokok yang digunakan untuk 
mengkaji penulisan hukum tentang  penghindaran pajak berganda ini. 
Tehnik analisis yang digunakan adalah content analysis yang kemudian 
menganalisisnya secara kualitatif dengan menganalisis perjanjian 
penghindaran pajak berganda). Data dikumpulkan, kemudian dianalisis 
melalui tiga tahap, dengan menyeleksi dan mengklarifikasi data yaitu :a. 
mereduksi data, b menyajikan data, dan c. menarik kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa  
tatacara penghindaran pajak  berganda dapat dilakukan dengan cara 
unilateral dan cara bilateral, hal ini terbukti dalam pasal 7 dan pasal 23 
perjanjian penghindaran pajak Indonesia-Amerika ,sedangkan 
pengklasifikasian dan pembagian hak pemajakan dapat digolongkan 
menjadi tiga yaitu hak pemajakan penuh, hak pemajakan terbatas dan 
pelepasan hak pemajakan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 8-21 Perjanjian 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
       Dewasa ini perkembangan tehnologi, komunikasi, dan informasi 
berlangsung sangat cepat dan dinamis, sehingga membawa perubahan yang 
sangat berarti terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Hal ini terbukti 
dengan pertumbuhan iklim yang kondusif terhadap hubungan ekonomi 
Internasional. ” Semula, hubungan ekonomi Internasional hanya diwarnai oleh 
pertukaran barang, kemudian  migrasi sumberdaya manusia, transaksi jasa 
lintas perbatasan dan kemudian arus modal dan pembiayaan antar negara serta 
arus informasi semakin berperan dalam percaturan eknomi Internasional” 
(Gunadi,2007: 2).  
       Semakin bertambah luas dan majunya hubungan ekonomi Internasional, 
maka perlu diatur dalam suatu himpunan peraturan yang disebut hukum 
bangsa-bangsa (ius gentium). Himpunan peraturan ini  berfungsi untuk 
mengatur kepentingan dari semua negara- negara seperti perdamaian, 
keamanan, keadilan, kemakmuran, dan sebagainya yang menghendaki dengan 
mutlak adanya sopan santun dalam pergaulan antar negara- negara terutama 
dalam bidang ekonomi. 
      Dengan adanya himpunan peraturan tersebut diatas (Ius Gentium), 
menjadikan orang pribadi yang bertempat tinggal dan badan yang bertempat 
kedudukan disuatu negara bersedia melakukan perdagangan, menjalankan 
usaha atau bahkan melakukan investasi termasuk di Indonesia dan sebaliknya 
orang pribadi atau badan Indonesia yang melakukan aktivitas yang sama ke 
mancanegara. Kegiatan ekonomi ini sangat memberikan manfaat terutama 
bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena dapat digunakan sebagai 
ajang untuk memperkenalkan produk atau metode penyelenggaraan usaha atau 
perdagangan atau produksi baru serta dapat digunakan untuk meningkatkan 
kualitas sumberdaya manusia dan tehnologi domestik. Cara inilah yang dapat 
mengubah stuktur perekonomian dari sektor agraris ke industri bahkan jasa. 
      Keberadaan aktivitas ekonomi ini dapat memberikan penghasilan, bagi 
pemerintah dari kedua belah pihak baik negara domisili dan negara sumber  
yang berkeinginan memungut pajak atasnya yaitu “ jika negara tempat wajib 
pajak tersebut (domicile country atau home country) menganut asas domisili, 
yaitu pengenaan pajak penghasilan atas worldwide income atas dasar asas 
domisili, dan negara lain dimana wajib pajak melakukan transaksi dan 
memperoleh laba (source country atau host country) mengenakan juga pajak 
penghasilan atas laba tersebut atas dasar asas sumber” ( Safri Nurmantau, 
2005: 164 ). Dengan kata lain, negara tempat kedudukan pelaku aktivitas 
bermaksud mengenakan pajak atas penghasilan dari aktivtas mancanegara 
tersebut dengan argumen bahwa orang pribadi atau badan pelaku aktivitas 
mempunyai pertalian personal dengan negara tersebut. Pemajakan berdasarkan 
pertalian personal ini dapat dibenarkan bagi orang yang berada di luar negeri. 
       Suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kewenangan yang 
penuh untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Termasuk 
kewenangan negara menentukan kebijakan pemajakan yaitu mengatur hak 
pemajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh penduduk Indonesia dan 
penduduk mancanegara baik yang berasal dari wilayah yuridiksinya maupun 
yang berasal dari luar wilayah yuridiksinya. “ bila dilihat dari ruang lingkup 
hak pemajakan suatu negara sebagaimana diatur dalam undang-undang 
domestiknya dimungkinkan negara itu memiliki hak pemajakan yang luas atas 
penghasilan yang timbul baik yang berasal dari dalam maupun dari luar 
wilayah”( John Hutagaol.2000.hal 3). 
      Hak Pemajakan negara menurut Martha (1989) yang dikutip oleh  
Mohammad Zain  menyebut ada empat teori justfikasi legal pemajakan 
suatu negara yaitu:  
1. Realistis atau empiris menyatakan bahwa yuridiksi adalah 
kewenangan fisik untuk dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap 
orang atau harta yang berada dalam wilayah kekuasaannya, 
sedangkan teori empiris menyebut bahwa , yuridiksi pemajakan 
bukan semata-mata karena kewenagan fisik tetapi cenderung 
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
2. Etis atau restributif menyatakan bahwa pemajakan pada hakikatnya 
merupakan kontraprestasi atau manfaat dan kemudahan yang 
diperoleh dari negara. 
3. Kontraktual menekankan bahwa pada dasarnya pemajakan 
merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari 
negara pemungut pajak dengan asumsi bahwa antara pemegang 
yuridiksi pemajakan dengan subjek pajak terdapat suatu kontrak tahu 
perjanjian tertulis. 
4. Souverinitis menegaskan pemajakan adalah suatu bentuk 
pelaksanaan dari yuridiksi, sedangkan yuridiksi  tersebut    
merupakan  atribut dari sauverinitis ( Mohammad Zain,2005: 271). 
       Teori retributif menekankan pada manfaat ekonomi sedang souvinitis 
menekankan pada keterkaitan politis. Sehingga pengenaan pajak terhadap 
subjek dan objeknya yang berada diluar wilayah Indonesia, dapat 
dilaksanakan antar negara Indonesia dengan negara terkait, bila negara 
tersebut mempunyai hubungan yang bersifat kenegaraan atau ekonomi. 
       Pemajakan atas arus Internasional penghasilan pada dasarnya merupakan 
perluasan pemajakan dalam negeri. Secara umum pemajakan dibagi dalam dua 
dimensi yaitu pemajakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan pemajakan 
terhadap wajib pajak luar negeri, terhadap penghasilan atas suatu penghasilan 
secara bersama oleh negara domisili dan negara sumber, ini yang 
menyebabkan timbulnya pajak berganda internasional. Pajak berganda 
Internasional adalah pengenaan pajak duakali atau lebih terhadap subjek atau 
objek yang sama oleh dua negara atau lebih  mengenakan  pajak  atas objek 
yang sama dan subjek  pajak yang sama ( Safri Nurmantau, 2005: 165 ). 
       Adanya pajak berganda ini akan memberatkan para investor dan 
pengusaha, hal tersebut menghambat arus investasi, bisnis, dan perdagangan 
Internasional. Oleh karena itu perlu dihilangkan atau diberikan keringanan. 
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari pajak berganda 
tersebut yakni dengan melakukan penghindaran pajak yaitu proses 
pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang 
tidak dikehendaki. Ini merupakan cara yang legal. Cara ini biasanya diatur 
dalam peraturan pajak domestik dan diatur juga dalam perjanjian 
penghindaran pajak berganda. 
       Dalam peraturan pajak domestik diatas ditentukan bahwa cara yang paling 
umum dilakukan untuk mengoreksi ada tidaknya pajak berganda internasional 
adalah dengan “diadakannya perjanjian internasional yang merupakan alat 
untuk memberantas ketidakbaikan, dengan pertama-tama menguraikan 
pengertian esensial secara otentik mengenal tempat tinggal atau tempat tinggal 
fiskal dari seseorang dan atau badan hukum, tempat kegiatan, keuntungan 
perdagangan dan kerajinan”. ( Ahmad Tjahjono- Muhammad F Husain, 1997: 
35) 
       Ketidakberadaan pengaturan dalam perjanjian bilateral atau multilateral, 
kegiatan pelaksanaan perpajakan ke luar wilayah dapat menimbulkan benturan 
pengaturan dengan otoritas perpajakan mancanegara. Selain kesulitan dalam 
penagihan pajak domestik keluar negeri, serta permasalahan dalam 
melaksanakan  konfirmasi atau pembuktian fakta perpajakan diluar negeri.  
       Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam 
mengenai permasalahan yang ada sehubungan dengan penghindaran pajak 
berganda. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis menetapkan judul: 
KAJIAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BRGANDA YANG 
DIANUT DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA BEKENAAN DENGAN 
PAJAK PENGHASILAN (Analisis Yuridis penghindaran pajak menurut 







B. Rumusan Masalah 
       Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan 
sehubungan dengan judul skripsi, sehingga dapat memberikan gambaran 
umum mengenai masalah yang hendak diteliti, dapat dijadikan pedoman 
dalam membahas objek penelitian  sehingga tercapai  sasaran yang 
diharapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah tatacara penghindaran pajak berganda yang dianut dalam 
hukum pajak Indonesia berkenan dengan pajak penghasilan? 
2. Bagaimanakah pengklasifikasian penghasilan dan pembagian hak 
pemajakan dalam penghindaran pajak berganda yang dianut dalam hukum 
pajak Indonesia berkenaan dengan pajak penghasilan? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki  maksud 
tujuan untuk mencapai hasil tertentu. Demikian pula dalam penelitian yang 
akan dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui tatacara penghindaran pajak berganda yang dianut 
dalam hukum pajak Indonesia berkenaan dengan pajak penghasilan. 
b.   Untuk mengetahui pengklasifikasian penghasilan dan pembagian hak 
pemajakan dalam penghindaran pajak berganda yang dianut hukum 
pajak Indonesia berkenaan dengan pajak penghasilan. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Guna melengkapi persyaratan mencapai gelar kesarjanaan dibidang   
hukum pada  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk lebih meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah 
penulis terima selama menempuh Kuliah di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, sehingga diharapkan dapat 
menambah wawasan dan cakrawala berfikir  penulis. 
D.   Manfaat penelitian 
Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diberikan oleh penelitian tersebut, disamping oleh metode itu sendiri. Adapun 
manfaat yang dapat diambil dari peneliian ini adalah: 
     1.    Manfaat Teoritis 
a. Memberikan perbendaharaan Ilmu Pengetahuan Hukum pada  
umumnya    dan hukum administrasi negara terutama dibidang hukum 
pajak khususnya serta memperdalam teori yang telah penulis dapatkan 
selama kuliah. 
b. Memberikan jawaban  terhadap permasalahan yang diteliti sehingga 
meningkatkan pengetahuan terutama tentang pajak berganda. 
     2.    Manfaat Praktis 
a. Dapat digunakan untuk menambah wawasan serta perbendaharaan  
pengetahuan bagi masyarakat dan fakultas tentang Pajak Berganda 
Internasional yang masih kurang dikenal. 
b. Guna pengembangan pola pikir serta mengetahui kemampuan penulis 
dalam menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah. 
E. Metode Penelitian 
(i) Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian 
kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat 
dicapai. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
       Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang 
dilakukan  ini mengacu pada penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum doktrinal atau 
penelitian kepustakaan karena penelitian ini hanya meneliti dan 
mengkaji bahan-bahan hukum tertulis dan penelitian ini lebih banyak 
dilakukan di perpustakaan. 
       Sementara itu, dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk 
penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan 
untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah 
terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 
didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun 
teori-teori baru ( Soerjono Soekanto, 1986 :10). 
2.   Jenis Data 
       Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan 
peneiti  berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 
dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan 
sebelumnya, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, 
koran, majalah, jurnal, internet, Perundang-undangan, dan lain 
sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji. 
3.   Sumber Data 
       Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek dari mana 
data dapat diperoleh (Suharsmi Arikunto, 1998 : 114). Dalam penelitian 
ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data 
sekunder, yang terdiri dari : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan secara yuridis, yaitu UU N0 17 tahun 2000, Perjanjian 
penghindaran pajak berganda antara pemerintah Indonesia dan 
Paemerintah Amerika Serikat 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, 
surat kabar, majalah, internet dan jurnal, hasil penelitian yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
seperti: kamus bahasa, kamus hukum serta ensiklopedia. 
 4.    Teknik Pengumpulan Data 
        Pada penelitian ini, peneliti mengunakan teknik pengumpulan 
data studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini 
dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menyusun data-
data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.. 
5.  Teknik Analisis Data. 
Terhadap data yang telah terkumpul, diperlukan suatu teknik 
analisis data agar data yang telah terkumpul dapat digunakan untuk 
mencapai tujuan dari penelitian yaitu mendapatkan jawaban dari 
permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini, peneliti 
menggunakan teknik analisis isi atau content analysis yang kemudian 
menganalisisnya secara kualitatif. Data dikumpulkan, kemudian 
dianalisis melalui tiga tahap, dengan menyeleksi dan mengklarifikasi 
data yaitu : 
Mereduksi data 
             Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, 
menyederhanakan, membuat fokus dan membuang hal-hal yang 
kurang mendukung penelitian pada tahap pengumpulan data. 
Proses reduksi data ini berlangsung terus menerus, mulai dari 
pengumpulan data, sampai penelitian selesai. 
Menyajikan data. 
       Data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian disajikan 
menjadi sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga 
memungkinkan penarikan kesimpulan sehingga peneliti mengerti 
dan memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 
 
Menarik kesimpulan. 
       Setelah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut diatas yang 
meliputi reduksi data dan penyajian data, maka selanjutnya yang 
harus dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan dengan 













 Gambar 3 
  Siklus Analisis Data Model Interaktif 
Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka prosesnya dapat 
dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat 
reduksi data dan sajian data. Artinya, data yang berupa catatan 
lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah 
data yang tergali dan dicatat (H.B. Sutopo,2000:95-96) 
F.   Sistematika Penelitian Hukum 
Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam 
penelitiannya membagi dalam empat bab yang disesuaikan dengan luas 
pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah: 
   BAB I:     PENDAHULUAN 
       Pada bab ini peneliti memberikan gambaran awal tentang 
penelitian yang dilakukan yang terdiri dari, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dalam 
Pengumpulan Data 
Sajian Data Reduksi Data 
Penarikan Kesimpulan / 
Verifikasi 
penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian 
hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari 
penelitian ini secara garis besar. 
    BAB II:     TINJAUAN PUSTAKA 
          Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan 
kerangka pemikiran. kerangka teori meliputi: Tinjauan 
tentang Pajak Berganda, Tinjauan Tentang Hukum Pajak 
Indonesia, Tinjauan Tentang Pajak Penghasilan ,  Tinjauan 
tentang hukum pajak Internasional, serta  Tinjauan Tentang 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. 
   BAB III:    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan dan 
menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, 
yaitu: 
1. Bagaimanakah tatacara penghindaran pajak berganda 
yang dianut dalam hukum pajak Indonesia berkenan 
dengan pajak penghasilan? 
2. Bagaimanakah pengklasifikasian penghasilan dan 
pembagian hak pemajakan dalam penghindaran pajak 
berganda yang dianut dalam hukum pajak Indonesia 
berkenaan dengan pajak penghasilan? 
BAB IV:    PENUTUP 
Pada bagian akhir dari penelitian ini, berisi tentang 
kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terhadap 
beberapa kekurangan yang menurut peneliti perlu diperbaiki, 






 A.   Kerangka Teoritis 
        1.  Tinjauan tentang Pajak   
a. Definisi dan Unsur pajak 
  Definisi pajak menurut Prof Dr. Rohmat Soemitro, S.H. yaitu: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal ( 
komtra- prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”. Unsur unsur yang terkandung 
dalam pengertian itu adalah 1) Iuran dari rakyat kepada kas negara ( 
yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran itu berupa 
uang bukan barang, 2) Berdasarkan undang-undang, 3)  Tanpa timbal 
jasa atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. 
Dalam pembayaran pajak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. Dan 4). Digunakan untuk membiayai 
rumah tangga negara. ( Mardiasmo. 2006:1) 
b. Fungsi Pajak 
1) Fungsi Budgetair/ Finansial 
Pajak sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yaitu pengeluaran 
rutin dan pengeluaran pembangunan dan jika ada sisa digunakan 
sebagai iabungan pemerintah untuk investasi. 
2) Fungsi regulerend 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contohnya yaitu 
dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga 
konsumsi minuman keras dapat ditekan digunakan untuk mencapai 
tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.( Waluyo dan 
Wirawan B illyas.2001:3) 
c. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat , dan Pemungutannya 
1) Menurut Golongan 
a) Pajak langsung: pajak yang pembebanannya tidak dapat  
dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban        
langsung wajib pajak  
b)  Pajak tak langsung: pajak yang pembebannannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. 
2) Menurut Sifat 
a) Pajak Subjektif : pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 
memperhatikan keadaan wajib pajak 
      Contoh: pajak penghasilan 
b) Pajak Objektif : pajak yang berpangkal atau berdasar pada       
objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak 
      Contoh: PPN, PPnBM 
3) Menurut Pungutannya 
a) Pajak Pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
b) Pajak daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
d. Tata Cara, Sistem  dan Asas Pemungutan Pajak 
1) Tata cara  
             Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu: 
a) Stelsel nyata 
       Pengenaan pajak didasarkan pada objek ( penghasilan 
nyata) sehingga pungutannya baru bisa dilakukan akhir tahun 
pajak. Yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 
b) Stelsel anggapan 
       Pengenaan pajak didasarkan pada satu anggapan yang 
diatur oleh undang-undang. 
c) Stelsel campuran  
       Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 
disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya (mardismo. 
1997: 6). 
2) Sistem Pemungutan pajak 
              Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 
a) Official assesmemt system 
             Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pemungut pajak untuk menetukan besarnya pajak yang 
harus dibayar oleh seseorang. Disini wajib pajak bersifat pasif 
dan menunggu dikeluarkannya ketetapan pajak fiskus. 
b) Self assesment system 
        Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk 
memperhitungkan dan membayar dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar. 
c) Witholding system 
            Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ke tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak. 
    3).   Asas Pemungutan Pajak 
a) Asas domisili ( asas tempat tinggal) 
       Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 
wajib pajak  yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik 
penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. 
Ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 
b) Asas Sumber 
       Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 
bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 
wajib pajak. 
c) Asas kebangsaan 
       Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 
negara. Misalnya pajak bagi bangsa asing di Indonesia 
dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan 
Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini berlaku bagi 
wajib pajak luar negeri (Wirawan dan Richard Burton.2004:15) 
e. Perlawanan terhadap Pajak 
       Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada 
atau terjadi dalam upaya pungutan pajak. Perlawanan pajak dapat 
dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 
1) Perlawanan pasif 
          Masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis 
dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih 
dikarenakan kebijakan. 
2) Perlawanan aktif 
       Perlawanan pajak secara aktif merupakan usaha yang 
dilakukan wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau 
mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. 
     Bentuknya: 
a) Tax avoidance: usaha meringankan beban pajak dengan tidak  
melanggar undang-undang. 
b) Tax evasion: usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar Undang-undang. ( Erly Suandy. 2005 : 23 ) 
       2.  Tinjauan tentang Hukum Pajak Indonesia 
             a.  Pengertian dan Kedudukan Hukum  Pajak  
1) Pengertian Hukum Pajak  
       Hukum pajak  adalah suatu kumpulan peraturan- peraturan 
yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut 
pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. (Erly Suandy. 2005:18) 
 
2) Kedudukan Hukum Pajak  
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        Hukum publik merupakan hukum yang mengatur  hubungan 
antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai 
pembayar pajak. Dengan demikian kedudukan hukum pajak 
merupakan bagian dari hukum Publik. Hukum pajak ini menganut 
paham imperatif yaitu pelaksanaannya tidak dapat ditunda  
(Mardiasmo, 1997: 5 ). 
                b.  Dasar Hukum Pemungutan Pajak 
         Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan 
yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun 
rakyat selaku wajib pajak. Di  Indonesia yang menganut paham 
hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus memiliki dasar 
hukum.. Dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 
ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, “Segala 
pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.” 
Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan tentang pajak ada di Pasal 
23A, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini 
sesuai dengan dalil yang ada di Amerika yaitu “Taxation without 
representation is roberry” ( pajak tanpa UU adalah perampokan ).  
       Pasal  23 A UUD 45  mempunyai arti bahwa pemungutan pajak  
merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang 
hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat, karena itu harus 
dengan persetujuan  dari rakyat mengenai jenis pajak apa saja, dan 
besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat tersebut hanya 
dapat dilakukan dengan suatu Undang-Undang. Sehingga dengan 
ditetapkannya pajak dalam bentuk UU berarti pajak bukan lagi 
perampasan hak atau kekayaan rakyat karena memberikan jaminan 
hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara dan warganya. 
             c.  Sistematika Hukum Pajak 
          Hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 
1) Hukum Pajak Formal: memuat bentuk atau tatacara untuk 
mewujudkan hukumk materiil menjadi kenyataan hukum pajak 
formal ini memuat: 
a) Tata cara penetapan utang pajak 
b) Hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenaai keadaan, 
perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. 
c) Kewajiban sebagai wajib pajak. 
2) Hukum pajak materiil: memuat norma-norma yang menerangkan 
antara keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak 
(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa 
besar pajak yang dikenakan (tarif) , segal;a sesuatu tentang timbul 
dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah 
dan wajib pajak ( Waluyo dan Wirawan . 2001: 10 ). 
      3.  Tinjauan tentang Pajak Penghasilan 
a. Pengertian Pajak Penghasilan 
       Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak 
subjektif artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. 
Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajak 
maka jelas tidak dapat dikenakan pajak penghasilan. ( Erly Suandy. 
2005: 45 ) 
b.  Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 
1) Subjek Pajak Penghasilan 
      Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan atas : 
a) Subjek Pajak Dalam Negeri  
(1) Subjek pajak orang pribadi 
            Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat 
bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar 
Indonesia. 
(2) Subjek Pajak Badan 
      Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia. 
(3) Subjek Pajak warisan 
      Yakni warisan yang belum terbagi sebagai satu 
kesatuan menggantikan yang berhak. Ini dimaksudkan agar 
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan 
tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan 
tindakan penagihan 
2) Subjek Pajak Luar Negeri Subjek pajak orang pribadi 
       Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak 
lebih dari  183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang 
menerima, memperoleh penghasilan dari Indonesia meski 
bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan 
a.) Subjek pajak badan 
       Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan 
di Indonesia yang: 
(1) menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha   
tetap di Indonesia. 
(2) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 
tidak melalui Badan usaha tetap. ( Mardiasmo. 1997:  ) 
       Yang dimaksud dengan Badan Usaha Tetap (BUT) 
merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 
jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan 
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk 
menjalankan usaha/ melakukan kegiatan di Indonesia, 
dengan kata lain Badan Usaha Tetap adalah Wajib 
Pajak Luar Negeri (WPLN)  yang merupakan badan 
usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak Luar Negeri 
(WPLN) untuk mewakili kegiatan kepentingannya 
disuatu negara (Indra Ismawan. 2000:196).  
       Objek BUT adalah: (a.) Penghasilan dari usaha atau 
kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau 
dikuasai oleh BUT tersebut. (b.) Penghasilan kantor 
pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau 
pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang 
dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia. (c.) 
Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang 
diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat 
hubungan efektif antara BUT dengan harta atau 
kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. 
( Wirawan dan Waluyo B Ilyas. 2001: 62 ) 
          Pengaruh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 
( P3B ) atas Badan Usaha Tetap (BUT) dapat dilihat 
dalam Pasal 5 UU no 17 tahun 2000  yang pada 
pokoknya berbunyi:  Yang menjadi objek pajak bentuk 
usaha tetap adalah : 1) penghasilan dari kegiatan usaha 
tetap dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya, dan 
2) penghasilan induk perusahaan dan dari badan lain 
yang bukan wajib pajak dalam negeri yang mempunyai 
hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut, 
dari kegiatan usaha atau penjualan barang- barang 
dan/atau pemberian jasa di Indonesia, yang sejenis 
dengan kegiatan usaha atau penjualan barang-barang 
dan/atau pemberian jasa yang dilakukan oleh bentuk 
usaha tetap di Indonesia. Pengaruh adanya Penutupan 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh 
Indonesia akan membatasi efektifitas Pasal 5 tersebut. 
Selain pembatasan definisi atas ketentuan Badan Usaha 
Tetap, Ketentuan Perjanjian penghindaran Pajak 
Berganda biasanya mengatur (a) metode distribusi 
penghasilan, (b) alokasi biaya umum dan administrasi, 
(c) pengurangan biaya, (d) metode penghitungan 
penghasilan, (e) pengenaan pajak atas laba setelah 
pajak.  
       Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar  
Negeri terletak pada pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu: 
(a) Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenakan pajak atas 
pengasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan 
dari luar Indonesia (world income ) sedangkan Wajib Pajak Luar 
Negeri (WPLN) hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang 
berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. (teritorial Income) 
(b) Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) pada umumnya dikenakan 
pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum sedangkan 
Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dikenakan pajak berdasarkan 
penghasilan bruto dengan tarif sepadan. 
(c) Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk menetapkan sendiri 
pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan Wajib 
Pajak Luar Negeri (WPLN)  tidak wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT), karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui 
pemotongan pajak yang bersifat final. Dan Wajib Pajak Luar 
Negeri (WPLN) yang melakukan usaha atau kegiatan melalui 
Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, Pemenuhan kewajiban 
perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban pajak 
dalam negeri ( Gunadi :2002: 18 ). 
    2). Objek  Pajak Penghasilan 
                 Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang menjadi objek 
pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun 
dari Luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) 
yang menjadi objeknya adalah hanya penghasilan yang berasal dari 
Indonesia saja. Objek pajak penghasilan (PPh) tersebut adalah: 
a) Penggantian / imbalan berkenaan  dengan  pekerjaan atau    jasa 
b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan 
penghargan 
c) Laba usaha 
d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 
e)  Penerimaan kembali  pembayaran pajak  
f) Bunga termasuk premium. Diskonto, imbalan lain karena 
jaminan pengembalian utang 
g) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun 
h) Royalty 
i) Sewa dan Penghasilan lain 
j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
k) Keuntungan karena pembebasan utang 
l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 
m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
n) Premi asuransi 
o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang 
iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha 
p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan lain 
yang belum dikenakan pajak. 
 
    c.  Cakupan Geografis Pemajakan Penghasilan 
       Cakupan geografis pemajakan penghasilan merupakan yuridiksi 
pemajakan Yuridiksi pemajakan ini mempunyai kedaulatan dalam 
bidang perpajakan yang merupakan konsekuensi dari kedaulatan 
wilayah  suatu negara. Yuridiksi dapat terbagi menjadi dua yaitu: 
yuridiksi domisili dan yuridiksi sumber. 
       Yuridiksi domisili dapat berlaku atas semua orang pribadi yang 
bertempat tinggal, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia baik orang tersebut warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing. Demikian juga dengan badan yang didirikan atau 
bertempat kedudukan di Indonesia. Karena hak pemajakan Indonesia 
didasarkan atas pertalian personal subjek pajak maka sesuai dengan 
kelaziman Internasional, negara tersebut dibenarkan untuk mempeluas 
pengenan pajak atas penghasilan dari manapun diperoleh ( penghasilan 
global ). 
       Yuridiksi sumber yang merujuk pada pertalian fiskal objekif 
memberikan hak pemajakan kepada negara tempat sumber penghasilan 
berada. Kewajiban pajak yang berasal dari pertalian objektif terjadi 
karena subjek pajak terkait pada sauveranitas teritorial, bukan secara 
pesonal ( sepenuhnya ) tetapi hanya sebatas pada kepentingan ekonomi 
subjek pajak dengan negara sumber. Sehingga Indonesia berhak untuk 
mengenakan pajak atas semua penghasilan yang berasal dari sumber di 
Indonesia ( Gunadi .2007 : 63). 
4.  Keterbatasan Jangkauan Yuridiksi 
                   Pada dasarnya, setiap negara termasuk Indonesia bebeas dari 
pembatasan legal dari negara mancanegara untuk menentukan sistem 
perpajakan yang diinginkannya akan tetapi, secara umum terdapat 
batas tegas atas pemajakan terhadap orang pribadi warga negara lain 
atau yang bertempat tinggal atau residen negara lain dan objek 
mancanegara. Pembatasan tersebut dapat berasal dari hukum 
Internasional atau dari Undang-Undang domestik negara tersebut. 
Selain itu penegakan yuridiksi fiskal dan hasil pelaksanaan klaim 
pemajakan mancanegara akan terbentur dengan beberapa hambatan 
legal maupun faktual. 
        Secara faktual, pelaksanaan yuridiksi pemajakan hanya dapat 
berlaku efektif apabila subjek dan objek pajak dimaksudkan berada 
dibawah kekuasaan wilayah Indonesia. Pelaksanaan kewenangan fiskal  
oleh suatu negara juga terhambat oleh ketentuan hukum publik 
internasioanal yang menyatakan  bahwa suatu negara hanya kompeten 
mengatur subjek dan objek pajak maupun kejadian yang mempunyai 
kaitan dengan wilayahnya. Prinsip cakupan teritorial tersebut 
membatasi jangkauan aplikasi hukum administrasi termasuk hukum 
pajak.  
                   Selain kedua pembatasan tersebut, secara legal sebagai penambah 
dari pembatasan diatas, dalam ketentuan domestik dalam rangka 
melindungi kedaulatan suatu negara, kegiatan pencarian fakta ( pajak ) 
tanpa sepengetahuan negara tidak diperbolehkan. Karena menyangkut 
rahasia usaha profesi. Setiap negara pemungut pajak mempunyai 
alasan tertentu untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan 
nasionalny ( gunadi .2007: 64). 
  4.  Tinjauan tentang Pajak Berganda 
        a. Pengertian tentang Pajak Ganda 
       Beberapa pengertian tentang pajak ganda yang dikemukakan oleh 
para pakar, antara lain:  
1) Spitaler 
“Double taxation is a conflict of rules which exist when different 
taxing authorities of various sovereign fiscal teritorries impose 
upon the same taxable object in the hands of the same legal or in 
the hand of both, a legal and economic taxable subject, on the 
same grounds, the same or similar taxes” 
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam definisi ini adalah: 
1) ada beberapa negara pemungut pajak 
2) ada norma-norma yang bertentangan 
3) ada objek yang sama 
4) atas dasar yang sama 
5) dikenakan pajak yang sama atau sejenis 
   Jadi disini subjek yang dikenakan pajak tidak perlu sama. 
2) Herbert Dorn dan Hensel 
“ Double taxation exist when several independent fiscal powers (in 
particular several independent states) concurrently impose 
asimiliar tax on the same taxpayer on account of the same subject” 
Pendapat Herbert Dorn diatas ternyata memiliki kesamaan dengan  
pendapat yang diungkapkan oleh Hensel yaitu: 
 “ Internationale doppelbesteuerung (mehrere besteuerung) liegt 
vor, wenn mehrere selbstandige steuerhoheitstrager  
(besteuerungberechtigte), insbessondere mehrere selbstandige 
staaten, denselben steuerpflichtiege wegen desselben 
gegenstanddes fur den gleichen zeitraum zu einer gleichartigen 
steuer heranzeiehen.” 
Kedua pakar tersebut tmengemukakan pendapat yang sama adapun 
pengertiannya secara garis besar yaitu bahwa yang dikenakan pajak 
adalah subjek yang sama pada saat yang bersamaan.  
3) Ehrenzweigh dan Koch 
                  Kedua sarjana tersebut memberikan definisi  sebagai berikut: 
Pajak ganda terjadi apabila suatu sistem hukum atau beberapa 
juridiksi hukum mengenakan pada satu objek pajak dengan dua 
pajak sekaligus atau lebih  yang pada pokoknya mempunyai sifat 
dan dampak yang sama. Disini pajak ganda dapat dibedakan 
antara:  
a) pajak ganda nasional yaitu: jika pajak dikenakan oleh satu 
negara yang sama,  
b) pajak ganda internasional yaitu: jika pemungut pajaknya adalah 
negara yang  berlainan. 
4). Ottmar Buhler dan Teichner 
      Mengungkapkan pendapatnya tentang pajak berganda dengan 
membedakan dalam arti luas dan dalam arti  sempit. Dikatakan ada 
pajak ganda dalam arti luas apabila suatu tatbestand yang sama, 
pada saat yang sama oleh beberapa negara dikenakan pajak yang 
sama atau sifatnya sama. Sedangkan pajak ganda dalam arti sempit 
apabila pajak yang bersangkutan dikenakan pada subjek yang 
sama. 
      Pendapat Teichner juga memiliki  kesamaan dengan membagi 
pengertian pajak berganda kedalam dua perngertian yaitu dalam 
arti sempit dan dalam arti luas yaitu dalam arti luas tidak 
dipermasalahkan tentang subjeknya asalkan ada objek yang sama 
yang oleh beberapa negara dikenakan pajak. Sedangkan dalam arti 
sempit pajak dikenakan pada subjek yang sama maka terjadi pajak 
berganda. 
5) Reuvers 
            Mengatakan bahwa terjadi pajak ganda apabila: 
a) Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama  sifatnya   
dilebih dari satu negara, karena subjek itu dianggap mempunyai 
domisili di beberapa negara (domisili rangkap) atau karena 
memiliki subjek itu mempunyai kewarganegaraan dari beberapa 
negara ( kewarganegaraan rangkap) atau juga karena ia disuatu 
dan dilain negara dikenakan pajak karena mempunyai 
kewarganegaraan negara itu ( bentrokan antara domisili dan 
kewarganegaraan ) 
b) Satu objek pajak, umpamanya pendapat atau suatu transaksi  
dikenakan pajak yang sama atau sifatnya yang sama di lebih dari 
satu negara. 
c) Suatu subjek pajak yang sama dinegara domisili wajib pajak  
dikenakan pajak berdasarkan “word wide income” sedangkan di 
negara situs ( negara di mana pendapatan diperoleh atau 
kekayaan berada ) dikenakan pajak objektif atas bagian 
pendapatan yang diperoleh dari sumber di atau kekayaan yang 
berada dinegara itu atau yang mempunyai titik pertalian yang erat 
dengan negara itu  
    ( Rohmat Sumitro, 1986: 66).  
     b.  Pembedaan Pajak Berganda 
                                      Pajak berganda menurut Safri Nurmantau dapat  dibedakan  
menjadi: 
1) Pajak berganda internal adalah:  
Pengenaan pajak atas subjek dan objek pajak yang sama dalam 
suatu negara. Hal ini tentu saja mudah untuk mengatasinya 
karena fiskus atau pejabat yang memutuskannya berada dalam 
negara sendiri 
2) Pajak  berganda secara yuridis adalah: 
                           Pengenaan pajak dua kali atau lebih atas subjek pajak yang sama 
dan objek pajak yang sama. 
3) Pajak berganda secara ekonomis adalah: 
Pengenaan pajak atas objek yang sama tetapi subjek pajaknya 
berbeda. 
4) Pajak berganda internasional 
Pengenaan pajak dua kali atau lebih terhadap subjek dan objek 
yang sama oleh dua negara. ( Safri Nurmantau,2005: 165 ) 
 c.  Penyebab Terjadinya Pengenaan Pajak Ganda Internasional 
       Pengenaan pajak berganda secara Internasional pada dasarnya  
karena adanya perbedaan prinsip-prinsip perpajakan Internasional yang 
dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan perinsip inilah yang 
menyebabkan timbulnya benturan yuridiksi pemajakan. Pengenaan 
pajak berganda disebabkan oleh tiga jenis konflik yuridiksi yaitu: 
1) Konflik antara asas domisili dengan asas sumber 
       Negara domisili mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 
yang diperoleh penduduknya sedangkan negara sumber 
mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari negara 
tersebut. Dalam hal ini terjadi konflik antara wold wide income 
principle dan konsep kewenangan atas wilayah. 
2) Konflik karena perbedaan definisi “penduduk” 
       Seorang pribadi atau badan pada saat yang bersamaan dapat 
dianggap sebagai penduduk dari dua negara. Hal ini dapat terjadi 
karena definisi “penduduk” kedua negara tersebut berbeda. Konflik 
ini akan lebih nyata apabila salah satu negara menganut asas 
kewarganegaraan. Amerika merupakan salah satu negara yang 
menganut asas kewarganegaraan maka pengenaan pajak berganda 
jelas terjadi. Konflik mengenai penduduk ganda ini biasanya terjadi 
atas orang pribadi. Tidak terjadi pada badan hukum, karena 
penguasaan badan hukum biasanya pengurus suatu badan hukum 
berada di negara dimana badan hukum tersebut didirikan. 
3) Perbedaan definisi tentang “ sumber penghasilan” 
       Terjadi apabila dua negara atau lebih memperlakukan satu 
jenis penghasilan sebagai penghasilan dari wilayahnya. Ini 
berakibat penghasilan yang sama dikenai pajak di dua negara ( 
Rahmanto Surahmat. 2001:22 ). 
       Dengan adanya pengenaan pajak berganda ini dapat 
mengakibatkan terhambatnya  keinginan untuk melakukan investasi 
diluar  negeri, karena adanya perbedaan sistem perpajakan. Akibat lain 
yang dapat terjadi yaitu adanya upaya untuk melakukan 
penyelundupan pajak.  
       d.  Penghindaran  Pajak  dan Penyelundupan 
                            Sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan 
pajak  terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian 
perbedaan itu menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya. 
Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara 
penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak 
pada penentuan pebedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep undang-
undang, garis pemisahnya antara melanggar undang-undang (unlawful) 
dan tidak melanggar undang-undang (lawful) 
                            Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah proses pengendalian 
tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak 
dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-
benar legal. Pada dasarnya penghindaran pajak dan penyelundupan 
pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, 
akan tetapi penyelundupan pajak merupakan hal yang illegal. 
                   Adapun pengertian penyelundupan pajak yaitu: 
1) Harry Graham Balter 
             Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang 
dilakukan wajib pajak-apakah berhasil atau tidak- untuk 
mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang 
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap 
undang-undang perpajakan, sedangkan penghindaran pajak 
merupakan usaha yang sama yang tidak    melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2) Ernes R Mortensen 
             Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dibenarkan 
berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau 
menghindari dari pengenaan pajak. Penghindaran pajak berkenaan 
dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk 
meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan 
memperhatikan ada atau tidaknya akibat pajak yang diinginkan. 
3) N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest 
            Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi 
secara  illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah 
pajak yang terutang. Penghindaran pajak adalah cara mengurangi 
pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
4) Robert H. Anderson 
                     Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang 
melanggar  undang-undang. Penghindaran pajak adalah cara 
mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan  peraturan 
perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama 
melalui perencanaan pajak. ( Muhammad Zain, 2005: 59  ) 
 e.  Unsur-unsur  Pajak Ganda Internasional 
       Syarat agar dapat dikatakan adanya suatu pajak ganda 
Internasional maka perlu memahami tentang unsur-unsur pajak 
Berganda Internasional yaitu: 
1) Penguasa yang memungut pajak 
       Pajak ganda dapat terjadi jika sekurang-kurangnya ada dua 
negara pemungut pajak  yang masing-masing berdiri sendiri 
sebagai negara berdaulat. Disini negara yang berdaulat berarti 
memiliki kewenangan membuat undang-undang pajak sehingga 
memiliki kewenangan memungut pajak dari subjek dan objek yang 
ada diwilayahnya atau yang ada hubungannya dengan wilayahnya, 
tanpa dicampuri negara lain. 
2) Kesamaan subjek  
       Salah satu unsur yang harus dipenuhi pajak ganda 
Internasional adalah kesamaan subjek. Syarat subjek identitas 
setiap waktu ditentukan oleh isi dan makna dari kaedah pertautan, 
karena traktat tidak menentukan secara abstrak tentang pengertian 
pajak ganda. Subjek pajak adalah orang atau badan yang menurut 
undang-undang dikenakan pajak dan bertanggung jawab untuk 
memenuhi segala syarat formil serta pembayarannya. Jika 
kesamaan in adalah orang pribadi maka tidak menimbulkan 
kesulitan tetapi jika kesamaan subjek ini adalah badan-badan atau 
kesatuan ekonomi akan menjadi persoalan karena setiap negara 
memiliki pandangan yang berbeda tentang subjek pajak, seperti 
pendirian perseroan ada negara yang menganggap itu merupakan 
subjek pajak pendapatan ada yang mengatakan bukan subjek pajak 
pendapatan. 
3) Kesamaan objek 
       Objek pajak ialah keadaan lahiriah yang menjadi dasar 
pengenaan pajak terhadap mana peraturan pajak suatu negara dapat 
diterapkan. Kesamaan objek  dapat terjadi apabila orang yang sama 
untuk objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama 
berdasarkan undang-undang pajak dari dua negara. 
4) Kesamaan pajak 
       Sebagai cara untuk dapat menentukan kesamaan sifat pajak 
maka harus berpangkal pada hukum tertulis dari kedua pajak yang 
bersangkutan, yaitu apa yang merupakan dasar pengukurannya. 
5) Kesamaan waktu 
             Selaras dengan unsur-unsur tesebut, maka pajak berganda 
Internasional dapat terjadi apabila beberapa negara mengenakan 
pajak yang sama terhadap satu wajib pajak atas objek pajak yang 
sama dan untuk masa pajak yang sama. 
f.  Tipe Pajak berganda 
         Knechtle, dalam buku Basic Problems In international Fiscal  Law 
menyebutkan beberapa tipe pajak berganda Internasioanal yaitu:  
1) Faktual dan Potensial: 
       Apabila klaim pemajakan dilaksanakan secara bersama-sama 
oleh beberapa pemegang yuridis maka akan terjadi pajak berganda 
faktual, ini mengakibatkan beban pajak yang ditanggung  oleh 
seseorang wajib pajak membesar dibandingkan dikenakan pajak 
oleh satu negara saja. Sedangkan jika hanya satu negara saja yang 
melaksanakan klaim pemajakan maka ini disebut pajak pajak 
ganda Internasional potensial. 
2) Yuridis dan ekonomis 
       Dalam  pasal 23A dan 23 B, model konvensi OECD 
(Organization For Economic Coorporation and Development)  
dinyatakan bahwa Pajak berganda yuridis terjadi apabila suatu 
penghasilan yang sama dikenakan pajak ditangan subjek yang 
sama oleh lebih dari satu negara. Sedangkan Pajak berganda 
ekonomis terjadi apabila dua negera secara yuridis berbeda 
dikenakan pajak atas suatu objek yang sama oleh lebih dari satu 
negara. pasal 23A dan 23 B, model konvensi OECD 
3) Dalam Neumark Report dinyatakan bahwa Pajak berganda  
langsung penerapannya atas dua atau lebih peraturan perpajakan 
dengan struktur yang sama atau berbeda atas suatu fenomena yang 
sama pada wajib pajak yang sama. Sedangkan pajak berganda 
Internasional tak langsung terjadi dari pemajakan atas satu hal yang 
sama. ( Knechle dalam Gunadi, 2007: 112) 
      5.  Tinjauan tentang Hukum Pajak Internasional 
a. Pengertian Hukum Pajak  Internasional 
      Pengertian tentang hukum pajak Internasional dari (tiga) orang ahli 
yaitu, pendapat Prof . Dr Pj. A. Andriani, Prof Mr. Hj. Hofstra, serta 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro. 
       Prof Andriani mengemukakan bahwa yang dimaksud Hukum 
Pajak Internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu 
persoalan yang diatur dalam undang-undang nasional mengenai 
pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan 
nasional untuk menghindarkan pajak ganda dalam traktat-traktat. 
Pengertian tersebut menekankan bahwa Hukum Pajak Internasional 
sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang didalamnya 
mengatur pengenaan pajak terhadap orang asing. 
       Prof  Hofstra mengemukakan bahwa Hukum Pajak Internasional 
adalah keseluruhan peraturan hukum yang membatasi wewenang suatu 
negara untuk memungut pajak dari hal-hal Internasional. Pengertian 
tersebut menekankan pada kewenangan suatu negara atau yuridiksi 
suatu negara dalam hal memungut pajak yang materinya berhubungan 
dengan negara lain (dalam arti orang asing yang bukan warga negara 
suatu negara) (Wirawan B Illiyas dan Richard Burton. 2004:93) 
       Prof Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa Hukum Pajak 
Internasional adalah hukum nasional yang terdiri dari kaedah, baik 
berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah-kaedah yang berasal 
dari traktat antar negara dan dari perinsip atau kebiasaan yang telah 
diterima baik oleh negara-negara didunia untuk mengatur soal-soal 
perpajakan dan dalam mana ditunjukkan adanya unsur-unsur asing 
baik mengenai subjek maupun objeknya. Pengertian diatas terdiri dari 
norma –norma nasional yang diterapkan pada hubungan Internasional 
(Rochmat Soemitro. 1986: 12). 
b.   Sumber- sumber Hukum Pajak Internasional 
       Hukum Pajak Internasional pada dasarnya adalah hukum pajak 
nasional yang didalamnya mengandung unsur-unsur asing. Unsur asing 
tersebut bisa mengenai subjek pajaknya, objek pajaknya maupun 
pemungutan pajak. 
      Sumber hukum pajak internasional terdiri dari: 
1) asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara 
2) Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari setiap negara yang 
tidak ditujukan kepada negara lain. Seperti ”pencegahan pengenaan 
pajak berganda” 
3) Traktat-traktat dengan negara lain seperti : 
a) untuk menghindarkan pajak berganda 
b) untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap negara lain 
c) untuk mengatur mengenai  pemecahan laba didalam suatu 
perusahaan/ seseorang yang mempunyai cabang-cabang 
sumber-sumber dinegara asing  
d) untuk saling memberi bantuan dalam pengenaan, pemungutan, 
termasuk usaha memberantas penyelundupan pajak. 
e) untuk menetapkan tarif- tarif douane ( R. Santoso 
Brotodihardjo,1998: 218 ) 
                     Adapun sumber hukum pajak yang lain yaitu berupa: 
      “Keputusan Hakim nasional atau komisi Internasional tentang 
pajak-pajak Internasional. Keputusan hakim nasioanal maupun komisi 
Internasional yang memberikan putusan yang menyangkut adanya 
unsur internasional merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat 
juga bagi hukum pajak Indonesia.” (Wirawan B Iliyas  dan Richard 
Burton, 2004:145 )    
3.   Kedaulatan Dalam Lapangan Pajak 
          Hukum pajak Internasional Indonesia secara umum dapat 
dikatakan berlaku terbatas hanya pada subjek dan objek yang berada 
diwilayah Indonesia saja. Dengan kata lain terhadap orang atau badan 
yang tidak bertempat atau berkedudukan di Indonesia pada dasarnya 
tidak akan dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Indonesia. 
Namun demikian hukum pajak internasional Indonesia dapat berkaitan 
dengan subjek maupun objek yang berada diluar wilayah Indonesia 
sepanjang ada hubungan erat yaitu dalam hal terdapat hubungan 
ekonomis atau hubungan kenegaraan dengan Indonesia. ”(Wirawan B 
Iliyas  dan Richard Burton, 2004:144 )           
          Sehingga “Dalam lapangan hukum antar negara terdapat suatu 
asas mengenai kedaulatan negara  yang dinyatakan sebagai kedaulatan 
setiap negara untuk dengan bebas mengatur kepentingan-kepentingan 
rumah tangganya sendiri, dalam batas-batas yang ditentukan oleh 
hukum antar negara, dan bebas dari pengaruh negara lain. Sesuai 
dengan asas  yang disebutkan dimuka, maka kedaulatan pemajakan 
dapat dilaksanakan secara merdeka dalam lapangan hukum pajak. 
Adapun kekuasaan tersebut adalah kekuasaan membuat undang-
undang dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan baik ”(R. Santoso 
Brotodihardjo, 1998: 218 ). 
4.  Kaedah Pertautan Serta Titik Pertautan 
      Kaedah pertautan dalam hukum pajak Internasional seperti juga 
halnya dalam hukum perdata internasional mengandung titik pertautan, 
yaitu titik yang terletak pada perbatasan, sehingga terhadapnya dapat 
berlaku dua sistem/ tata hukum sekaligus. Dimana kaedah pertautan 
hukum pajak Internasional hanya dihadapkan pada satu macam tata 
hukum pajak dan persoalannya disini adalah hukum nasional 
diterapkan atau tidak, dengan tidak memusingkan apa yang dilakukan 
negara lain.( Rochmat Soemitro, 1986: 36).  
  Kaedah pertautan itu dapat memberikan akibat hukum seperti: 
a. Menentukan bahwa wewenang mengenakan pajak ada pada negara 
tempat tinggal, karena benda kena pajak berdasarkan sifatnya 
dianggap berada atau terjadi dinegara tempat tinggal, negara 
sumber tidak mempunyai wewenang mengenakan pajak. 
b. Menentukan bahwa wewenang mengenakan pajak ada pada negara 
sumber. 
c. Menentukan bahwa hak pemajakan atas benda-benda pajak dibagi 
antara kedua negara yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga 
negara sumber hanya mempunyai wewenang mengenakan pajak 
secara terbatas berdasarkan prosentase tertentu, sedangkan negara 
tempat tinggal mengenakan pajak atas seluruh pendapatan itu tetapi 
kemudian memperkenalkan dilakukan tax credit. 
      Kaedah pertautan ini menentukan negara mana yang berhak 
mengenakan pajak atas benda-benda pajak atau atas pendapatan 
tertentu. Ini tidak berarti bahwa negara yang diberu hak benar-benar 
akan menggunakan wewenangnya, sebab ada kalanya juga bahwa 
walaupun ada ketentuan yang memberikan wewenang negara yang 
bersangkutan tidak mengenakan pajak. Sebaliknya mungkin terjadi, 
dimana negara yang dibatasi wewenang mengenakan pajak, sehingga 
terjadi pajak ganda  ( Rochmat Soemitro, 1986: 39 ) 
5.  Subjek dan Objek dalam Pajak Internasional 
   Subjek pajak dan objek pajak menurut  Erly Suandy dibagi menjadi: 
a. Subjek  pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
1) Subjek pajak luar negeri yang mendapat (memperoleh) 
penghasilan dari sumber dalam negeri 
2) Subjek pajak dalam negeri yang mendapat (memperoleh) 
penghasilan dari sumber diluar negeri 
b. Objek  pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
1) Objek pajak dengan sumber didalam negeri 
2) Objek pajak dengan sumber diluar negeri (Erly suandy.2005: 
260 ).  
6. Tinjauan tentang Perjanjian Penghindaran Pajak  Berganda 
1. Pengertian  dan Tujuan Perjanjian P3B 
      P3B adalah perjanjian pajak antara dua negara (bilateral) yang 
mengatur mengenai pembagiaan hak pemajakan atas penghasilan yang 
diperoleh atu diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara 
pihak pada persetujuan. Hal ini ditujukan untuk meminimalkan 
terjadinya pajak berganda. Apabila pengenaan pajak dapat dihindarkan 
seminimal mungkin, maka diharapkan dapat mencegah efek negatif 
yaitu gangguan (distorsi) dalam transaksi internasional. Disamping itu, 
P3B memiliki tujuan lainnya yaitu: a. Mencegah timbulnya pengelakan  
dan penyelundupan pajak,  b. Memberikan kepastian, c. Pertukaran 
informasi, d. Penyelesaian sengketa didalam penerapan P3B, 
e.Bantuan dalam penagihan pajak, dan f. Penghematan Cash flow. 
      Perjanjian ini mengakomodasikan ketentuan yang memberikan 
perlindungan bagi penduduk dari suatu negara pihak pada perjanjian 
yang melakukan usaha di negara pihak lainnya pada perjanjian. 
Perlindungan ini berupa perlakuan non diskriminasi dan penyelesaian 
sengketa yang tidak sesuai dengan penerapan perjanjian. Serta 
mengakomodasikan kepentingan  politik dan ekonomi yaitu dengan 
adanya perjanjian diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik antar 
kedua negara serta dibidang ekonomi dapat menciptakan iklim 
ekonomi yang kondusif sehingga meningkatkan investasi yang masuk ( 
John Hutagaol, 2000 :5 ). 
2. Model , dan struktur P3B 
a. Model Perjanjian 
       Perumusan Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) 
didasarkan pada salah satu model yang tersedia yaitu 1.) OECD 
(Organization For Economic Coorporation and Development) 
digunakan untuk antar negara maju, 2.) UN (United Nation) 
digunakan untuk negara maju dan negara berkembang, dan 3.) US 
(United States) digunakan untuk Amerika Serikat  sebagai metode 
penghindaran pajak berganda secara unilateral.  
       Model  OCED (Organization For Economic Coorporation and 
Development) dirumuskan  sesuai  dengan kebutuhan hubungan 
perpajakan antara anggota OCED  sebagai  negara-negara industri 
maju dengan kekuatan untuk melaksanakan investasi ke 
mancanegara. Model OCED (Organization For Economic 
Coorporation and Development) ini, dikonsepkan dengan 
berdasarkan dua premis yaitu, premis pertama hak pemajakan 
utama kebanyakan diberikan kepada negara domisili wajib pajak. 
Negara sumber harus rela untuk melepaskan klaim pemotongan 
pajak sumber, mereka harus mengurangi tarif pajaknya untuk 
memberikan kepastian bahwa beban pajak negara sumber selalu 
dapat diserap oleh batasan kredit pajak negara residens. Premis 
kedua adalah  baik negara sumber maupun negara residens 
diperbolehkan menerapkan ketentuan pajak domestiknya, 
keringanan pajak berganda diberikan dengan meminta negara 
residens untuk menyediakan kredit atau bebas pajak atas 
penghasilan yang telah dikenakan pajak oleh negara sumber.  
        UN Model (United Nation Model) secara khusus didisain 
untuk Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antar negara 
maju dan berkembang dirumuskan berdasarkan premis bahwa 
OCED Model (Organization For Economic Coorporation and 
Development), yang kebanyakan meminta negara sumber untuk 
merelakan penerimaan pajaknya, kurang tepat untuk dipakai 
sebagai panduan Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). 
Hal ini disebabkan karena perbedaan arus penghasilan antara kedua 
kelompok  negara tersebut. ( penghasilan dari negara berkembang 
lebih besar mengalir pada negara maju.). Sehingga dengan 
kurangnya penerimaan negara berkembang menyebabkan negara 
berkembang memiliki keterbatasan dalam penyediaan fasilitas 
umum dan layanan umum (publik), serta negara berkembang yang 
umumnya pengutang tidak memiliki dana untuk membayar 
utangnya) Ini dapat menjadikan iklim investasi  dinegara 
berkembang menjadi kurang kondusif (Gunadi, 2007:187). 
                Negara Indonesia sebagai negara berkembang yang 
mengadakan hubungan ekonomi dengan negara maju maka 
menggunakan perjanjian model United National (UN Model). 
Namun Indonesia tidak menggunakan ketentuan UN model secara 
menyeluruh tetapi  juga digabungkan dengan prinsip-prinsip pokok 
yang terkandung dalam UU perpajakan nasional. Cara ini dapat 
meningkatkan kepercayaan negara-negara maju untuk melakukan 
investasi di Negara Indonesia.    
b. Sifat Perjanjian 
        Sebagai perjanjian bilateral, sesuai dengan hukum publik 
Internasional P3B bersifat mengikat kedua negara ( contracting 
state). P3B yang ditutup suatu negara  (Indonesia) memiliki 
validitas  internal  domestik dan menjadi self executing. Jika 
berkenaan dengan P3B maka mempunyai kemungkinan dapat 
bersifat restriktif atau ekspansif sebagai elemen dari hukum 
internasional. Pengertian restriktif atau ekspansif yang dimaksud 
dalam P3B yaitu membatasi aplikasi dari ketentuan domestik 
(kewenangan mengenakan pajak). Sementara perluasan hak 
pemajakan tidak bisa diperoleh hanya dengan menciptakan 
kewajiban pajak yang tidak ada dalam ketentuan domestik atau 
dengan mengeliminasi keringanan dalam ketentuan domestik ( 
dengan ketentuan yang ada dalam P3B.  
c.   Struktur Perjanjian Penghindaran pajak Berganda (P3B) 
         Sebagai negara berkembang Indonesia menganut Perjanjian 
Penghindaran pajak Berganda (P3B) berdasarkan UN Model, yang 
tentunya telah mengalami penyesuaian guna melindungi 
kepentingan sistem pajaknya dan sesuai dengan kesepakatan kedua 
belah pihak peserta perjanjian. Setiap Perjanjian Penghindaran 
pajak Berganda (P3B) diawali dengan: 
1) Pembukaan:  
 yang berisikan tentang maksud dan tujuan perjanjian,  Dalam  
perjanjian pajak ganda yang menjadi tujuannya adalah untuk 
mencegah atau menghindarkan dari penyelundupan pajak atau 
terjadinya pajak ganda. 
2) Lingkungan: 
Yang berisikan pasal-pasal yang menjelaskan ruang lingkup   
perjanjian yang mencakup:  
(a) lingkungan kuasa perorangan yang menjelaskan dengan 
tegas wajib pajak mana yang menjadi sasaran perjanjian,  
(b) lingkungan kuasa kebendaan yang menjelaskan pajak-
pajak atau benda-benda apa yang menjadi sasaran, serta 
definisi pajak yang dicakup dalam perjanjian, 
(c)  lingkungan wilayah yang menjelaskan lingkungan mana 
yang diliputi oleh perjanjian. 
3) Peristilahan 
karena suatu perjanjian pajak bermaksud dan mencoba 
menjebatani antar dua negara dengan sistem pajak dan sistem 
hukum yang berbeda. 
4) Kategori pendapatan 
Berisiakan pasal-pasal untuk mengatur pengenaan pajak yang 
bersangkutan dengan pendapatan atau kekayaan tertentu.  
5) Tujuan tambahan traktat yaitu non diskriminasi, musyawarah  
antar pejabat-pejabat berwenang, pertukaran informasi, 
ketentuan tentang wakil diplomatik dan konsuler, serta 
perluasan perjanjian. 
6) Ketentuan penutup 
            berisi saat berlakunya perjanjian, dan saat berakirnya 
perjanjian. 
7) Protokol 
            memuat ketentuan-ketentuan penting untuk melaksanakan 
pasal-  pasal bersangkutan ( Rochmat Soemitro, 1986 : 139). 
 3. Kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atas 
Undang-undang Nasional 
                 Indonesia menganut sistem pajak global, maka penghasilan    
yang dikenakan pajak adalah penghasilan diseluruh dunia yang 
pengenaannya diatur dalam Pasal 24 dan 26 undang-undang 
Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000. Pasal 24 mengatur 
mengenai penghasilan luar negeri yang diterima dan diperoleh subjek 
dalam negeri, sedangkan pasal 26 mengatur penghasilan dalam 
negeri yang diterima dan subjek pajak luar negeri. Akibat dari 
ketentuan ini adalah timbulnya pajak ganda yang penyelesiannya 
diatur dalam P3B. Ketentuan  P3B ini mengikat kedua belah pihak 
yang mengadakan perjanjian, yang berfungsi untuk mengatur 
pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh 
salah satu atau kedua negara tersebut. Ini berati bahwa hak 
pemajakan negara sumber sebagaimana diatur dalam undang-undang 
nasional, dibatasi ketentuannya dalam P3B.    
       Dapat dilihat dari segi kedudukannya, dapat terlihat bahwa 
kedudukan P3B atas Undang- undang Nasional ternyata P3B 
memiliki kedudukan yang  lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
berlakunya P3B atas Undang-Undang Nasional sangat tergantung 
pada seberapa jauh hak pemajakan tersebut diatur dalam P3B dan 
Undang-Undang Nasional. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 
tiga yaitu: 
a. Apabila ada  penghasilan yang timbul dari transaksi  yang 
dilakukan antara negara Indonesia dan negara lainnya yang ada 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan 
Indonesia, maka pengenaan PPh (pajak penghasilan) tunduk pada 
ketentuan yang ada pada P3B 
b. Apabila dalam P3B dinyatakan Indonesia negara sumber 
diberikan hak pemajakan penuh atau ada pembatasan hak 
pemajakannya, maka pengenaan PPh tunduk pada Undang-
undang Nasional. 
c. Apabila P3B dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara sumber 
harus melepaskan seluruh hak pemajakannya, maka hak 
pemajakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nasional 

































Suatu negara yang merdeka dan berdaulat tentunya memiliki 
kewenangan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Termasuk 
kewenangan mengatur kebijakan pemajakannya yaitu pemajakan atas 
penghasilan yang diperoleh warga negara Indonesia dan warga negara asing 
hal ini diatur dalam UU no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. 
 Dengan adanya perkembangan komunikasi  memberikan kemudahan 
terjadinya hubungan antara negara negara didunia, terutama dalam bidang 
aktivitas ekonomi dimana aktifitas ekonomi ini  dapat memberikan 
1. Tatacara penghindaran 
pajak berganda 
2. Klasifikasi penghasilan dan 
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penghasilan , sehingga wajib pajak disuatu negara memperoleh juga 
penghasilan dinegara lain. Inilah yang menimbulkan adanya pajak berganda 
dimana seorang wajib pajak dikenakan pajak yang sama oleh dua negara. Hal 
ini terjadi dalam hubungan pemajakan antara Pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Amerika Serikat. Pajak ganda ini menimbulkan  permasalahan 
dalam pengklasifikasian penghasilan, dan pembagian hak pemajakan serta 
tatacara penghindaran pajak berganda. 
      Untuk dapat menghindarkan dari adanya Pajak berganda yang merugikan  
maka disusunlah suatu perjanjian antara kedua belah negara berupa perjanjian, 
perjanjian ini dilakukan karena tentunya  pelaksanaan kewenangan fiskal  oleh 
suatu negara terhambat oleh ketentuan hukum publik internasioanal karena 
suatu negara hanya kompeten mengatur subjek dan objek pajak maupun 
kejadian yang mempunyai kaitan dengan wilayahnya.  
     Maka untuk dapat terciptanya penghindaran pajak yang baik antara 
pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika serikat maka dibentuklah 
perjanjian bilateral berupa perjanjian penghindaran pajak berganda antara 
pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang pajak 
Penghasilan. Dimana penyelesaian permasalahan tentang tatacara 
penghindaran pajak berganda diatur dalam pasal 23 dan pasal 7 tentnag 
sumber penhasilan sedangkan penyelesaian permasalahan tentang 
pengklasifikasian penghasilan dan pembagian hak pemajakan dapat dilihat 
dalam pasal 8 sampai dengan pasal 21 Perjanjian penghindaran pajak 
berganda. Hal ini dilakukan agar pemungutan pajak berganda tidak merugikan 
kedua belah pihak dan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Tata Cara Penghindaran Pajak Berganda yang Dianut Hukum Pajak Indonesia     
Berkenaan Dengan Pajak Penghasilan  
 Ada dua cara yang dapat dilaksanakan untuk menghindari  pajak ganda 
yaitu  cara unilateral dan cara bilateral / multilateral   
1. Cara Unilateral (sepihak) 
Metode penghindaran pajak berganda secara unilateral  adalah metode 
yang dilakukan oleh suatu negara melalui UU perpajakan dalam negerinya 
sendiri ( Safri Nurmantau.2005:168 ). Cara ini dilakukan dengan 
memasukkan ketentuan- ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda 
dalam undang-undang suatu negara. Cara ini merupakan prinsip yang 
sudah menjadi kelaziman Internasional, seperti ketentuan tentang 
pembebasan pajak para wakil diplomatik, wakil-wakil organisasi 
Internasional (Wirawan B Ilyas dan Richard Burton. 2004: 97 ). 
 Pada pembebasan pajak yang dilakukan secara unilateral ini biasanya 
diisyaratkan dengan adanya reciprocity atau timbal balik, artinya bahwa 
negara yang bersangkutan baru akan memberikan pembebasan itu apabila 
sebaliknya negara lainnya memberikan juga pembebasan pajak kepada 
wajib pajak negaranya atas dasar syarat yang sama. Jika syarat reciprocity 
ini tidak dipenuhi maka pembebasan ini juga tidak akan diberikan. Syarat 
reciirocity yang mula-mula merupakan syarat yang mutlak tetapi lambat 
laun dilepaskan, karena pengaruh traktat pajak. Traktat pajak ini dilakukan 
dengan pengaturan yang sepihak yaitu: negara membuat peraturan  yang 
mambatasi diri dalam menggunakan wewenangnya memungut pajak, 
umpamanya dengan meniadakan sama sekali haknya mengenakan pajak 
atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh dinegara lain dari sumber-
sumber yang ada disana. Pengunaan cara ini merupakan wujud kedaulatan 
suatu negara untuk mengatur sendiri masalah pemungutan pajak dalam 
suatu Undang-undang. Tujuan dilakukannya ketentuan sepihak ini dengan 
maksud untuk: 1.) Melindungi wajib pajak dalam negeri yang melakukan 
usaha/ mempunyai kekayaan di negara lain, 2.) Mengikuti kebiasaan 
Internasional, 3.) Mengikuti Internasional courtesy ( sopan –santun 
Internasional), 4.) Menarik modal asing, 5.) Menarik ahli dari luar negeri ( 
Rochmad Soemitro .1986: 98 ) 
 Metode  yang digunakan dalam penghindaran pajak berganda secara 
unilateral terdiri dari exemption method dan credit method. 
a. Exemption method 
 Metode ini menghendaki suatu negara pemegang yuridiksi 
pemajakan sekunder (domisili) untuk dengan rela melepaskan hak 
pemajakannya dan mengakui pemajakan eksklusif dinegara lain 
(negara sumber). Metode ini meliputi:  
1) Pembebasan subjek (subject exemption)  
      Privelege terhadap pemajakan ini diberlakukan terhadap 
anggota korps diplomatik, konsuler, dan organisasi Internasional. 
sesuai dengan hukum Inernasional. Mereka hanya dikenakan pajak 
oleh negara pengirimnya saja.  
Contohnya: Para duta besar anggota korps diplomatik dan konsuler 
di Indonesia yang ditempatkan dinegara mana saja ditempatkan 
hanya dapat dikenakan pajak oleh Indonesia (sebagai pemegang 
hak pemajakan eksklusif ). Sebagai respirositasnya, Indonesia juga 
tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh 
para duta besar, misi diplomatik dan konsuler dari negara lainnya. 
2) Pembebasan objek ( Object income exemption )  atau Exemption 
without progression atau full exemption 
 Semua penghasilan luar negeri tidak ikut dihitung, hanya 
penghasilan dalam negaeri saja yang dikenakan pajak oleh negara 
domisili. Jadi pendapatan atau kekayaan yang ada diluar negeri 
hanya dikenakan pajak oleh negara sumber berdasarkan prinsip 
teritorial, karena pendapatan atau kekayaan itu diperoleh atau 
berada di dalam wilayahnya.  
Contoh: Penghasilan dalam negeri  Rp 200 juta, penghasilan luar 
negeri Rp 100 juta, maka yang dikenakan pajak hanya atas 
penghasilan  dalam negeri saja, yakni atas Rp 200 juta saja. 
3) Pembebasan pajak (tax exemption) atau Exemption with 
progression 
      Penghasilan luar negeri tidak dikenakan pajak akan tetapi 
penghasilan luar negeri tersebut dijumlahkan lebih dahulu dengan 
penghasilan dalam negeri untuk mendapatkan tarif yang progresif.  
Contoh : Tarif pajak untuk penghasilan Rp 100 juta 15%, untuk 
jumlah Rp 200 juta 25% dan untuk jumlah Rp 300 juta sebesar 
35%. Berdasarkan tarif progresif ini yang dikenakan pajak adalah 
atas Rp 200 juta saja ( penghasilan dalam negeri) tetapi dengan 
tarif 35% ( Gunadi. 2007: 120 ). 
 Dalam  mengunakan metode pembebasan, penghasilan yang 
berasal dari luar negeri dibebaskan dinegara wajib pajak tinggal. 
Pembebasan tetap dapat dilaksanakan tetapi sekaligus dengan 
mempertahankan tarif progresi. Dengan demikian penghasilan luar 
negeri akan diperhatihan untuk perhitungan pajak dengan tarif 
progresif , dengan perkataan lain, pendapatan- pendapatan yang 
berasal dari luar negeri diperhatikan sekedar untuk menentukan 
tarif yang dikenakan terhadap pendapatan dalam negeri. Metode ini 
yang diterapkan di Indonesia (R. Santoso Brotodiharjo. 1998 : 221) 
b. Credit Method 
    Memberikan keringanan atau mengeliminasi pajak berganda 
Internasional dengan cara mengkreditkan  atau mengurangkan pajak 
luar negeri atas pajak  penghasilan global yang merupakan porsi 
penghasilan luar negeri. Pengurangan pajak terjadi apabila pendapatan 
di luar  negeri dikenakan pajak baik didalam negeri maupun diluar 
negeri. Tujuan credit method ini adalah untuk memelihara 
keseimbangan dengan pengenaan pajak terhadap wajib pajak dalam 
negeri yang tidak mempunyai pendapatan diluar negeri ( pengurangan 
ini akan diberikan sepanjang  jumlah pajak yang dikenakan negara 
sumber tidak melebihi jumlah pajak yang dikenakan  di negara 
domisili).   
 Credit method terinci lebih lanjut  menjadi full credit, ordinary tax 
credit, dan fictious tax credit. 
1) Full Credit  
        Pajak yang telah dipotong dinegara mancanegara dapat 
dikreditkan di dalam negeri. 
Contohnya: Penghasilan di luar negeri sebesar  Rp 100 juta 
dikenakan income tax sebesar 35 % atau Rp 35 juta. Sedangkan 
penghasilan dalam negeri Rp200 juta. Sehingga worldwide income 
dari peghasilan dalam negeri dan luar negeri adalah sebesar Rp 300 
juta. Jika Pph terutang atas RP 300 juta ini sebesar Rp 71.250.000,, 
maka jumlah pajak yang telah dipotong diluar negeri sebesar Rp 35 
juta tersebut dapat dikreditkan sehingga penghitungannya dapat 
menjadi: 
Pph terutang...............................Rp 71.250.000,- 
  Kredit pajak luar negeri.............Rp  35.000.000,- 
  Masih harus bayar:                    Rp  36.250.000,- 
2) Ordinary tax credit   
   Pengurangan pajak luar negeri atas pajak nasional yang 
dialokasikan pada penghasilan luar negeri dengan batasan jumlah 
terendah antara a.) pajak domestik yang dialokasikan pada 
penghasilan luar negeri ( kredit pajak faktual), b.) pajak yang 
sebenarnya terutang atau dibayar diluar negeri atas penghasilan 
yang termasuk dalam penghasilan global / kredit pajak sebagai 
perbandingan antara penghasilan luar negeri dengan worldwide 
income ( kredit pajak teoritis). Ordinary tax credit ini merupakan 
kredit pajak yang dianut  oleh Indonesia berdasarkan ketentuan 
yang ada dalam pasal 24 UU Pph 2000 ( Gunadi.2007:125). 
Contoh kredit pajak faktual yakni penghasilan luar negeri sebesar 
100 juta dikenakan pajak 35% maka pajak yang harus dibayar  
sebesar Rp 35 juta. Sedangkan penghasilan dalam negeri sebesar 
200 juta, maka kredit pajak teoritis diperoleh dengan cara: 100/300 
X Rp 71.250.000,- = Rp 23.750.000,-, Kredit pajak yang 
diperkenankan adalah kredit pajak yang terkecil antara kredit pajak 
teoritis dan kredit pajak faktual, sehingga penghitungannya: 
  Pph terutang...................................Rp 71.250.000,- 
  Kredit pajak, Pph Pasal 24.............Rp 23.75 0.000,- 
  Pph yang kurang dibayar:              Rp  47.500.000,- 
3) Fictious tax credit  
     Kredit pajak yang berasal dari negara sumber dimana perseroan 
yang melakukan usaha di negara sumber dibebaskan dari 
pengenaan pajak perseroan  dan pajak deviden ( tax holiday). 
Walau menikmati tax holiday akan tetapi jumlah laba dan pajak 
penghasilan yang terutang tetap dihitung dan dicantumkan dalam 
suatu SKP ( Surat Ketetapan Pajak ). 
  Terdapat bentuk lain dari credit method yang berhubungan dengan 
investasi pada anak perusahaan diluar negeri. Metode ini  terdapat pada 
Kredit pajak yang berasal dari pengenaan atas dividen yang berasal 
dari penghasilan luar negeri atau yang sering disebut sebagai Direct 
tax credit, dan Kredit yang berasal dari pengenaan pajak atas laba anak 
perusahaan (subsidiary) diluar negeri (negara sumber), atau yang 
sering disebut sebagai Indirect tax credit/ Underlying tax credit. Pajak 
yang dikenakan terhadap anak perusahaan tersebut, biasanya pada 
beberapa negara mengharuskan adanya syarat tertentu (misalnya 
memiliki saham minimal 10%), dapat dikrditkan pada induk 
perusahaan dinegara domisili (Gunadi. 2007: 130).  
2. Cara Bilateral/ Multilateral  dengan traktat/ tax treaty 
      Cara Bilateral atau Multilateral dilakukan melalui suatu perundangan 
antar negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak 
berganda. Secara bilateral dilakukan dengan perjanjian oleh dua negara 
sedangkan secara multilateral dilakukan lebih dari dua negara. Pencegahan 
pajak berganda dan penghindaran lolos pajak secara bilateral adalah 
pencegahan pajak berganda dan penghindaran lolos pajak yang disepakati 
bersama antar dua negara melalui suatu perjanjian khusus yang disebut 
convention/ agrement. Dengan berlakunya tax treaty maka dalam suatu 
negara terdapat dua sumber hukum dalam perpajakan yang pertama adalah 
ketentuan dalam tax treaty dan yang kedua adalah ketentuan dalam UU 
perpajakan domestik ( Safri Nurmantau 2005: 171). 
 Sehubungan dengan tax treaty yang perlu diperhatikan adalah: 
a. Tax treaty memberikan hak pemajakan kepada salah satu negara 
perjanjian, maka ketentuan dalam undang-undang perpajakan undang-
undang domestik yang seterusnya akan berlaku. 
b. Perjanjian penghindarn pajak brganda (P3B) lebih diutamakan dari 
pada undang-undang domestik. Sehingga jika terjadi benturan antara 
undang-undang domestik dan perjanjian penghindaran pajak berganda 
(P3B) , maka yang superior adalah ketentuan dalam P3B. 
c. Perjanjian penghindaran pajak berganda tidak menciptakan pajak baru. 
Sehingga jika dalam pasal-pasal Perjanjian Penghindaran pajak 
berganda tercantum jenis-jenis pajak lain diluar yang telah mempunyai 
dasar hukum dalam bentuk undang-undang di Indonesia, maka pajak 
tersebut tidak berlaku bagi Indonesia (Safri Nurmantu . 2005: 172). 
 Penghindaran pajak berganda secara bilateral diwujudkan dalam 
bentuk penutupan  penghindaran pajak berganda Internasional. Sebagai 
perumusan penghindran pajak berganda Internasional terdapat beberapa 
model yaitu: 
1) OCED ( Organization for Ekonomic Cooperation and Development )        
OCED model memberikan  dua alternatif, yaitu  exemption method 
dan credit method. 
a) Exemption method  
     Article 23 A   
(1) Bila seorang penduduk dari salah satu negara memperoleh 
penghasilan atau memiliki kekayaan yang berdasarkan 
persetujuan ini dapat dikenai pajak dinegara lainnya, maka  
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 dan 3, 
Negara yang pertama akan membebaskan penghasilan atau 
kekayaan tersebut dari pengenaan pajak.  
(2) Bila seseorang penduduk dari suatu negara memperoleh 
penghasilan yang berdasarkan ketentuan pasal-pasal 10, dan 
11 dikenai pajak dinegara lainnya. Negara yang disebut 
pertama akan memberikan pengurangan pajak terhadap 
penghasilan penduduk tersebut sebesar pajak yang dibayar di 
negara lainnya. Namun pengurangan tersebut tidak akan 
melebihi pajak, yang dihitung sebelum pengurangan, yang 
dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dinegara itu. 
(3) Bila berdasarkan ketentuan dalam persetujuan ini penghasilan 
yang diperoleh ( atau kekayaan yang dimiliki) oleh penduduk 
salah satu negara dibebaskan dari pengenaan pajak dinegara 
itu, Negara tersebut, dalam mengenakan pajak atas 
penghasilan lainnya atau kekayaan dari penduduk tersebut, 
memperhitungkan penghasilan yang dibebaskan itu. 
b) Credit method  
Article 23 B  
(1) Bila penduduk dari salah satu negara memperoleh penghasilan 
atau memiliki kekayaan yang berdasarkan ketentuan 
persetujuan ini dapat dikenai pajak dinegara lainnya, negara 
yang disebut pertama harus: 
(a). Memberikan kredit pajak atas penghasilan penduduk   
tersebut sebesar pajak yang dibayar dinegara lainnya itu 
(b).  Kredit pajak atas kekayaan dari penduduk tersebut adalah 
sebesar pajak atas kekayaan yang dibayar dinegara 
lainnya itu. 
 Namun, kredit pajak tersebut (untuk masing-masing pajak) 
tidak boleh melebihi jumlah pajak atas penghasilan yang 
dihitung sebelum dikurangi pajak atas penghasilan di negara 
lainnya  itu. 
(2) Bila berdasarkan ketentuan persetujuan ini penghasilan yang 
diperoleh (atau kekayaan yang dipunyai) oleh penduduk salah 
satu negara dibebaskan dari pengenaan pajak dinegara tersebut, 
negara itu, dalam menghitung pajak atas penghasilan lainnya 
atau kekayaan dari penduduk tersebut, tetap memperhitungkan 
penghasilan atau kekayaan yang dibebaskan dari pajak tersebut. 
 
 Dari kedua metode diatas  ternyata tax credit lebih banyak 
digunakan dalam perjanjian daripada metode exemption, hal ini 
karena dasar bagi tax credit adalah wordwidw income dikenakan 
pada wajib pajak dinegara domisilinya dengan kelonggaran 
pengurangan pajak asing.  ( Rochmat Soemitro .1986: 133). 
 Walaupun ada suatu tax treaty yang memuat tentang suatu 
ketentuan tentang pemecahan soal-soal yang tidak trecakup oleh 
perjanjian, namun tax treaty memiliki kelemahan yang 
menyebabkan tidak dapat dihindarkannya pajak berganda secara 
mutlak,. Hal ini disebabkan karena adanya tiga alasan yaitu: (a). 
Adanya pembatasan jumlah dan macam pajak yang dicakup oleh 
perjanjian pajak ganda, (b). Adanya kemungkinan interpretasi yang 
dilakukan berlainan dinegara-negara yang berlainan, (c).Tidak 
adanya suatu badan peradilan  Internasional yang dapat 
memutuskan prselisihan. 
2) UN Model ( United Nations ) 
  Pasal yang mengatur metode penghindaran pajak berganda di UN 
model adalah pasal 23. Pasal ini mencerminkan kebijakan masing-
masing negara dalam hubungannya dengan perlakuan atas penghasilan 
yang diperoleh “penduduk” dari luar negeri dan atas pajak yang 
dibayar atau dipungut di negara lainnya 
 Rumusan yang diberikan oleh UN Model terdiri dari dua alternatif 
yaitu  exemption method dan credit method. 
 
a) Exemption method  
 Artikel 23A  
(1) Bila seorang penduduk dari salah satu negara memperoleh 
penghasilan atau memiliki kekayaan yang berdasarkan 
persetujuan ini dapat dikenai pajak dinegara lainnya, maka  
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 dan 3, 
Negara yang pertama akan membebaskan penghasilan atau 
kekayaan tersebut dari pengenaan pajak.  
(2) Bila seseorang penduduk dari suatu negara memperoleh 
penghasilan yang berdasarkan ketentuan pasal-pasal 10, dan 11 
dikenai pajak dinegara lainnya. Negara yang disebut pertama 
akan memberikan pengurangan pajak terhadap penghasilan 
penduduk tersebut sebesar pajak yang dibayar di negara 
lainnya. Namun pengurangan tersebut tidak akan melebihi 
pajak, yang dihitung sebelum pengurangan, yang dikenakan 
atas penghasilan yang diperoleh dinegara itu. 
(3) Bila berdasarkan ketentuan dalam persetujuan ini penghasilan 
yang diperoleh ( atau kekayaan yang dimiliki) oleh penduduk 
salah satu negara dibebaskan dari pengenaan pajak dinegara itu, 
Negara tersebut, dalam mengenakan pajak atas penghasilan 
lainnya atau kekayaan dari penduduk tersebut, 
memperhitungkan penghasilan yang dibebaskan itu. 
 
 Exemption method  pada artikel 23 A memiliki metode yang 
pada perinsipnya adalah: 
(a) Penghasilan yang diperoleh atau kekayaan yang dimiliki 
dari negara sumber diabaikan sama sekali oleh negara domisili 
dalam menghitung penghasilan lainnya yang diperoleh 
penduduknya. Methode ini disebut  full exemption.(b) Penghasilan 
yang diperoleh dari negara sumber tidak dikenai pajak oleh negara 
domisili, tetapi penghasilan tersebut tetap diperhitungkan hanya 
untuk menentukan tarif progresif. Methode ini disebut exemption 
with progression. 
 Pengertian“penghasilan” tergantung pada undang-undang 
negara domisili. Akibat dari exemption ini, laba usaha yang 
diperoleh dinegara sumber tidak dapat digunakan sebagai 
kompensasi kerugian di dalam negeri. Adanya metode ini 
menimbulkan beberapa masalah, yaitu: (i) besarnya penghasilan  
atau laba usaha yang dibebaskan dinegara domisili, (ii) perlakuan 
atas kerugian, dan (iii) pengenaan terhadap penghasilan lainnya. 
 Masalah yang menyangkut penentuan penghasilan yang 
dibebaskan  dari pengenaan pajak dinegara domisili , hal ini 
menjadi suatu masalah karena pengertian “penghasilan”  dinegara 
sumber dan negara domisili dapat berbeda. Biaya atau pengurangan 
yang diperbolehkan untuk memperoleh laba bersih dapat berbeda 
diantara dua negara. Yang boleh dikurangkan di negara sumber 
mungkin tidak diperbolehkan dinegara domisili. 
 Mengenai perlakuan atas kerugian yang diderita dinegara 
sumber, kebayakan negara tidak memperbolehkan kerugian 
tersebut dikompensasikan dengan laba usaha di dalam negeri sebab 
kompensasi kerugian ini biasanya dilakukan dinegara sumber. Jika 
negara domisili memperkenankannya, dapat terjadi kemungkinan 
pemberian dua kali kompensasi kerugian. 
 Bagi negara-negara dengan tarif pajak yang terdiri dari 
beberapa lapisan tarif, metode exemption diatas dapat 
menimbulkan masalah yaitu jika penghasilan didalam negeri 
berada dibawah atau bahkan rendah. Jika laba di luar negeri yang 
digabungkan akan menyebabkan seluruh penghasilan dikenai tarif 
yang lebih tinggi, metode ini akan sedikit merugikan dari segi 
penerimaan pajak sebab laba usaha didalam negeri dikenai pajak 
dengan tarif yang lebih rendah. 
 Negara domisili mengenakan pajak atas deviden yang diterima 
oleh perusahaan yang berdomisili dinegara tersebut, tetapi pajak 
yang dikenai oleh negara sumber dapat dikurangkan terhadap pajak 
yang dikenai oleh negara domisili. Walaupun dapat menghindarkan 
pajak berganda , hal ini tidak dapat  mencegah dua kali pengenaan 
pajak atas deviden yaitu di tingkat perseroan, dan pengenan pajak 
ditangan pemegang saham. Hal ini dapat dicegah hanya jika  
negara domisili menerapkan foreign indirrect tax credit. 
Pengenaan pajak dua kali terhadap deviden akan menghambat 
aliran investasi dari stu negara ke negara lainnya.  
 Ada beberapa cara yang dapat menghilangkan pengenaan pajak 
berganda terhadap deviden, yaitu:  
1) exemption with progression 
2) credit for underlying taxes: kredit pajak tidak saja diberikan 
atas pajak yang dikenakan atas devidentetapi juga kepada pajak 
tas laba usaha asal deviden tersebut dibayarkan. 
3) Memperlakukan anak perusahaan di luar negeri seperti anak 
perusahaan di dalam negeri dengan asumsi bahwa 
intercoporate deviden tidak dikenai pajak.  
 Negara domisili mengenakan pajak penghasilan  atas modal 
penduduknya yang dimiliki di dalam negari dengan 
mempertimbangkan penghasilan dari suatu kekeyaan yang berada 
di luar negeri untuk keperluan penghitungan. 
b) Credit method  
Article 23 B  
(1) Bila penduduk dari salah satu negara memperoleh penghasilan 
atau memiliki kekayaan yang berdasarkan ketentuan 
persetujuan ini dapat dikenai pajak dinegara lainnya, negara 
yang disebut pertama harus memberikan kredit pajak atas 
penghasilan penduduk   tersebut sebesar pajak yang dibayar 
dinegara lainnya itu (dan Kredit pajak atas kekayaan dari 
penduduk tersebut adalah sebesar pajak atas kekayaan yang 
dibayar dinegara lainnya itu). Namun, kredit pajak tersebut 
(untuk masing-masing pajak) tidak boleh melebihi jumlah 
pajak atas penghasilan yang dihitung sebelum dikurangi pajak 
atas penghasilan di negara lainnya  itu. 
(2) Bila berdasarkan ketentuan persetujuan ini penghasilan yang 
diperoleh (atau kekayaan yang dipunyai) oleh penduduk salah 
satu negara dibebaskan dari pengenaan pajak dinegara tersebut, 
negara itu, dalam menghitung pajak atas penghasilan lainnya 
atau kekayaan dari penduduk tersebut, tetap memperhitungkan 
penghasilan atau kekayaan yang dibebaskan dari pajak tersebut. 
 
 Credit method  pada artikel 23 A memiliki metode yang pada 
perinsipnya adalah:  
 Menyatakan bahwa jika penghasilan atau kekayaan yang 
diperoleh atau dimiliki oleh penduduk dari negara domisili berasal 
dari negara sumber, yang berdasarkan penghindaran pajak 
berganda yang bersangkutan dikenai pajak di negara sumber, 
negara domisili harus memberikan pengurangan pajak yang 
dibayar dinegara sumber tersebut. Pengurangan pajak tersebut 
dibatasi dengan perbandingan seperti berikut : 
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   Ketentuan diatas biasanya diterapkan jika negara domisli 
menganut ordinary credit dengan kredit pajak yang dihitung 
percountry limitation, yaitu  batas kredit dihitung untuk setiap 
negara. Pembatasan kredit pajak yang lain adalah overall 
limitation, yaitu menghitung batas kredit pajak sekaligus dari 
semua negara asal penghasilan. Pembatasan kredit pajak ini 
terdapat kemungkinan bahwa penghasilan dari negar sumber yang 
tarif pajaknya lebih tinggi daripada negara domisili dapat 
dikreditkan seluruhnya, jika tarif pajak dari negara- negara sumber 
yang lain lebih rendah daripada negara domisili. ( Rahmanto 
Surahmat. 2001: 265 ). 
  Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengkreditan yaitu: 
1) Kredit pajak yang dibatasi (terutama dalam hal per country 
limitation) akan menimbulkan masalah jika pajak yang dibayar 
negara sumber tidak seluruhnya dapat dikreditkan. 
Penghasilan  
di negara sumber 
Seluruh penghasilan 
berdasarkan UU neg domisili 
Pajak yang terutang 
berdasarkan UU Neg 
Domisili 
2)  Dalam pengkreditan dimana  jumlah pajak yang dibayar 
dinegara sumber menggunakan nilai tukar yang dipakai untuk 
keperluan pengkreditan pajak. Ini dapat menjadi permasalahan  
karena nilai tukar untuk keperluan pengkreditan pajak dapat 
mengacu pada nilai tukar pada saat pembayaran, namun 
adakalanya nilai tukar yang dipakai adalah nilai ukar pada akhir 
tahun buku atau pada saat surat pemberitahuan pajak (SPT) 
dimasukkan. Hal ini menjadi maslah jika nilai uang negara 
domisili sangat fluktuatif. 
3) Kapan pajak yang dibayar dinegara sumber dapat dikreditkan 
dinegara domisi. Ini berkaitan dengan kapan penghasilan atau 
kekayaan itu digabungkan oleh penduduk negara domisili. 
Salah satu faktor timbulnya masalah ini adalah tahun buku 
seringkali berbeda dengan tahun pajak. 
4) Problem yang lain adalah jika terdapat perbedaan sistem 
perpajakan antara negara sumber dan negara domisili. Misalnya 
negara sumber menerapkan asas official assesment  sistem 
sedangkan negara domisili menerapkan asas self assesment 
sistem. 
(b) Perbedaan Model Tax Treaty OECD, UN dan US 
 Untuk mengetahui perbedaan model Tax Treaty antara OECD, UN, 
dan US pada dasarnya dapat dilihat dari sejarah yang melatarbelakangi 
pembentukan konvensi pajak internasional. Model OECD dilatarbelakangi 
oleh adanya peningkatan volume perdagangan antar negara maju yang 
menimbulkan masalah pajak internasional. Perumusan persetujuan 
penghindaran pajak berganda itu telah disesuikan dengan kebutuhan 
negara-negara maju yang menjadi anggotanya.  Lain halnya dengan United 
Nations, yang dilatarbelakangi karena derasnya arus modal dari negara 
maju ke negara berkembang yang  menimbulkan masalah pajak 
internasional. Disini perumusannya ditujukan untuk melindungi 
kepentingan negara berkembang dalam masalah perpajakan internasional.  
 Sedangkan US model dilatarbelakangi karena kebutuhan negara Amerika 
sendiri untuk mengatur hukum pajaknya. Disini perumusannya ditujukan 
untuk melindungi kepentingan negaranya sendiri dalam bidang pajak. 
  Tiga perbedaan pokok antara OECD model dengan US model yang 
diwakili oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - 
Amerika Serikat, yaitu : 
1) Source of income. Pengaturan mengenai sumber penghasilan yang 
bertujuan memberikan penegasan mengenai Constracting State yang 
berhak atas pemajakannya. Apabila sumber penghasilan tersebut 
tidak dapat ditentukan maka penentuannya berdasarkan UU domestik 
masing-masing negara. Penentuan sumber penghasilan ini 
merupakan acuan bagi syarat pengkreditan pajak sebagaimana diatur 
dalam Pasal 23 P3B Indonesia-Amerika Serikat. 
2) General rule of taxation. Ketentuan umum perpajakan ini memuat 
mengenai siapa saja yang berhak menikmati treaty benefits dari P3B. 
Tujuannya adalah untuk menghindari pihak-pihak yang secara 
sengaja melakukan treaty shopping. 
3) Assitance of collection. Terdapat pasal yang secara khusus mengatur 
mengenai adanya kewajiban bagi negara treaty untuk saling 
membantu dalam penagihan pajak bagi subyek pajak dalam negeri 
masing-masing negara serta meyakinkan tidak adanya pihak lain atau 
subyek pajak negara lain yang menikmati manfaat P3B. 
(http://mnaimamali.blogs.friendster.com/saatnya_tunjukin_eksisten/2
007/02/perbedaan_model.html) 
   Metode penghindaran  pajak berganda  dalam Perjanjian 
Penghindarn Pajak Berganda ( P3B ) yang digunakan oleh Indonesia- 
Amerika merupakan wujud dari cara penghindaran pajak berganda secara 
bilateral. Hal ini karena terdapat 2 negara yang mengikatkan diri untuk 
membentuk suatu perjanjian guna menghindarkan pengenaan pajak 
berganda terutama dalam  pengenaan pajak atas penghasilan. P3B 
Indonesia- Amerika menggunakan model UN Model ( Unitet Nations) 
dimana metode ini ditujukan untuk kerjasama bagi negara maju dan negara 
berkembang, yang sangat berguna karena melindungi kepentingan negara 
berkembang.  
  Metode penghindaran pajak berganda Indonesia dan Amerika dapat 
ditunjukkan dalam Pasal 23 tentang cara penghindaran pajak berganda atas 
penghasilan dan Pasal 7  tentang sumber-sumber penghasilan yang dapat 
dikenakan pajak penghasilan dalam perjanjian Indonesia- Amerika 
tersebut. Adapun penjelasan dari kedua pasal tersebut dapat dilihat sebagai 
berikut: 
 Dalam Pasal 23 tentang Penghindaran Pajak Berganda ini dijelaskan 
bahwa: 
Pengenaan pajak berganda atas penghasilan akan dihindarkan dengan cara 
sebagai berikut:  
(1) Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku di 
Amerika dari waktu-kewaktu, termasuk pembatasannya, warganegara 
dari Amerika dapat mengklaim kredit pajak Amerika atas pajak yang 
dibayar di Amerika. Pajak yang dikreditkan tersebut adalah sebesar 
pajak yang dibayar Indonesia, tetapi besarnya kredit pajak tidak boleh 
melebihi batas yang ditentukan dalam undang-undang Amerika. Untuk 
pengkreditan pajak yang di bayar di Indonesia, aturan dalam Pasal 7, 
yang merujuk pada undang-undang domestik untuk keperluan 
pembatasan kredit pajak, harus diterapkan untuk menentukan sumber 
penghasilan. 
(2) Sesuai aturan dan pembatasan yang diatur dalam undang-undang 
Indonesia yang berlaku dari waktu kewaktu, Indonesia harus 
memperkenalkan kredit pajak penduduknya atas pjak yang dibayar di 
Amerika. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan adalah berdasarkan 
pajak yang dibayar di Amerika tetapi tidak boleh melebihi batas kredit 
pajak yang diatur dalam undang-undang Indonesia untuk satu tahun 
pajak. Untuk keperluan pengkreditan pajak Indonesia, ketentuan Pasal 
7 diterapkan untuk menentukan sumber penghasilan. 
 
Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa kedua negara tersebut 
memiliki sistem yang berbeda. Pada ayat 1 mengatur tentang pengkreditan 
pajak bagi penduduk Amerika yang memperoleh penghasilan di Indonesia, 
dan dikenakan pajak berdasarkan P3B. Cara pengkreditan pajak di 
Amerika merujuk pada undang-undang domestiknya. Demikian juga 
halnya dengan penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan dari 
Amerika pengkreditan pajak tunduk pada Undang-undang domestik. 
Peraturan atau metode yang digunakan dalam Undang-undang  
domestik Amerika yaitu: Amerika menganut ordinary credit dengan batas 
kredit yang disebut general limitations. Jenis-jenis penghasilan 
dimasukkan dalam basket sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan negara 
Indonesia menggunakan aturan yang terdapat dalam UU no 17 tahun 200 
yaitu dalam Pasal 24 yaitu tentang penentuan sumber penghasilan, dan 
Pasal 26 yaitu pengenaan pajak penghasilan tertentu yang dibayar dari 
sumber di Indonesia kepada Wajib pajak luar negeri.  
 US model (United State Model) merupakan metode pengaturan 
perpajakan yang digunakan oleh pemeintah Amerika. Disini Amerika 
menganut metode ordinary cedit, cara yang digunakan ini bersifat 
unilateral dan hanya berlaku bagi penduduk Amerika, adapun perumusan 
dari metode ini yaitu: General limitations taxable income  
 General limitations taxable income adalah  penghasilan luar negeri 
dikurangi penghasilan luar negeri lainnya yang masuk dalam satu basket 
atau lebih. General limitations taxable income  merupakan penentuan 
batas kredit basket yang diperkanankan yaitu penghasilan secara garis 
besar didikelompokkan dalam basket. Dimana setiap basket terdiri dari 
jenis-jenis penghasilan tertentu dan pajak yang dikenai terhadap jenis 
penghasilan tersebut dapat dikreditkan di Amerika dengan jenis 
penghasilan yang sama. Batas kredit pajak untuk masing-masing basket 
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 Penghasilan-penghasilan  yang tidak termasuk dalam salah satu 
basket  dikelompokkan dalam general limitations. Ini membahas tentang 
penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang dimasukkan 
kedalam basket, yang berjumlah delapan basket. Besarnya General 
limiation untuk keperluan penentuan batas kredit pajak luar negeri 




       General Limitation =                                                  X 
      
          
    
 Penentuan sumber penghasilan berdasarkan UU PPh diatur di Pasal 
24 UU PPh yang menyatakan bahwa terhadap wajib dalam negeri yang 
menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri (world income) 
dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarnya diluar negeri terhadap 
pajak terutang yang ada di Indonesia sebesar PPh yang telah dibayar atau 
terutang diluar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang 
terutang berdasarkan Undang-undang PPh Indonesia.( Wirawan B Ilyas 
dan Richard Burton. 2004: 95)  
 Pada Pasal 24 ayat 3  ditentukan aturan dalam menentukan sumber 
penghasilan, yang rumusannya dalam menghitung batas jumlah pajak yang 
boleh dikreditkan, penentuan sumber penghasilan adalah sebagai berikut: 
penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan 
Tentative US tax 
 










yang menerbitkan saham dan sekuritas tersebut bertempat kedudukan; 
penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan 
penggunaan harta gerak adalah Negara tempat pihak yang membayar atau 
dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan ( www. 
kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id ). 
 Pasal 26 merupakan pengenaan pajak untuk jenis-jenis penghasilan 
tertentu yang dibayarkan dari sumber di Indonesia kepada wajib pajak luar 
negeri, meliputi dividen, bunga termasuk premium dan imbalan 
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalty, sewa, dan 
penghasilan lainnya, sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan 
sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan 
penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala. Adapun penjelasan tentang 
pembagian Jenis Penghasilan yang dicakup dalam Pasal 26 Ketentuan 
dalam tax treaty  dapat dilihat pada tabel  1. 
 Pemotongan PPh Pasal 26 jika ada pembayaran oleh wajib pajak 
dalam negeri kepada wajib pajak luar negeri adalah 20%. Dalam praktek 
ini dapat menjadi kekeliruan jika tidak meneliti lebih dahulu status wajib 
pajak luar negeri yang menerima potongan 20% ini. Pemotongan pajak 
sebesar 20% ini benar adanya  jika wajib pajak luar negeri tersebut 
berdomisili di negara-negara yang tidak mempunyai tax treaty dengan 
Indonesia. Namun apabila yang menerima pembayaran tadi adalah wajib 
pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai tax treaty dengan 
Indonesia, maka ketentuan di dalam tax treaty yang berkaitan dengan jenis 
penghasilan tersebut harus menjadi rujukan. Suatu treaty pada dasarnya 
adalah mencegah terjadinya legal double taxation, yang ditempuh dengan 
membagi hak pemajakan antara negara domisili dan sumber. Dalam 
hubungannya dengan penerapan Pasal 26, treaty sudah 
mengelompokannya sesuai dengan masing-masing jenis penghasilan. 
Pembagian hak pemajakannya diatur pada pasal di dalam treaty sesuai 
dengan jenisnya (http://www.pb-co.com/news.asp?id=912&lang=ind ). 
 Pasal diatas menyatakan bahwa syarat pengkreditan pajak atas 
penghasilan yang diperoleh dari negar sumber harus sesuai dengan 
penentuan sumber penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dari P3B 
Indonesia- Amerika. Aturan mengenai penentuan sumber penghasilan 
yang merupakan pedoman apakah pajak atas sesuatu jenis penghasilan 
yang diproleh dinegara sumber dapat dikreditkan dinegara domisili. Ini 
juga digunakan untuk menentukan apakah pajak yang dibayar dinegara 
sumber dapat dikreditkan dinegara domisili.  
 Dalam Pasal 7 tentang  Sumber Penghasilan yang digunakan untuk 
menghindarkan Pajak Berganda ini dijelaskan bahwa: 
 Untuk kepentingan Perjanjian ini: 
 
(1) Dividen yang dibayarkan oleh penduduk suatu Negara Pihak pada 
Perjanjian dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di Negara 
tersebut. 
 
 Ayat diatas menyebutkan bahwa sumber penghasilan berupa 
devien adalah negara dimna pihak yang membayarkannya merupakan 
penduduknya. Jadi jika PT PMA membayar deviden kepada pemegang 
sahamnya di Amerika, sumber penghasilan berupa devidennya adalah 
Indonesia. Indonesia berhak mengenakan pajak atas deviden tersebut, 
yang dapat dikreditkan di Amerika oleh pemegang saham di negara itu.  
Ketentuan ini merujuk pad undang-undang  domestic Amerika. 
(2) Bunga akan dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di suatu 
Negara Pihak pada Perjanjian hanya apabila yang membayarkan bunga 
tersebut adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, 
pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara Pihak pada Perjanjian 
tersebut. Namun demikian, apabila orang/badan yang membayar bunga 
tersebut (tanpa memandang apakah orang/badan tersebut merupakan 
penduduk Negara Pihak pada Perjanjian atau tidak) memiliki suatu 
bentuk usaha tetap di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian dan 
bunga yang dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap tersebut, 
maka bunga tersebut akan dianggap bersumber di Negara Pihak pada 
Perjanjian di mana bentuk usaha tetap tersebut berada. 
 
 Mengatur tentang penentuan sumber penghasilan bunga, yaitu 
dinegara mana bunga tersebut dibayar. Misalnya jika PT Rifat 
membayar bunga kepada bank BCA di  Amerika, maka sumber 
penghasilan dari bunga itu adalah di Indonesia, sehingga pajak yang 
dikenai atas bunga di Indonesia dapat dikreditkan di Amerika. Namun 
negara dimana pembayaran berada tidak salalu dianggap sebagai 
sumber penghasilan. Misalnya, X Company, perusahaan yang 
berkedudukan di Amerika dan mempunyai kegiatan di Indonesia 
melalui BUT, memperoleh pinjaman dari Citybank di Amerika untuk 
membuayai kegiaatan BUTnya di Indonesia. Dan X company 
membayar bunga kepda Citybank di Amerika, tetapi bung itu 
dibebankan kepada BUT di Indonesia. Dalam hal tersebut bunga 
tersebut bersumber di Indonesia, walaupun yang membayarnya adalah 
penduduk Amerika. 
(3) Royalti, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (Royalti) ayat (3), 
sehubungan dengan penggunaan, atau hak untuk menggunakan, barang 
atau hak-hak sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi yang berada di 
suatu Negara Pihak pada Perjanjian akan diperlakukan sebagai 
penghasilan yang bersumber di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut. 
 
  Segala bentuk pembayaran yang berhubungan dengan penggunaan 
atau hak untuk menggunakan hak cipta, proses rahasia, paten, merek 
dagang, informasi dibidang industri, perniagaan akan diperlakukan 
sebagai penghasilan yang bersumber dinegara pihak pada perjanjian/ 
negara sumber. Country of use adalah negara yang melindungi 
pemilikannya dari penggunaan oleh orang yang tidak berhak.  
(4) Penghasilan dari harta tidak bergerak, termasuk penghasilan dari 
kegiatan pertambangan, sumur minyak, penggalian, atau sumber daya 
alam lainnya (termasuk keuntungan yang diperoleh dari penjualan 
harta tidak bergerak atau hak yang menimbulkan penghasilan tersebut), 
akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersumber di suatu 
Negara Pihak pada Perjanjian hanya jika harta tidak bergerak tersebut 
terletak di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut. 
 
 Sumber penghasilan dari harta tetap, termasuk penghasilan dari 
kegiatan pertambangan, minyak dan gas bumi atau penambangan 
SDA, adalah negara dimamna harta tersebut berada. 
(5) Penghasilan dari penyewaan harta gerak berwujud, selain kapal atau 
pesawat udara atau peti kemas yang digunakan dalam jalur 
internasional, akan  dianggap  sebagai   penghasilan yang bersumber di  
 suatu Negara Pihak pada Perjanjian hanya jika harta gerak berwujud 
tersebut terletak di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut. 
 
  Sumber penghasilan dari penyewaan barang berwujud, selain kapal 
laut, pesawat terbang, dan container, dianggap dinegara mana harta 
tesebut berada. 
(6) Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi karena pekerjaan atau 
pemberian jasa-jasa pribadi yang dilakukannya, baik itu sebagai 
pegawai  atau  pekerja  bebas, akan  diperlakukan sebagai  penghasilan  
yang bersumber di suatu Negara Pihak pada Perjanjian hanya 
sepanjang jasa-jasa tersebut dilakukan di Negara Pihak pada Perjanjian 
tersebut. Penghasilan dari jasa-jasa pribadi yang dilakukan diatas kapal 
atau pesawat udara yang dioperasikan oleh penduduk salah satu 
Negara Pihak pada Perjanjian dalam jalur internasional akan 
diperlakukan sebagai penghasilan yang bersumber di Negara Pihak 
pada Perjanjian tersebut jika jasa-jasa tersebut dilakukan oleh anggota 
dari awak kapal atau awak pesawat udara tersebut. Untuk kepentingan 
ayat ini, penghasilan dari pekerjaan atau jasa-jasa pribadi mencakup 
pensiun [sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 (Pensiun Swasta dan 
Pembayaran Berkala) ayat (4)] yang dibayarkan sehubungan dengan 
pekerjaan atau jasa-jasa tersebut. Menyimpang dari ketentuan-
ketentuan sebelumnya dari ayat ini, imbalan sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 22 (Pembayaran Jaminan Sosial) akan diperlakukan di 
suatu Negara Pihak pada Perjanjian hanya jika imbalan tersebut 
dibayarkan oleh atau dari dana-dana publik dari Negara tersebut atau 
bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. 
 
  Penghasilan dari hubungan kerja pada perinsipnya dianggap 
bersumber dinegara dimana pekerjaan itu dilakukan. Misalnya 
perusahaan Amerika melakukan usaha di Indonesia dan mengirimkan  
seorang menejer di Indonesia. Imbalan/ penghasilan yang diterima 
dianggap bersumber di Indonesia sehingga Indonesia dapat 
mengenakan pajak atsanya tetapi dapat dikreditkan di Amerika. 
Ketentuan tentang sumber penghasilan dari hubungan kerja dan jasa 
yang dilakukan oleh orang pribadi tersebut tidak berlaku terhadap 
awak kapal laut dan pesawat terbang dalam jalur Internasional. Tetapi 
ketentuan  tentang sumber penghasilan dari hubungan kerja berlaku 
bagi pensiunan swasta yang dibayarkan dalam kaitannya dengan 
pekerjaan yang dilakukan. Namun sumber jaminan sosial berada 
adalah di negara dimana dana umumnya dibayarkan oleh negara 
tersebut, oleh bagian ketatanegaraannya atau oleh pemerintah 
daerahnya. 
(7) Penghasilan dari penjualan, pertukaran, atau bentuk lain pengalihan 
harta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 (Keuntungan dari 
Pengalihan Harta) ayat (1) (a) atau (b) akan diperlakukan sebagai 
penghasilan yang bersumber di Indonesia atau Amerika Serikat, 
tergantung pada masalahnya. 
 
  Keuntungan dari pengalihan, pertukaran, atau penjualan harta, 
sebagaimana yang telah diatur dianggap bersumber dari Indonesia atau 
Amerika, tergantung jenis hartanya. Jika harta tersebut harta tetap, 
sumber berada dinegara dimana harta tersebut berada. Untuk harta 
selain harta tetap, sumbernya berada di negara dimana pemiliknya 
berada, kecuali jika pemilik memiliki badan usaha tetap di negara lain 
dan harta yang bersangkutan mempunyai hubung yang efektif dengan 
Badan usaha tersebut.  
(8) Menyimpang dari ayat (1) sampai (6), laba usaha yang diterima oleh 
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian dari bentuk usaha 
tetap yang dimilikinya di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian, 
termasuk penghasilan yang diperoleh dari harta tidak bergerak dan 
sumber daya alam dan dividen, bunga, royalti [sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 13 (Royalti) ayat (3)], dan keuntungan dari pengalihan 
harta, akan  dianggap  sebagai  penghasilan yang  bersumber di Negara  
Pihak lainnya pada Perjanjian, namun hany a jika harta atau hak yang 
menimbulkan penghasilan, dividen, bunga, royalti, atau keuntungan 
dari pengalihan harta tersebut mempunyai hubungan efektif dengan 
bentuk usaha tetap tersebut. 
 
 Sumber penghasilan  berupa penghasilan yang diperoleh dari harta 
tak bergerak dan sumber daya alam, dan deviden, bunga dan royalty 
suatu bentuk uasaha tetap dari sebuah perusahaan yang berdomisili 
dinegara lain, dalam hal ini sumber penghasilan badan usaha tetap itu 
berada dinegara dimana badan usaha tetap itu berada. Jadi jika laba 
usaha yang diperoleh Badan usaha tetap itu dikenakan pajak dinegara 
sumber, pajak tersebut dapat dikurangkan terhadap pajak yang 
dipungut dinegara dimana kantor pusatnya berada. 
(9) Sumber dari suatu penghasilan yang tidak dapat ditentukan 
berdasarkan ayat (1) sampai (8) akan ditentukan oleh masing-masing 
Negara Pihak pada Perjanjian sesuai dengan perundang-undangannya. 
Menyimpang dari kalimat sebelumnya, jika sumber penghasilan 
menurut perundang-undangan salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
berbeda    dari   sumber   penghasilan  menurut    perundang- undangan  
Negara Pihak lainnya pada Perjanjian atau jika sumber penghasilan 
tersebut tidak dapat segera ditentukan menurut perundang-undangan 
salah satu Negara Pihak pada Perjanjian, maka pejabat-pejabat yang 
berwenang dari kedua Negara Pihak pada Perjanjian, untuk mencegah 
pengenaan pajak berganda atau untuk tujuan lain dari Perjanjian ini, 
dapat menetapkan sumber yang lazim dari suatu penghasilan untuk 
kepentingan Perjanjian ini. 
 
  Menyatakan bahwa apabila pada ayat-ayat sebelumnya suatu jenis 
penghasilan tertentu tidak dapat ditentukan, yaitu sumber penghasilan 
yang menurut per undang-undangan salah satu negara pada persetujuan 
berbeda dari sumber penghasilan menurut undang-undang negara 
lainnya pada perjanjian, maka penentuannya akan didasarkan pada 
ketentuan undang-undang domestik masing-masing negara. Apabila 
penentuan sumber dari kedua negara berbeda maka pejabat yang 




 B.  Pengklasifikasian Penghasilan dan Pembagian Hak Pemajakan  dalam 
Penghindaran Pajak Berganda yang Dianut dalam Hukum Pajak Indonesia 
Berkenaan dengan Pajak Penghasilan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda Indonesia - Amerika. 
1. Pengklasifikasian Penghasilan 
 Dalam Perjanjian penghindaran Pajak Berganda, penghasilan 
dibedakan menjadi dua yaitu Penghasilan dari Kegiatan usaha dan 
Penghasilan lain-lain. a. Penghasilan Kegiatan usaha sangat luas karena 
terdiri dari: 1). Penghasilan laba usaha ( business profit), 2). Penghasilan 
dari transportasi (Pelayaran dan Penerbangan ), 3). Penghasilan dari 
penjualan atau pengalihan harta, 4). Pekerjaan dalam hubungan kerja, 5). 
Artis dan Atlet, 6). Pegawai Pemerintah, 7). Siswa dan Pemagang, 
8).Guru dan Peneliti, dan Pembayaran Pensiun dan Pembayaran Berkala.  
b. Penghasilan lain-lain (other income). Penghasilan lain-lain ini terdiri 
dari: 1). Deviden, 2). Bunga, 3). Royalty, 4). Pekerjaan bebas, dan Orang 
atau badan yang memiliki hubungan istimewa 
   Diamping itu ada jenis-jenis penghasilan yang secara  eksplisit 
tidak disebutkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 
misalnya penghasilan dari kegiatan konsultan dan jasa tehnik termasuk 
dalam pengertian laba usaha. Sedangkan pengertian penghasilan lain-
lain  dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dibatasi hanya pada 
penghasilan seperti hadiah, undian atau lotere.( John Hutagaol. 2000:29) 
2. Pembagian Hak Pemajakan 
  Hak pemajakan suatu negara diatur berdasarkan undang-undang 
yang berlaku dinegara tersebut. Sehingga dimungkinkan suatu negara 
memiliki hak pemajakan yang luas yaitu melebihi wilayah juridiksinya. 
Sebaliknya ada juga negara yang membatasi hak pemajakannya hanya 
semata-semata atas penghasilan yang timbul dari wilayah juridiksinya. 
Timbul masalah klasik yaitu pajak ganda apabila terjadi gesekan antara 
hak pemajakan kedua negara diatas. Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda mengatur pembagian hak pemajakan dari masing-masing 
negara dengan tujuan untuk mencegah timbulnya pajak ganda. 
Pembagian hak pemajakan itu dialakukan dengan cara membatasi hak 
pemajakan negara sumber. 
  Hak pemajakan negara yang terkait dengan persetujuan dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: hak pemajakan penuh atas 
penghasilan (exclusively right), Hak Pemajakan yang Terbatas atas 
penghasilan (Limited taxing rights), dan Pelepasan Hak Pemajakan atas 
penghasilan (Relinguished taxing rights). 
 Hak Pemajakan Penuh atas penghasilan (exclusively taxing rights) 
adalah kewenangan negara sumber untuk memajaki penghasilan yang 
timbul dari wilayah juridiksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dinegara itu. Hak pemajakan ini meliputi:   
a. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan atau usaha melalui BUT 
b. Penghasilan dari harta tak bergerak 
c. Capital gain dari penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki suatu 
BUT 
d. Imbalan yang diperoleh dari pekerjaan 
e. Imbalan yang diperoleh diriktur 
f. Imbalan yang diperoleh artis atau atlit 
g. Pensiun 
h. Penghasilan dari pekerjan bebas/ profesi yang diperoleh orang 
pribadi melalui suatu tempat tetap. 
i. Capital gain dari penjualan atau pengalihan harta tak gerak 
 Hak Pemajakan yang Terbatas atas penghasilan (Limited taxing 
rights) adalah kewenangan pemajakan negara sumber sebagaimana 
diatur dalam undang-undangnya dibatasi dan tidak melebihi tarif pajak 
yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Hak 
pemajakan ini meliputi: Penghasilan modal deviden, bunga, royalty, dan 
sewa harta 
 Pelepasan Hak Pemajakan atas penghasilan (Relinguished taxing 
rights) adalah negara sumber tidak memiliki wewenang untuk memajaki 
penghasilan yang timbul dari wilayah juridiksinya. Pelepasan hak 
pemajakan ini meliputi: 
a. Laba usaha yang diperoleh  tanpa melalui Badan  Usaha Tetap,  
b. Capital gain dari teransportasi Internasional, 
c. Capital gain dari penjualan atau pengalihan harta tak gerak, 
d.  Penghasilan lain-lain ( John Hutagaol. 2000: 30) 
Kriteria dalam pembagian Hak pemajakan 
   Pembatasan hak pemajakan negara sumber atas penghasilan yang 
berasal dari wilayah juridiksinya merupakan cara yang lazim digunakan 
dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda untuk mencegah 
timbulnya pajak berganda. Sejauh mana hak pemajakan dapat 
dilaksanakan oleh negara sumber atas penghasilan yang berasal dari 
wilayahnya ditentukan dengan beberapa kriteria. Yaitu didasarkan pada 
kelompok penghasilan, atas laba usaha maupun penghasilan lain-lain, 
dan hak pemajakan sepenuhnya dimiliki oleh negara domisili dan ini 
berarti negara sumber melepaskan hak pemajakannya.  
       Namun jika berkaitan dengan laba usaha yang timbul itu diperoleh 
melalui suatu Badan Usaha Tetap dinegara sumber maka atas 
penghasilan itu sepenuhnya dapat dikenai pajak dinegara tersebut. Maka 
kriteria keberadaan suatu Badan Usaha Tetap dinegara sumber sangat 
menentukan sejauh mana hak pemajakan dari negara sumber atas 
penghasilan yang berasal dari teritorialnya. 
       Pembagian Hak Pemajakan dalam perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda Indonesia- Amerika dapat terlihat dai pasal 8 sampai dengan 
pasal 21.  Adapun Hak pemajakan masing-masing negara yang terikat 
persetujuan ( Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia- 
Amerika) sumber dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: a. hak 
pemajakan penuh atas penghasilan (exclusively right) yang terdapat pada 
Pasal 8( Penghasilan laba usaha), Pasal 15 (Pekerjaan Bebas), Pasal 16, 
Pekerjaan dalam hubungan kerja ), Pasal 17 ( Artis dan Atlet), Pasal 18n 
( Pegawai pemerintah ), Pasal 21 (Pensiun Swasta dan Pembayaran 
berkala ), b. Hak Pemajakan yang Terbatas atas penghasilan (Limited 
taxing rights) yang terdapat pada Pasal 11 ( Deviden), Pasal 12 ( Bunga), 
Pasal13 ( Royalty), dan Pelepasan Hak Pemajakan atas penghasilan 
(Relinguished taxing rights) terdapat pada Pasal 9 Penghasilan dari 
trasportasi ( pelayaran dan penerbangan, Pasal 10 Orang/ badan yang 
memiliki hubungan istimewa, Pasal 14 ( Keuntungan dari pengalihan 




(1) Laba usaha penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
akan dikecualikan dari pengenaan pajak oleh Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian kecuali jika penduduk tersebut menjalankan usaha 
di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian tersebut melalui suatu 
bentuk usaha tetap. Jika penduduk tersebut menjalankan usahanya 
sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba usaha penduduk 
tersebut dapat dikenakan pajak oleh Negara Pihak lainnya tetapi 
hanya atas bagian laba usaha yang berasal dari bentuk usaha tetap 
tersebut atau atas bagian laba usaha yang bersumber di Negara 
Pihak lainnya dari penjualan barang-barang atau barang dagangan 
yang jenisnya sama dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap 
atau atas bagian laba yang berasal dari transaksi-transaksi usaha 
lainnya yang sama jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk 
usaha tetap. 
(2) Jika penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
melalui suatu bentuk usaha tetap, maka yang akan diperhitungkan 
sebagai laba usaha bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-masing 
Negara Pihak pada Perjanjian ialah laba usaha yang akan 
diperolehnya bila bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu 
perusahaan tersendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang 
sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan 
mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan penduduk 
yang memiliki bentuk usaha tetap tersebut. 
(3) Dalam menentukan besarnya laba usaha suatu bentuk usaha tetap, 
dapat dikurangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan laba usaha 
tersebut, termasuk biaya-biaya pimpinan dan administrasi 
umum,baik yang dikeluarkan di Negara Pihak pada Perjanjian di 
mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan 
di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk 
dikurangkan biaya-biaya, jika ada, yang dibayarkan (selain 
penggantian biaya-biaya yang benar-benar terjadi) oleh bentuk 
usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik 
kantor pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran 
serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak 
lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk 
manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan 
kepada bentuk usaha tetap tersebut. Sebaliknya, tidak perlu 
diperhitungkan dalam penentuan laba bentuk usaha tetap, jumlah 
yang ditagihkan (selain penggantian biaya-biaya yang benar-benar 
terjadi) oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau 
kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, dalam bentuk royalti, 
ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan 
penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi 
untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau dalam bentuk 
bunga atas uang yang dipinjamkan kepada kantor pusatnya atau 
kantor-kantor lain milik kantor pusatnya. 
(4) Bentuk usaha tetap milik penduduk salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian yang berada di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
tidak akan dianggap memperoleh laba hanya karena kegiatan 
pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan 
oleh bentuk usaha tetap tersebut, atau oleh penduduk yang 
merupakan bentuk usaha tetap, untuk kepentingan penduduk 
tersebut. 
(5) Jika laba usaha mencakup jenis-jenis penghasilan yang diatur 
tersendiri pada pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka ketentuan-
ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, kecuali apabila pada pasal-
pasal tersebut ditentukan lain, akan menggantikan ketentuan-
ketentuan dalam Pasal ini. 
  
         Pada Pasal 8 ayat 1 diatas menjelaskan bahwa: Penghasilan dari 
usaha sebuah perusahaan yang berdomisili disuatu negara hanya akan 
dikenai pajak dinegara tersebut (negara domisili), kecuali usaha tersebut 
dilakukan dinegara sumber melalui permanent establishment ( badan 
usaha tetap). Sehingga apabila kegiatan  usaha yang dilakukan oleh 
penduduk negara domisili dinegara sumber yang tidak melalui  badan 
uasha tetap, maka laba dari kegiatan tersebut hanya dikenai pajak 
dinegara domisili. Seandainya kegiatan perusahaan tersebut  dinegara 
sumber dilakukan melalui melalui suatu bentuk usaha tetap, penghasilan 
manakah yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak? Dalam hal ini 
terdapat dua prinsip yang dikenal, yaitu attribution principle dan force of 
attraction principle. 
 Atribution principle yaitu : bahwa yang dianggap laba usaha yang 
diperoleh dari kegiatan usaha dinegara sumber oleh perusahan yang 
merupakan penduduk dari negara domisili adalah laba usaha yang 
berasal dari kegiatan yang dilakukan dalam bentuk usaha tetap itu. Ini 
merupakan cara yang digunakan oleh negara-negara maju. Sedangkan  
dalam hal force of attraction, yang dianggap sebagai laba usaha dari 
suatu bentuk usaha tetap bukan hanya laba kegiatan yang langsung 
dilakukan oleh bentuk usaha tetap, tetapi juga laba usaha yang berasal 
dari kegiatan yang dilakukan diluar bentuk uasaha tetap oleh kantor 
pusatnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengalihan 
laba ke kantor pusatnya dengan mengalihkan kegiatan tersebut dari 
bentuk usaha tetap. Ini merupakan cara yang diterapkan dalam perjanjian 
penghindaran pajak berganda yang digunakan Indonesia dan Amerika. 
Contohnya:  Sebuah perusahaan Elektroda dinegara Amerika melakukan 
kegiatan di Indonesia melalui suatu kantor cabangnya, sehingga di 
negara Indonesia, Perusahaan Elektroda dianggap mempunyai badan 
uasaha tetap yaitu perusahaan penjualan TV, Sehinga perusahaan 
elektroda selain merupakan bentuk usaha tetap ia juga melakukan 
penjualan kepada konsumen secara langsung dinegara Indonesia. 
Berdasarkan prinsip force of attraction, laba usaha yang diperoleh kantor 
pusatnya dari transaksi langsung tersebut juga dianggap sebagai laba 
usaha dari bentuk usaha tetapnya. 
 Pada ayat 2 diatas  merupakan patokan untuk menentukan besarnya 
laba usaha yang dialokasikan kepada badan usaha tetap. Kegiatan yang 
tergolong ayat 2 ini biasanya terjadi pada pekerjaan arsitektur, 
engineering service dan jasa tehnik lainnya. Kegiatan ini biasanya 
menimbulkan badan usaha tetap karena konstruksinya akan melebihi 
batas waktu yang ditentukan atau diatur dalam perjanjian penghindaran 
pajak berganda. Masalah yang timbul adalah negara sumber mengenakan 
pajak atas seluruh nilai kontrak, sedangkan negara maju berpendapat 
yang harus dikenakan adalah seharusnya nilai kontrak yang berhubungan 
dengan pekerjaan konstruksinya saja sebab pekerjaaan lain telah 
dilakukan di luar negara sumber.Ini berarti suatu badan usaha tetap 
melakukan kegiatan yang menyangkut pembelian bahan kantor pusatnya, 
harga yang dipakai adalah harga yang terjadi antara pihak-pihak yang 
bebas. Sebab bila tidak demikian maka harga yang digunakan adalah 
harga yang ditinggikan. 
 Pada ayat 4 diatas menjelaskan bahwa dalam menentukan laba dari 
Badan Usaha Tetap, dapat dikurangkan dari biaya-biaya yang berkaitan 
dengan biaya-biaya pimpinan dan administrasi umum, baik yang 
dikeluarkan dinegara pihak lain (negara sumber) dimana Badan Usaha 
Tetap berada atau dikeluarkan ditempat lain. Kemudian pada  ayat 5 
menjelaskan bahwa Badan Usaha Tetap milik salah satu negara pihak 
pada perjanjian berada pada negara pihak lain ( negara sumber) tidak 
akan dianggap sebagai laba, karena dianggap kegiatan Badan Usaha 
Tetap itu untuk kepentingan penduduknya. Lihat tabel 2.1 
Pasal 9 
PELAYARAN DAN PENERBANGAN 
 
(1) Menyimpang dari Pasal 8 (Laba Usaha), penduduk suatu Negara 
Pihak pada Perjanjian akan dikecualikan oleh Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian dari pengenaan pajak yang berkenaan dengan 
penghasilan yang diperoleh penduduk tersebut dari pengoperasian 
kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional. 
(2) Untuk kepentingan ayat (1), penghasilan dari pengoperasian kapal 
laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional 
mencakup: 
a) penghasilan dari penyewaan kapal laut atau pesawat udara atas 
dasar full basis dalam jalur lalu lintas internasional; 
b) penghasilan dari penyewaan pesawat udara atas dasar bareboat 
basis jika pesawat udara tersebut dioperasikan dalam jalur lalu 
lintas internasional; 
c) penghasilan dari penyewaan kapal laut tanpa awak jika kapal 
tersebut dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional dan 
penyewanya bukan penduduk Negara Pihak lainnya 
padaPerjanjian atau bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya 
tersebut; atau 
d) penghasilan dari penggunaan atau penyelenggaraan peti kemas 
(dan peralatan yang terkait dengan pengangkutan peti kemas) 
yang digunakan dalam jalur lalu lintas internasional 
jikapenghasilan tersebut berhubungan dengan penghasilan yang 
dijelaskan dalam ayat (1). 
(3) Menyimpang dari Pasal 14 ( Keuntungan dari Pengalihan Harta 
keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada 
Perjanjian dari pengalihan kapal laut atau pesawat udara yang 
dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional atau peti kemas 
(dan peralatan yang terkait dengan pengangkutan peti kemas) 
yang digunakan dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan 
dikenakan  pajak dinegara tersebut.  
 
  Penghasilan usaha yang diproleh penduduk salah satu negara dari 
kegiatan usaha dinegara lainnya hanya dikenakan pajak dinegara lainnya 
itu sepanjang kegiatan itu dilakukan melalui badan usaha tetap atau 
tempat usaha tetap yang berada dinegara itu. Perlakuan ini tidak 
diterapkan  bagi penghasilan yang diperoleh dari usaha pengkapalan atau 
penerbangan. 
  Dalam Perjanjian penghindaran pajak Indonesia –Amerika hak 
pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari transportasi udara dan 
laut Internasional secara eksklusif dialokasikan kepada negara residen 
(tempat menejement efektif). Hak pemajakan pada trasportasi 
Internasional tersebut diperluas pada keuntungan penjualan alat 
transportasi dan peti kemas, penyewaan peti kemas, dan penghasian 
yang diperoleh awak kapal. 
 Penghasilan yang  diperoleh awak kapal dan pesawat udara dalam 
jalur Internasional. Dalam hal ini, sumber pengahasilan atau gaji atau 
imbalan yang diterima  awak kapal dan pesawat udara adalah  dinegara 
dimana perusahaan yang  mengoperasikan berkedudukan. Namun 
terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu awak tersebut merupakan awak 
tetap dari kapal laut atau pesawat udara tersebut. 
Contohnya: Sebuah perusahaan penerbangan Amerika yang mengangkut 
penumpang melayani jalur  Sanfransisco- Indonesia pulang pergi. Awak 
pesawat udara   tetapnya yang bekerja di pesawat tersebut tidak dikenai 
pajak di Indonesia melainkan di Amerika 
 Pada ayat 2 penghindaran pajak berganda diatas berisikan 
konsekuensi dari penerapan pasal 12 ayat 1 yaitu  dengan memberikan 
batasan tentang penghsilan dari kegiatan kapal laut dan pesawat udara 
apa saja yang dapat dikenakan pajak  dalam batasan lalu lintas 
Internasional, sehingga ini dapat memudahkan kedua negara baik 
Indonesia atau Amerika mengenakan pajak. Adapun batasan – batasan 
yang disebut diatas adalah meliputi: 
a. Penghasilan dari sewa kapal atau pesawat terbang (lengkap dengan 
awaknya) di jalur Internasional. Hal ini disbabkan karena dalam 
industri pelayaran dan penerbangan, perusahaan yang 
mengoperasikan kapal laut dan pesawat udara sering kali menyewa 
dari perusahaan lain. Perusahaan penerbangan dan pelayaran juga 
seringkali memiliki kegiatan sampingan yang secara umum 
berhubungan erat dengan kegiatan usahanya. 
b. Penghasian dari sewa pesawat terbang ( tanpa awak) jika pesawat 
tersebut dioperasikan dalam jalur Internasioanal. 
c. Penghasilan dari sewa kapal  ( tanpa awak),  jika kapal tersebut 
dioperasikan dalam jalur lintas Internasioanal dan yang menyewakan 
kapal bukan penduduk dari negara lainnya atau suatu badan usaha 
tetap yang berada dinegara lainnya tersebut. 
d. Penghasilan dari penggunaan container berikut peralatan  yang 
diperlukan untuk pengangkutan container tersebut bila penghasilan 
bersifat isidentil. Ketentuan diatas tidak secara tegas mengatakan 
bahwa usaha pelayarann dan penerbangan  di jalur Internasioanal 
tidak termasuk usaha perhotelan. Secara umum penghasilan dari 
pelayaran dan penerbangan  dalam jalur lintas Internasional juga 
meliputi hotel dengan syarat bahwa penghasilan hotel tersebut 
semata-mata dalam rangka menyediakan akomodasi bagi para 
penumpang  selama transit. Dalam hal ini, harga tiket biasanya sudah 
termasuk biaya bermalam.Dengan kata lain hotel tersebut hanya 
berfungsi sebagai ruang tunggu.  
  Pada ayat tiga tersebut menerangkan bahwa keuntungan yang 
diperoleh penduduk suatu negara pihak perjanjian dari pengalihan kapal 
laut atau pesawat udara  yang dioperasikan dalam jalur lintas 
Internasional hanya akan dikenakan pajak dinegara tersebut ( negara 
domisili). Lihat table 2.2 
Pasal 10 
ORANG/BADAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA 
 
(1) Apabila antara penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
dan orang/badan lainnya terdapat hubungan istimewa dan apabila 
pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut membuat 
pengaturan atau menerapkan kondisi-kondisi tertentu di antara 
mereka sendiri yang berbeda dengan pengaturan atau kondisi-kondisi 
yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, 
maka atas penghasilan, pengurangan, pengkreditan, atau 
pencadangan yang didasarkan pada pengaturan atau kondisi-kondisi 
tersebut, yang telah diperhitungkan dalam menentukan penghasilan 
(atau kerugian) atau pajak yang terutang oleh orang/badan yang 
memiliki hubungan istimewa tersebut, dapat dihitung kembali untuk 
menentukan penghasilan kena pajak dan pajak yang terutang oleh 
orang/ badan yang memiliki hubungan istimewa tersebut. 
(2) Orang/badan dianggap memiliki hubungan istimewa dengan 
orang/badan lainnya jika salah satu orang/badan secara langsung 
maupun tidak langsung turut berpartisipasi dalam manajemen, 
pengendalian, atau permodalan orang/badan lainnya, atau jika 
terdapat pihak ketiga yang turut berpartisipasi secara langsung 
maupun tidak langsung dalam manajemen, pengendalian, atau 
permodalan dari kedua orang/badan tersebut. Untuk kepentingan ini, 
istilah "pengendalian" mencakup semua jenis pengendalian, 
berdasarkan hukum atau tidak, dan bagaimanapun cara 
pelaksanaannya. 
(3) Apabila suatu Negara Pihak pada Perjanjian mencantumkan laba 
penduduk Negara tersebut, dan mengenakan pajaknya, padahal atas 
laba tersebut penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian telah 
dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut, dan laba yang 
dicantumkan tadi adalah laba yang memang seharusnya diperoleh 
penduduk Negara yang disebutkan pertama seandainya kondisi- 
kondisi yang dibuat oleh kedua penduduk tersebut sama dengan 
kondisi-kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai 
kedudukan bebas, maka Negara Pihak lainnya tersebut akan 
membuat penyesuaian seperlunya terhadap jumlah pajak yang telah 
dikenakan terhadap laba tersebut. Dalam melakukan penyesuaian 
tersebut, ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap harus 
diperhatikan dan bila perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari 
kedua Negara Pihak pada Perjanjian dapat saling berkonsultasi. 
 
Apabila antara penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
dan orang/ badan lainnya terdapat hubungan istimewa dan apabila pihak-
pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut membuat pengaturan 
atau menerapkan kondisi-kondisi tertentu di antara mereka sendiri yang 
berbeda dengan pengaturan atau kondisi-kondisi yang dibuat oleh pihak-
pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka atas penghasilan, 
pengurangan, pengkreditan, atau pencadangan yang didasarkan pada 
pengaturan atau kondisi-kondisi tersebut, yang telah diperhitungkan 
dalam menentukan penghasilan (atau kerugian) atau pajak yang terutang 
oleh orang/badan yang memiliki hubungan istimewa tersebut, dapat 
dihitung kembali untuk menentukan penghasilan kena pajak dan pajak 
yang terutang oleh orang/ badan yang memiliki hubungan istimewa 
tersebut. 
  Pada ayat 2 diatas akan memberikan wewenamg kepada salah satu 
negara ,jika terdapat transaksi antar pihak- pihak yang mempunyai 
hubungan istimewa,seperti induk perusahaan dan anak perusahaan. 
Disini hubungan istimewa dapat  terjadi biak langsung maupun tidak 
langsung turut berpartisipasi dalam manajemen, pengendalian, atau 
permodalan orang/badan lainnya, atau jika terdapat pihak ketiga yang 
turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam 
manajemen, pengendalian, atau permodalan dari kedua orang/ badan 
tersebut. Untuk kepentingan ini, istilah "pengendalian" mencakup semua 
jenis pengendalian, berdasarkan hukum atau tidak, dan bagaimanapun 
cara pelaksanaannya. 
 Pada ayat 3 menentukan bahwa jika terjadi transaksi antara dua 
pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan transaksi tersebut tidak 
sesuai dengan perbandingan transaksi antara pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa dengan saksi antara pihak-pihak yang 
independent, salah satu negara pihak persetujuan dapat melakukan 
penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan dengan menaikkan tax base, 
langkah lanjutan yang harus  ditempuh adalah menentukan bagaimana 




(1) Dividen yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
yang diperoleh penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
dapat dikenakan pajak oleh kedua Negara Pihak pada Perjanjian. 
(2) Namun demikian, apabila penerima dividen adalah pemilik saham 
yang menikmati dividen itu adalah penduduk Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian, maka pajak yang dikenakan oleh Negara yang 
disebutkan pertama tersebut tidak boleh melebihi 15% (lima belas 
persen) dari jumlah bruto dividen yang benar-benar didistribusikan. 
(3) Ayat (2) tidak berlaku apabila penerima dividen, yang merupakan 
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian, mempunyai suatu 
bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian dan saham yang menghasilkan dividen tersebut 
mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat 
tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 
8 (Laba Usaha) atau Pasal 15 (Pekerjaan Bebas) akan berlaku. 
(4) Apabila suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara 
Pihak pada Perjanjian memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara 
Pihak lainnya tersebut dapat mengenakan pajak tambahan sesuai 
dengan perundang-undangannya atas laba bentuk usaha tetap 
tersebut (setelah dikurangi dengan pajak perseroan dan pajak-pajak 
penghasilan lainnya yang dikenakan oleh Negara Pihak lainnya 
tersebut) dan atas pembayaran bunga oleh bentuk usaha tetap 
tersebut, namun besarnya pajak tambahan tersebut tidak akan 
melebihi 15% (lima belas persen). 
(5) Tarif pajak yang diatur dalam ayat (4) dari Pasal ini tidak akan 
mempengaruhi tarif pajak tambahan yang terdapat dalam kontrak 
bagi hasil dan kontrak karta (atau kontrak-kontrak serupa  lainnya) 
yang berkenaan dengan minyak dan gas bumi atau produk mineral  
lainnya yang diperundingkan oleh Pemerintah Republik Indonesia,  
perwakilannya, perusahaan minyak negara, atau lembaga-lembaga 
lain yang ada di dalamnya dengan orang/badan yang merupakan 
penduduk Amerika Serikat. 
 Secara umum deviden adalah pembagian keuntungan kepada para 
pemegang saham oleh perseroan terbatas, atau persekutuan dengan 
penyertaan modal atau perusahaan yang terbagi atas saham-saham. 
Dalam hal ini, kedudukan pemegang saham dalam suatu perseroan 
terbatas berbeda dari para anggota dari suatu persekutuan. Suatu 
persekuatuan hanya dikenai pajak satu kali saja, yaitu ditingkat para 
anggotanya. Dengan demikian, pembagian laba kepda para anggota 
persekutuan tidak termasuk dalam pengertian deviden, karena hasil 
usaha yang dilakukan oleh persekutuan tersebut merupakan keuntungan 
para anggotanya yang berasal dari kegiatan para anggotanya sendiri. 
 Disini laba dari kegiatan usaha, bukan merupakan penghasilan dari 
investasi. Karena itu yang dikenai pajak adalah para anggota 
persekutuan. Sedangkan pemegang saham dari suatu perseroan terbatas 
bukan pedagang atau pengusaha sebab laba usaha yang diperoleh 
perseroan tersebut bukan milik pemegang saham. Dengan kata lain, para 
pemegang saham dan perseroan terbatas tempat mereka menanamkan 
modalnya  merupakan dua pihak yang terpisah. Pemegang saham hanya 
membayar pajak atas bagian laba dari perseroan terbatas yang menjadi 
haknya sesuai dengan besarnya penyertaannya. 
 Deviden merupakan penghasilan dari harta ( passive Income), 
berbeda dengan perlakuan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha 
yang dilakukan oleh penduduk salah satu negara dinegara lain, yang 
hanya dapat dikenai pajak dinegara lain tersebut apabila kegiatan itu 
dilakukan melalui Badan usaha tetap sedangkan deviden dapat dikenai 
pajak dinegara sumber tanpa adanya syarat badan usaha tetap. Namun 
biasanya hak pemajakan dikurangi, yaitu pemajakan dengan tarif yang 
lebih rendah dari tarif yang berlaku berdasarkan undang-undang 
domestiknya. 
 Pada pasal 11 ayat 1 diatas diterangkan bahwa hak pemajakan atas 
penghasilan yang bersumber di salah satu negara pihak perjanjian baik di 
Amerika atau Indonesia dapat dikenai pajak oleh kedua negara tersebut, 
yaitu Amerika dan Indonesia. Pasal ini dituangkan untuk menghindarkan 
perbedaan yang timbul akibat perbedaan penafsiran antara negara 
berkembang dan negara maju yaitu: Negara berkembang seperti 
Indonesia menginginkan agar negara sumber diberikan hak pemajakan 
penuh dalam mengenakan pajak atas deviden.  Karena jika negara 
sumber dan negara domisili diberikan hak pemajakan yang sama maka, 
negara domisili harus mengakui pajak yang dibayarkan dapat 
dikreditkan dinegara sumber, karena negara berkembang memberikan 
insentif pajak. 
        Hak pemajakan deviden yang diberikan pada negara dimana 
pemegang saham berdomisili saja juga tidak dapat diberikan karena 
deviden merupakan investment income. Karena itu negara sumber juga 
harus diberikan hak pemajakan.  
 Tinggi rendahnya tarif pemajakan atas deviden ini menunjukkan 
seberapa besar negara sumber melepaskan hak pemajakannya. Penerima 
dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu adalah 
penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian, maka pajak  yang 
dikenakan tidak boleh melebihi 15% dari jumlah bruto dividen yang 
benar-benar didistribusikan. Tarif ini lebih rendah daripada tariff pajak 
yang terdapat dalam undang-undang domestik negara yang bersangkutan 
yaitu Indonesia. Hal ini dapat diketahui dalam UU domestic Indonesia 
pasal 26, dimana disebutkan deviden dikenakan pajak sebesar 20%. 
 Tetapi pasal 2 diatas tidak berlaku apabila penerima deviden 
tesebut     memiliki  Badan Usaha       tetap yang berada dinegara dimana  
pembayaran deviden merupakan bagian dari  badan usaha tetap atau 
pemilik saham mempunyai hubungan efektif dengan badan usaha tetap. 
Deviden tersebut akan digabungkan dalam penghasilan tempat tertentu/ 
keuntungan badan usaha tetap dan dikenai pajak menurut laba usaha/ 
pekerjaan bebas. 
 Jika perusahaan yang merupakan penduduk suatu negara pihak 
pada perjanjian memiliki badan usaha tetap dinegara pihak lainnya pada 
perjanjian. Negara lainnya tersebut dapat mengenakan pajak atas laba 
badan usaha tetap tersebut setelah dikurangi dengan pajak perseroan, dan 
pajak- pajak penghasilan lainnya yang dikenai olegh negara lainnya dan 
atas pembayaran bunga oleh badan usaha tetap tidak melebihi 15%. 
Contohnya: Suatu perusahaan berdomisili di sanfransisko melakukan 
kegiatan di Indonesia melalui badan usaha tetap dan laba kena pajak dari 
Badan Usaha tetap tersebut adalah 100 tarif pajak penghasilan adalah 15 
% dari 100 adalah 15, sehingga laba setelah pajak adalah 85. Kemudian 
laba setelah pajak ini dikenai Pajak penghasilan sebesar 15%, sehingga 
penghitungannya adalah 15% dari 85 dengan demikian beban pajak yang 
dipikul oleh badan usaha tetap adalah 15 + 12,75 = 27,75.   
 Tarif diatas tidak mempengaruhi tarif pajak tambahan yang 
terdapat dalam kontrak bagi hasil dan karya yang berkenaan dengan 
minyak dan gas bumi atau produk mineral yang diperundingkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia,  perwakilannya, perusahaan minyak 
negara, atau lembaga-lembaga lain yang ada di dalamnya dengan 




(1) Bunga yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
yang diperoleh penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
dapat dikenakan pajak oleh kedua Negara Pihak pada Perjanjian. 
(2) Tarif pajak yang dikenakan oleh salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian atas bunga yang bersumber di Negara Pihak pada 
Perjanjian    tersebut   dan   dimiliki  oleh  pemberi  pinjaman     yang  
menikmati bunga yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian tidak akan melebihi 15% (lima belas persen) dari 
jumlah bruto bunga tersebut. 
(3) Menyimpang dari ayat (1) dan (2), bunga yang bersumber di salah 
satu Negara Pihak pada Perjanjian yang diperoleh Negara Pihak 
lainnya pada Perjanjian atau perantara atau perwakilan dari Negara 
Pihak lainnya tersebut yang bukan merupakan subjek dari pengenaan 
pajak penghasilan di Negara Pihak lainnya tersebut akan 
dikecualikan dari pajak di Negara yang disebutkan pertama. 
(4) Ayat (2) tidak berlaku jika penerima bunga, yang merupakan 
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian, mempunyai suatu 
bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian dan piutang yang menghasilkan bunga tersebut 
mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat 
tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 
8 (Laba Usaha) atau Pasal 15 (Pekerjaan Bebas) akan berlaku. 
(5) Jika jumlah bunga yang dibayarkan kepada orang/badan yang 
mempunyai hubungan istimewa melebihi jumlah bunga seandainya 
dibayarkan kepada orang/badan yang tidak mempunyai hubungan 
istimewa, ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya 
atas jumlah bunga seandainya tidak dipengaruhi oleh hubungan 
istimewa. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran 
tersebut dapat dikenakan pajak oleh masing-masing Negara Pihak 
pada Perjanjian sesuai denganperundang-undangannya, termasuk 
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. 
(6) Istilah "bunga" yang digunakan dalam Perjanjian ini berarti 
penghasilan dari obligasi, surat utang, surat berharga pemerintah, 
atau bukti-bukti utang lainnya, baik yang dijamin dengan hipotik 
atau surat berharga lainnya maupun tidak dan baik yang mempunyai 
hak atas pembagian laba maupun tidak, dan segala bentuk tagihan 
utang, serta semua bentuk penghasilan yang menurut perundang-
undangan pajak Negara Pihak pada Perjanjian di mana penghasilan 
tersebut bersumber dapatdipersamakan dengan penghasilan yang 
diperoleh dari uang yang dipinjamkan. 
 
 Dalam perjanjian penghindaran pajak berganda ini, pembayar 
bunga adalah penduduk negara yang satu sedangkan yang menerima 
adalah penduduk negara lainnya, penghasilan berupa bunga ini dikenai 
pajak didua negara baik negara sumber maupun negara domisili. Pada 
pasal diatas istilah bunga yang dimaksud adalah penghasilan dari 
pinjaman uang sebab bunga tersebut masuk dalam katagori penghasilan 
dari modal yang bergerak. Disini hak pemajakan oleh negara sumber 
tidak dapat dilakukan dengan semaunya sendiri, melainkan dibatasi 
dengan tingkat tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku menurut 
undang-undang domestiknya, sebaliknya negara domisili 
memperkenankan kredit pajak atas pajak yang dibayar dinegara sumber. 
 Pada ayat 2 ini merupakan wujud konsekuensi dan pembatasan atas 
hak pemajakan yang tidak boleh melebihi 15% dari jumlah bruto bunga 
terhadap tarif pajak yang dikenai salah satu negara pihak perjanjian atas 
bunga yang bersumber dinegara pihak pada perjanjian dan dimiliki oleh 
pemberi pinjaman yang menikmati bunga yang merupakan penduduk 
negara pihak lain pada perjanjian. Tarif pajak ini lebih rendah dari tarif 
pemjakan yang seharusnya, tetapi ini sudah sesuai karena mengingat 
bahwa negara sumber sudah memperoleh keuntungan karena adanya 
investasi yang masuk yang berasal dari pinjaman serta investasi ini 
merupakan kegiatan yang produktif yang menghasilkan pajak, karenanya 
pengenaan pajak atas bunga harus dilakukan seminimal mungkin. 
Karena pemungutannya atas dasar bruto, maka tarif ini telah 
dipertimbangkan bahwa perolehan bunga memerlukan biaya. Ayat diatas 
dikecualikan dengan ayat berikutnya yaitu pada ayat 3, seperti yang telah 
dituliskan bahwa bunga yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian yang diperoleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian atau 
perantara atau perwakilan dari Negara Pihak lainnya tersebut yang bukan 
merupakan subjek dari pengenaan pajak penghasilan di Negara Pihak 
lainnya tersebut akan dikecualikan dari pajak di Negara yang disebutkan 
pertama. 
 Pada ayat 4 diatas mengatur bahwa perlakuan terhadap bunga 
berubah dari passive  income menjadi businnes income apabila yang 
menerima bunga melakukan kegiatan usaha dinegara sumber melalui 
badan usaha tetap dan bunga itu mempunyai hubungan efektif dengan 
badan usaha tetap. Maka disisni yang berlaku adalah ketentuan dalam 
laba usaha dan pekerjaan bebas. 
 Ayat 5 Ini merupakan pembatasan atas hubunga istimewa yang 
terjadi antara penerima dan pembayar bunga yang menyebabkan bunga 
yang melebihi dari yang seharuasnya terjadi seandainya pembayaran itu 
terjadi antara pihak-pihak yang bebas, bukan dipengaruhi oleh hubungan 
istimewa. Apabila terdapat jumlah kelebihan pembayaran maka dapat 
dikenai pajak oleh masing-masing negara pihak perjanjian.  Jumlah 
bunga yang melebihi wajar  terjadi yaitu dapat dijelaskan lebih lanjut 
pada contoh berikut: Pada orang pribadi atau  badan hukum secara 
langsung/ tidak langsung menguasai pihak yang membayar bunga/ 
merupakan badan lain dari kelompok yang menguasainya. 
 Pada ayat 6 telah tergambarkan secara terperinci penghasilan yang 
dapat digolngkan masuk dalam bunga yaitu penghasilan dari obligasi, 
surat utang, surat berharga pemerintah, atau bukti-bukti utang lainnya, 
baik yang dijamin dengan hipotik atau surat berharga lainnya maupun 
tidak dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, 
dan segala bentuk tagihan utang, serta semua bentuk penghasilan yang 
menurut perundang-undangan pajak Negara Pihak pada Perjanjian di 
mana penghasilan tersebut bersumber dapat dipersamakan dengan 




(1) Royalti yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
yang diperoleh penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
dapat dikenakan pajak oleh kedua Negara tersebut. 
(2) Tarif pajak yang dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada Perjanjian 
atas royalti yang bersumber diNegara Pihak pada Perjanjian tersebut 
dan dimiliki oleh pihak yang menikmati royalti tersebut 
yangmerupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
tidak akan melebihi 15% (lima belaspersen) dari jumlah bruto royalti 
yang dijelaskan dalam ayat 3 (a) dan 10% (sepuluh persen) 
darijumlah bruto royalti yang dijelaskan dalam ayat 3 (b). 
(3) Ayat (2) tidak berlaku apabila penerima royalti, yang merupakan 
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian, mempunyai suatu 
bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian dan harta atau hak-hak yang menghasilkan royalti tersebut 
mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat 
tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 
8 (Laba Usaha) atau Pasal 15 (Pekerjaan Bebas) akan berlaku. 
(4) Jika jumlah royalti yang dibayarkan kepada orang/badan yang 
mempunyai hubungan istimewa melebihi jumlah royalti seandainya 
dibayarkan kepada orang/badan yang tidak mempunyai hubungan 
istimewa, ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya 
atas jumlah royalti seandainya tidak dipengaruhi oleh hubungan 
istimewa. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran 
tersebut dapat dikenakan pajak oleh masing-masing Negara Pihak 
pada Perjanjian sesuai dengan perundang-undangannya, termasuk 
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. 
 
 Royalty selalu dihubungkan dengan hak-hak pemilikan, seperti 
pemilikan karya kasusasteraan dan keseniaan, perlengkapan industri dan 
perdagangan seperti yang telah ditentukan, serta informasi mengenai 
pengalaman dibidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Jadi 
penggunaan pengetahuan yang imbalannya berbentuk  royalty adalah 
pemberian hak untuk menggunakan suatu intelektual property, yaitu 
pemilikan harta tak berwujud. Royalty dapat dikenakan pajak oleh dua 
negara yaitu negara sumber dan domisili, jadi hak pemajakan diberikan 
tidak hanya kepada 1 negara saja. 
 Pada ayat 2 merupakan konsekuensi dari apa yang diatur dalam 
ayat satu diatas yaitu pengenaan pajak diberikan pada negara dimana 
royalty digunakan atau negara dimana pembayaran royalty berdomisili 
yaitu dengan pembatasan yang tidak boleh melebihi 15% dari jumlah 
bruto dan 10 % dari jumlah bruto royalty. 
 Sebelum adanya penentuan ini secara pasti biasanya terdapat 
perdebatan atara negara-negara berkembang dan negara industri. Dimana 
negara berkembang beanggapan bahwa intelektual  property yang 
disewakan ini biasanya tehnologi yang sudah sepenuhnya dieksploitasi 
dibeberapa negara sehingga seluruh biaya yang diperoleh dari royalty 
sudah diperoleh kembali. Sebaliknya negar industri mengasumsikan 
bahwa tehnologi yang diberikan kepada negara-negara berkembang 
adalah realistis, dimana perusahaan memberikan lisensi  pada anak 
perusahaan dan kerena itu selalu memilih tehnologi yang terbaik dengan 
harapan dapat membuka pangsa pasar. Sehingga Negara  industri 
menyatakan bahwa pajak atas royalty harus diberikan hanya pada negara 
domisili. 
 Penentuan tarif pemotongan untuk menentukan pembatasan 
pengenaan pajak dipertimbangkan dengan:  
1) Pada negara industri:  
a) Dalam menetapkan tariff atas royalty dalam perjanjianm 
penghindaran pajak berganda negara sumber, biaya yang 
berkenaan dengan royalty tersebut dan pengeluaran untuk 
menghasilkan tehnologi tersendiri baik yang langsung 
berhubungan maupun tidak berhubungan merupakan bagian dari 
tehnologi itu sendiri. 
b) Dari segi tehnis, jika suatu ratio dari biaya dapat disetujui dalam 
rangaka menentukan terifnya dinegara sumber, negara domisili 
harus menerapkan ratio sebagai dasar penghitungan kredit pajak, 
dengan catatan negara domisili menganut metode pengkreditan. 
2).  Pada negara berkembang : 
a) Kebutuhan penerimaam negara dari sektor pajak 
b) Penghematan valuta asing 
c) Keinginan untuk mencegah pergeseran beben pajak kepada 
pemakai lisensi 
d) Keinginan untuk memperoleh tehnologi sehingga mendorong 
mengalirnya tehnologi kenegara berkembang. 
 Pada ayat 4, terjadi perubahan perlakuan yaitu menjadi businnes 
profit hal ini dapat terjadi bila royalty itu menjadi bagian dari harta 
badan usaha tetap atau pembayaran royalty ini mempunyai hubungan 
yang efektif dengan badan usaha tetap itu. Ketentuan ini juga berlaku 
apabila pemilik royalty ini melakukan pekerjaan bebas melalui suatu 
tempat usaha tetap dimana royalty itu timbul dan royalty tersebut 
memiliki hubungan efektif dengan tempat usaha maka berlaku pasal 15 ( 
pekrjaan bebas). Perlakuan pajak terhadap pembayaran  royalty dinegara 
sumber yang diterima oleh penduduk domisili yang mempunyai badan 
usaha tetap dinegara sumber, dan dimana pembayaran royalty itu 
mempunyai hubungan efektif dengan badan usaha tetap tersebut. Dalam 
hal ini, perlakuan pembayaran terhadap royalty itu berubah, tidak lagi 
sebaagi passive income malainkan busness profit. Jadi royalty tersebut 
diperlakukan sebagai laba usaha dari badan usaha tetap. 
 Ketentuan ayat 5 ini bertujuan untuk membatasi perlakuan pajak 
terhadap royalty yang jumlahnya lebih dari ukuran normal karena 
adanya hubungan istimewa antara pembayaran dengan penerimaan 
royalty. Tarif pajak diatas hanya berlaku atas jumlah yang dibayangkan 
seandainya tidak ada hubungan istimewa. Pembayaran royalty yang 
berlebih ini dapat terjadi misalnya: bila penerima pembayaran royalty itu 
menguasai badan yang membayar atau secara tak langsung menguasaina 
karena ia adalah bagian dari suatu kelompok usaha. Perlakuan terhadap 
jumlah kelebihan dari royalty ini tergantung pada royalty tersebut masuk 
dalam jenis penghasilan yang mana , dinegara royalty itu timbul. Lihat  
tabel 2.4 
Pasal 14 
KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA 
 
(1) Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada 
Perjanjian dari pengalihan harta yang dijelaskan dalam Pasal 6 
(Penghasilan dari Harta Tidak Bergerak) dan yang terletak di Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian dapat dikenakan pajak di Negara Pihak 
lainnya tersebut. Istilah "harta yang dijelaskan dalam Pasal 6 
(Penghasilan dari Harta Tidak Bergerak) dan yang terletak di Negara 
Pihaklainnya pada Perjanjian" mencakup: 
(a) Dalam hal Indonesia adalah Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian, suatu penyertaan dalam harta tidak bergerak yang 
terletak di Indonesia; dan 
(b) Dalam hal Amerika Serikat adalah Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian, suatu penyertaan dalam harta tidak bergerak Amerika 
Serikat. 
(2) Penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian akan dikecualikan 
dari pengenaan pajak oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian atas 
keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuk 
lain pengalihan capital assets selain harta-harta yang dijelaskan 
dalam ayat (1) kecuali : 
(a) Penerima keuntungan dari pengalihan harta tersebut memiliki 
suatu bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara Pihak 
lainnya pada Perjanjian dan harta yang menghasilkan keuntungan 
tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap 
atau tempat tetap tersebut, yang dalam hal ini ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 8 (Laba Usaha) atau Pasal 15 (Pekerjaan 
Bebas) akan berlaku; atau 
(b) Penerima keuntungan dari pengalihan harta tersebut adalah orang   
pribadi yang berada di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
untuk suatu masa atau masa-masa yang keseluruhannya 
berjumlah 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih selama tahun 
pajak. 
(3) Menyimpang dari ayat (2), keuntungan yang diperoleh penduduk 
suatu Negara Pihak pada Perjanjian dari pengalihan harta-harta 
yang dijelaskan dalam Pasal 5 (Bentuk Usaha Tetap) ayat (2) (i) 
dan digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya 
minyak dan gas bumi hanya akan dikenakan pajak di Negara 
tersebut. 
 
 Bahwa keuntungan dari pengalihan  harta hak pemajakannya 
dialokasikan dinegara dimana harta tersebut terletak (negara sumber). 
Pengertian harta tak bergerak merujuk pada undang-undang domestik 
dimana harta tersebut teletak. Yang termasuk dalam pengertian “harta 
tak bergerak “ adalah benda-benda yang menyertai harta tak bergerak 
tersebut, ternak, dan peralatan yang digunakan dalam usaha pertanian 
dan kehutanan, hak-hak dimana ketentuan-ketentuan dalam hukum 
umum mengenai pemilikan atas lahan berlaku, hak memungut hasil atas 
harta tak bergerak serta hak atas pengerjaan atau hak untuk mengerjakan 
kandungan mineral, sumber-sumber dan sumber-sumber alam lainnya. 
 Ayat satu diatas juga mengatur pengenaan pajak atas keuntungan 
dari pemindahtanganan harta tetap yang terletak disalah satu negara dan 
diperoleh oleh penduduk dari negara lainnya. Adapun ketentuannya 
mencakup: 
1) Dalam hal Indonesia adalah Negara Pihak lainnya pada Perjanjian, 
suatu penyertaan dalam harta tidak bergerak yang terletak di 
Indonesia; dan 
2) Dalam hal Amerika Serikat adalah Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian, suatu penyertaan dalam harta tidak bergerak Amerika 
Serikat. 
 Karena itu pemindahtanganan harta tidak berlaku terhadap 
keuntungan yang terletak disuatu negara oleh penduduk negara tersebut, 
atau harta yang terletak dinegara ketiga. Lihat tabel 2.5 
 Pada ayat dua merupakan bentuk pengecualian dari ayat satu 
terhadap penduduk salah satu negara pihak perjanjian atas keuntungan 
dari penjualan, pertukaran, pengalihan harta selain harta yang ada pada 
ayat satu. Disini apabila keuntungan dari pengalihan harta memiliki 
badan usaha tetap dan keuntungan tersebut memiliki hubungan efektif 
dengan badan usaha tetap, maka berlaku ketentuan tentang laba usaha 
dan pekerjaan bebas akan diberlakukan. Dalam ayat 3 merupakan 
pengecualian dari ayat diatasnya yaitu ayat 2, yaitu penghasilan dari 
pengalihan harta yang memiliki badan usaha tetap yang digunakan untuk 
eksplorasi sumber daya minyak dan gas bumi maka akan dikenakan 




(1) Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada 
Perjanjian sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan 
bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali 
dalam keadaan-keadaan berikut, yaitu ketika penghasilan tersebut 
dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian: 
(a) Jika penduduk tersebut mempunyai suatu tempat tetap di Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian yang tersedia secara teratur 
baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya; dalam hal 
demikian, hanya atas penghasilan yang berhubungan dengan 
tempat tetap tersebut yang dapat dikenakan pajak di Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian tersebut; atau 
(b) Jika penduduk tersebut berada di Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian untuk suatu masa atau masa-masa yang 
keseluruhannya berjumlah 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih 
dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan yang berurutan; dalam hal 
ini, hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan  di Negara Pihak lainnya tersebut yang dapat 
dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut. 
 
 Pengenaan pajak pada penghasilan atau imbalan yang diperoleh 
pekerjaan bebas sehubungan dengan jasa-jasa professional atau 
pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenai pajak dinegara domisili. Hal 
ini dapat berlaku berbeda yaitu: pengenaan pajaknya diberikan pada 
negara sumber jika memenuhi syarat: 
1) Jika penduduk memiliki badan usaha tetap  dinegara pihak lainnya 
yang menjalankan kegiatan secara teratur yang berhubungan dengan 
badan usaha tetap maka dikenai pajak dinegara domisili. 
2) Jika penduduk tersebut bekerja dalam masa keseluruhan berjumlah 
120 hari atau dalam 12 bulan berturut-turut naka dapat dikenai pajak 
dinegara domisili/ dinegara pihak lainnya perjanjian.  Lihat tabel 2.6 
Pasal 16 
PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA 
 
(1) Upah, gaji, dan imbalan serupa yang diperoleh orang pribadi 
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian dari pekerjaannya 
atau dari jasa-jasa pribadi yang dilakukannya dalam kedudukannya 
sebagai pegawai, termasuk penghasilan dari jasa-jasa yang dilakukan 
oleh pegawai suatu badan hukum atau perusahaan, dapat dikenakan 
pajak oleh Negara tersebut. Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 
(2), upah, gaji, dan imbalan serupa yang bersumber di Negara Pihak 
lainnya pada Perjanjian dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak 
lainnya pada Perjanjian tersebut. 
(2) Imbalan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) yang diperoleh 
orang pribadi  penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
akan dikecualikan dari   pengenaan pajak oleh Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian jika: 
(a) orang tersebut berada di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
untuk suatu masa atau masa- masa yang keseluruhannya 
berjumlah kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari dalam suatu 
masa 12 (dua belas) bulan yang berurutan; dan 
(b) imbalan tersebut dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja 
yang bukan merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut, 
dan 
(c) imbalan tersebut tidak menjadi beban bagi, atau diganti 
pembayarannya oleh, suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh 
pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut. 
(3) Menyimpang dari ayat (2), imbalan yang diperoleh orang pribadi 
karena pekerjaan atau pemberian jasa-jasa pribadi yang dilakukannya 
sebagai pegawai pada kapal laut atau pesawat udara yang 
dioperasikan oleh penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian 
dalam jalur lalu lintas internasional akan dikecualikan dari 
pengenaan pajak oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian jika 
orang pribadi tersebut adalah awak kapal atau pesawat udara 
tersebut. 
 
 Penghasilan yang diperoleh orang pribadi penduduk salah satu 
negara pihak pada perjanjian dari pekerjaan / jasa-jasa yang dilakukan 
yang memperoleh penghasilan, akan dikenakan pajak  dinegara dimana 
pekerjaan dilakukan/ negara sumber. Dimana penghasilan tersebut 
dilakukan dalam kedudukan sebagai pegawai termasuk jasa-jasa yang 
dilakukan oleh pegawai suatu bentuk badan hukum/ perusahaan. 
 Terdapat  pengecualian yaitu walaupun pekerjaan dilakukan 
dinegara lain ( negara sumber) pengenaan pajak atas gaji upah imbalan 
ditentukan  bahwa pemajakan dilakukan dinegara domisili sepanjang 
memenuhi syarat secara komunikatif yaitu: 
1) Bahwa orang tersebut berada dinegara sumber secara keseluruhannya 
berjumlah- dari 120 hari dalam masa 12 bulan. Ini merupakan bentuk 
tes waktu dimana penerapannya jelas, yaitu tes kehadiran yang 
meliputi bagian dari suatu hari, hari kedatangan, hari keberangkatan, 
dan hari yang digunakan oleh orang tersebut dinegara sumber, 
termasuk hari libur resmi, sabtu, minggu serta hari-hari tidak ada 




2) Pemberi kerja yang membayar gaji orang tersebut bukan penduduk 
dimana pekerjaan dilakukan. Syarat ini merupakan penegasan bahwa 
pengecualian akan berlaku bila gaji itu tidak dibayarkan oleh 
pemberi kerja yang berada dinegara tempat pekerjaan dilakukan. 
3) Bahwa imbalan atau gaji tidak dibebaskan kepada badan usaha tetap, 
ini merupakan penegasan bahwa gaji tidak dibayar dari sumber 
dinegara tempat pekerjaan dilakukan. 
 Pada ayat 2  ini dapat disalah gunakan dengan penempatan orang 
tertentu ( karyawan) dinegara sumber melalui perusahaan ketiga dengan 
cara kontrak penyediaan tenaga kerja sehingga sepanjang kekayaan 
tersebut berada dinegara sumber kurang dari time test, gajinya tidak akan 
dikenakan dinegara sumber, untuk mengatasi ini maka harus ada 
penegasan bahwa pemberi kerja harus diartikan bahwa hak pemberi 
kerja dilaksanakan sendiri oleh pengguna. 
 Pada ayat 3, gaji yang diterima awak kapal pesawat udara yang 
beroperasi di jalur Internasional maka pengenaan pajaknya meliputi 
ketentuan yaitu pada negara domisili. Tetapi jika ada karyawan darat 
yang bertugas melayani pemesanan tiket dan lain-lain, maka pengenaan 
pajaknya  dikenakan pajak dinegara dimana pekerjaan dilakukan.  
Pasal 17 
ARTIS DAN ATLET 
 
(1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 (Pekerjaan 
Bebas) dan 16 (Pekerjaan dalam Hubungan Kerja), penghasilan yang 
diperoleh para penghibur, seperti para artis teater, gambar bergerak, 
radio, atau televisi, dan musisi, serta atlet, dari kegiatan-kegiatannya 
sebagai artis dan atlet, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada 
Perjanjian di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan jika jumlah 
bruto imbalannya, termasuk biaya-biaya yang diganti 
pembayarannya atau yang dibuat atas namanya, secara keseluruhan 
melebihi US$ 2,000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) atau setaranya 
dalam rupiah dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan yang berurutan. 
(2) Apabila penghasilan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh artis atau atlet tidak diterima oleh artis atau atlet itu 
sendiri tetapi oleh orang/badan lain, maka penghasilan tersebut, 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 
(Laba Usaha) dan 15 (PekerjaanBebas), dapat dikenakan pajak di 
Negara Pihak pada Perjanjian jika Perjanjian di mana kegiatan- 
kegiatan artis atau atlet tersebut dilakukan. 
(3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak berlaku terhadap 
imbalan atau laba yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan di suatu Negara Pihak pada Perjanjian jika kunjungan ke 
Negara tersebut dibiayai oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
dan dinyatakan memenuhi syarat, oleh pejabat yang berwenang dari 
Negara pengirim, berdasarkan ketentuan dalam pasal ini. 
 
 Bahwa penghasilan yang diperoleh oleh para artis dan atlet yang 
berdomisi disalah satu negara dapat dikenai pajak dinegara lainnya 
dimana kegiatan tersebut berlangsung ( negara sumber) tanpa melihat 
apakah kegiatan itu dilaksanakan dalam kapasitas sebagai independent 
professional/ sebagai dependent personal service. Walaupun 
permunculannnya dalam waktu singkat tetapi tetap dapat dikenakan 
pajak oleh negara sumber dengan syarat:  
1) Jumlah bruto imbalan yang diterima atas namanya  secara 
keseluruhan tidak melebihi US$ 2000 atau satara dengan rupiah. 
2) Dalam suatu massa 12 bulan yang berurutan. Lihat tabel 2.7 
 Sedangkan terhadap artis dan atlet yang mendapt penghasilan dari 
kegiatan olah raga dan kesenian di Indonesia dapat langsung dikenakan 
potongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU pajak penghasilan. 
Indonesia dapat memotong pajak negara sumber sebesar 20%. Karena 
tidak ada pembatasan tentang tarif seperti  pada penghasilan dari 
investasi. Apabila artis atau olah ragawan tersebut adalah pegawai negeri 
maka pemberlakuannya tunduk pada Pasal 18. tentang pegawai 
pemerintahan. 
 Pada pasal 2 tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
pengelakan pajak yaitu bila imbalan atas pertunjukan tidak dibayarkan 
secara langsung kepada artis atau atlet melainkan kepada badan yang 
bertindak sebagai pengelola artis atau atlet. Maka agar imbalan tersebut 
tidak lolos dari pengenaan pajak dinegara sumber, karena imbalan artis 
dan atlet terseubut tunduk pada pasal 8 ( laba usaha) dan pasal 15 ( 
pekerjaaan bebas), yakni hanya dapat dikenakan pajak bila dilakukan 
melalui BUT ( badan usaha tetap) 
 Ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila artis atau atlet 
tersebut yang memperoleh imbalan atau laba dari suatu kegiaatan 
dilakukan di suatu Negara Pihak pada Perjanjian jika kunjungan ke 
Negara tersebut dibiayai oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian. 
Maksudnya para artis dan atlet tersebut dundang untuk mealaksanakan 
suatu kegiatan bukan datang dengan keinginan sendiri untuk 
memperoleh laba atau penghasilan. Tetapi pengecualian ini dapat 
diberikan jika memenuhi syarat yakni dinyatakan memenuhi syarat, oleh 




(1) (a)  Imbalan, selain pensiun, yang dibayarkan oleh suatu Negara 
Pihak pada Perjanjian atau bagian ketatanegaraannya  atau 
pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan dengan 
jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagian 
ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya akan 
dikenakan pajak di Negara tersebut. 
         (b) Namun demikian, imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak 
di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian jika jasa-jasa tersebut 
diberikan di Negara Pihak lainnya tersebut dan penerimanya 
adalah penduduk Negara Pihak lainnya tersebut yang : 
(i) merupakan warga negara dari negara itu; atau 
(ii) tidak menjadi penduduk negara itu semata-mata dengan 
tujuan untuk memberikan jasa-jasa tersebut. 
(2) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau berasal dari dana yang dibentuk 
oleh, suatu Negara Pihak pada Perjanjian atau bagian 
ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada orang pribadi 
sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut 
atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya 
akan dikenakan pajak di Negara tersebut. 
(3) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 (Pekerjaan Bebas), 16 
(Pekerjaan dalam Hubungan Kerja), dan 21 (Pensiun Swasta dan 
Pembayaran Berkala) berlaku terhadap imbalan atau pensiun yang 
berkenaan dengan jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan 
perdagangan atau usaha yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak 
pada Perjanjian atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah 
daerahnya. 
 
 Pasal diatas mengatur tentang tiga masalah pokok yaitu gaji yang 
diterima oleh pegawai negeri yang berada di luar negeri, pensiun yang 
diterima oleh pegawai negeri dan perlakuan pajak atas penghasilan 
pegawai negeri dalam kapasitas sebagai karyawan BUMN yang 
dipekerjakan diluar negaeri. 
 Perlakuan pajak terhadap gaji ( tidak termasuk pensiun yang 
diterima pegawi pemerintah, hak pemajakannya diberikan sepenuhnya 
kepada negara tersebut yaitu hanya diberikan kepada negara domisili. 
Perlakuan ini juga berlaku bagi diplomat. Jadi pajak pegawai negeri 
tersebut tetap dipungut di negara dimana ia menjadi pegawai tanpa 
memperhatikakn dimana ia ditugaskan. Gaji memiliki arti luas yaitu 
termasuk pemberian tunjangan untuk menyewa rumah. 
 Imbalan / gaji yang disebut diatas akan dikenakan pajak di negara 
pihak lainnya ( negara sumber) pada perjanjian  jika jasa-jasa yang 
diberikan dinegara pihak lainnya tersebut dan penerimanya merupakan 
warga negara dari negara itu atau tidak mamjadi penduduk negara itu 
semata-mata dengan tujuan untuk memberikan jasa-jasa tersebut 
 Perlakuan ini tidak berlaku bagi warga negara asing yang bekerja 
sebagai pegawai negeri dari negara lainnya. Contohnya: seorang 
pegawai negeri yang bekerja pada perwakilan Republik Indonesia di luar 
negeri tidak dikenai pajak di Indonesia dengan syarat pegawai negeri 
tersebut adalah warga negara dari negara dimana perwakilannya berada 
dan yang bersangkutan adalah penduduk negara tesebut. 
 Hak pemajakan atas pensiun yang diterima oleh pegawai negeri 
diberikan kepada negara dimana pegawai tersebut pernah bekerja. 
Sedangkan apabila pegawai negeri sudah tidak menjabat lagi dan 
menetap dinegara lain maka pengenaan pajak atas pensiun yang diterima 
tetap dikenakan  pajak dinegara domisili tanpa melihat dimana ia tinggal/ 
menetap setelahnya. 
 Ketentuan-ketentuan tentang Pekerjaan Bebas, Pekerjaan dalam 
Hubungan Kerja, dan  Pensiun Swasta dan Pembayaran Berkala berlaku 
terhadap imbalan atau pensiun yang berkenaan dengan jasa-jasa yang 
diberikan sehubungan dengan perdagangan atau usaha yang dilakukan 
oleh suatu Negara Pihak pada Perjanjian atau bagian ketatanegaraannya 
atau pemerintah daerahnya. Apabila pegawai bekerja melaksanakan 
tugasnya dalam kedudukan sebagai eksekutif di BUMN, maka perlakuan 
pajaknya tunduk kepada aturan yang mengatur pegawai swasta yaitu 
pada pasal 21. 
Pasal 19 
SISWA DAN PEMAGANG 
 
(1) (a) Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke 
Negara Pihak lainnya pada Perjanjian merupakan penduduk suatu 
Negara Pihak pada Perjanjian dan untuk sementara berada di 
Negara Pihak lainnya tersebut semata-mata sebagai pelajar pada 
universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan serupa 
lainnya yang diakui di Negara Pihak lainnya tersebut; atau 
sebagai penerima beasiswa, penghargaan, atau hadiah dari 
Pemerintah salah satu Negara Pihak pada Perjanjian yang 
diberikan oleh Pemerintah salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian yang tujuan utamanya adalah untuk belajar, penelitian, 
atau pelatihan; atau dari organisasi yang bergerak di bidang ilmu 
pengetahuan, kependidikan, keagamaan, atau sosial, atau dari 
program bantuan teknis yang  diberikan oleh pemerintah.akan 
dikecualikan dari pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya 
tersebut untuk suatu masa yang tidak melebihi 5 (lima) tahun 
sejak tanggal kedatangannya di Negara Pihak lainnya tersebut 
atas jumlah yang dijelaskan dalam sub ayat 
(b) Jumlah yang dimaksud dalam sub ayat (a) adalah:seluruh 
penerimaan dari luar negeri untuk biaya hidup, pendidikan, 
belajar, penelitian, atau pelatihan;jumlah dari bea siswa, 
penghargaan, atau hadiah; dan  (iii) setiap imbalan yang tidak 
melebihi US$ 2,000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) atau 
setaranya dalam rupiah setiap tahunnya sehubungan dengan jasa-
jasa yang diberikan di Negara Pihak lainnyatersebut, sepanjang 
jasa-jasa yang diberikan tersebut terkait dengan kegiatan belajar, 
penelitian, atau pelatihan, atau yang diperlukan untuk biaya 
hidupnya. 
(2) Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian merupakan penduduk suatu Negara 
Pihak pada Perjanjian dan untuk sementara berada di Negara Pihak 
lainnya tersebut semata-mata sebagai pemagang di bidang bisnis 
maupun teknik akan dikecualikan dari pengenaan pajak di Negara 
Pihak lainnya tersebut untuk suatu masa yang tidak melebihi dua 
belas bulan yang berurutan atas penghasilannya dari jasa-jasa pribadi 
yang setara keseluruhannya berjumlah tidak melebihi US$ 7,500 
(tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) atau setaranya dalam 
rupiah. 
  
 Perlakuan pajak atas pembayaran yang diterima oleh pelajar atau 
mahasiswa dan pemagang yang  sedang belajar atau magang dinegara 
lain mengatur tentang dua hal yaitu perlakuan yang berbeda terhadap 
palajar dan pemagang. Perlakuan terhadap pelajar diterapkan bagi 
pelajar yang belajar dengan biaya sendiri maupun dengan bantuan 
pemerintah. Perlakuan terhadap pelajar atau mahasiswa diberikan kepada 
universitas atau akademi yang diakui. Cakupan kedua adalah pelajar/ 
mereka yang menjalankan pelatihan atau riset. Ini harus ada dalam 
kerangka kerjasama kedua negara walaupun yang membiayai organisasi 
sosial. Maksudnya antara kedua negara baik penerima maupun negara 
asal/ pengirim pelajar atau mereka yang melaksanakan penelitian 
merupakan penduduk suatu negara yang telah melaksanakan perjanjian 
kerjasama 
         Pada ayat 1 pasal 19 diatas mengatur jangka waktu pembebasan 
pajak yaitu selama 5 tahun sejak kedatangannya yang pertama. Domisili 
rangkap tidak menjadi masalah dalam hal ini. Jadi walaupun jangka 
waktu belajar sampai dengan 5 tahun ia tetap dianggap penduduk dari 
negara asalnya. Penduduk disini adalah wajib pajak. Penduduk dari segi 
udang-undang pajak penghasilan adalah mereka yang belum memiliki 
penghasilan atau penghasilannya masih dibawah penghasilan kena pajak, 
sehingga tidak wajib memasukkan surat pemberitahuan (SPT). 
Sedangkan penduduk dalam arti undang-undang pajak Amerika adalah 
Pelajar Amerika yang ingin belajar di Indonesia untuk dapat 
memperoleh pengakuan sebagai penduduk Amerika maka mereka harus 
terlebih dahulu membuktikan bahwa ia adalah penduduk Amerika. 
 Pembayaran yang dibebaskan dinegara dimana pendidkan 
dilakukan berdasarkan pasal diatas adalah: 
1) Semua pembayaran yang berasal dari luar untuk biaya hidup, 
pendidikan, tugas belajar, rist, dan pelatihan 
2) Besarnya beasiswa,tunjangan dan hadiah dan 
3) Imbalan yang jumlahnya sama dengan US$ 2000 setiap tahun yang 
diperoleh dari imbalan yang berasal dri riset atau pelatihan yang 
dilakukan. 
 Sehingga dapat diketahui bahwa sumber pembayaran dapat berasal 
dari dalam negara dan luar negara tempat pendidikan dilakukan. Imbalan 
yang diterima  pemagang selama menjalani pelatihan akan dibebaskan 
dari pajak dinegara dimana pelatihan dilakukan dengan syarat: 
1) penduduk yang bersangkutan adalah penduduk salah satu negara 
sebelum menjalankan pelatihan dinegara lain 
2) Imbalan yang diterima tidak melebihi US $7500 
3) Masa pembebasan hanya jangka waktu 12 bulan secara berturut-
turut. Lihat tabel 2.8 
Pasal 20 
GURU DAN PENELITI 
 
(1) Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian merupakan penduduk suatu Negara 
Pihak pada Perjanjian dan yang, atas undangan dari universitas, 
akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan serupa lainnya, 
mengunjungi Negara Pihak lainnya tersebut semata-mata untuk 
tujuan mengajar dan/atau melakukan penelitian pada lembaga 
pendidikan tadi akan dikecualikan dari pengenaan pajak di Negara 
Pihak lainnya tersebut atas imbalan dari kegiatan mengajar atau 
penelitiannya tersebut untuk suatu masa yang tidak melebihi 2(dua) 
tahun sejak kedatangannya di Negara Pihak lainnya tersebut. Orang 
pribadi berhak menikmati manfaat dari ketentuan ini hanya satu kali. 
(2) Pasal ini tidak berlaku untuk penghasilan dari kegiatan penelitian 
jika penelitian tersebut dilaksanakan terutama untuk kepentingan 
orang/badan tertentu saja. 
  
 Pasal 1 ini mengatur tentang seorang guru / dosen Amerika yang 
diundang oleh salah satu perguruan tinggi Indonesia untuk mengajar, 
atau sebaliknya dosen Indonesia yang diundang untuk mengajar Di 
Amerika maka gaji yang diterimanya tidak dikenai pajak di Indonesia 
bagi Dosen Amerika dan tidak dikenai pajak di Amerika bagi dosen 
Indonesia yang mengajar selama 2 tahun sejak kedatangannya. Begitu 
juga bagi petugas riset yang melakukan riset di Indonesia atau Amerika  
untuk kepentingan universitasnya juga tidak dikenai pajak atas 
penghasilan atau gaji. Di negara Amerika bagi petugas riset Indonesia 
dan dibebaskan dari pajak di Indonesia bagi negara Amerika. 
 Pembebasan pajak  bagi guru/ dosen atau petugas riet yang 
merupakan penduduk dari salah satu negara dan dilakukan dinegara lain 
harus memenuhi syarat yakni; 
1) kedatangannya dinegara lain atas undangan dari salah satu  lembaga 
pendidikan 
2) Kegiatan yang dilakukan hanya terbatas pada kegiatan mengajar atau 
melakukan riset saja 
3) Pembebasan pajak hanya diberikan dalam jangka waktu 2 tahun saja, 
dan setiap orang hanya berhak memperoleh sekali saja. 
 Pada pasal 2 menjelaskan bahwa kegiatan riset yang dilakukan 
untuk kepentingan orang-orang tertentu saja maka penghasilan tersebut 
tidak dibebaskan dari pengenaan pajak dimana riset dilakukan. Lihat 
table 2.9 
Pasal 21 
PENSIUN SWASTA DAN PEMBAYARAN BERKALA 
 
(1) Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (Pegawai Pemerintah), 
pensiun dan imbalan serupa lainnya sehubungan dengan pekerjaan di 
masa lampau yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian yang diperoleh penduduk Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua Negara Pihak pada 
Perjanjian tersebut. Jika pemilik manfaat dari pensiun dan imbalan 
serupa lainnya tersebut merupakan penduduk Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian, besarnya pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 
15% (lima belas persen) dari jumlah brutonya. 
(2) Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada orang pribadi 
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian hanya akan 
dikenakan pajak di Negara tersebut. 
(3) Pembayaran alimony (tunjangan kepada mantan isteri/suami) dan 
child support (tunjangan untuk keperluan pemeliharaan anak) yang 
dilakukan oleh orang pribadi penduduk salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian kepada orang pribadi penduduk Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian akan dikecualikan dari pengenaan pajak di Negara 
Pihak lainnya tersebut. 
 
 Disini hak  pemajakan atas pensiun dibagi antara negara sumber 
dengan negara domisili. Besarnya pajak yang dikenakan  tidak boleh 
melebihi 15 % dari brutonya. Prinsip diatas sesuai dengan keinginan 
negara- negara berkembang seperti Indonesia karena berdasarkan 
pertimbangan bahwa pensiun merupakan pembayaran yang ditunda atas 
pekerjaan yang dilakukan karena itu pemajakan harus diberikan pada 
negara dimana pekerjaan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 
kerugian negara berkembang, karena pensiun  negara maju dan negara 
berkembang tidak seimbang ( banyak mengalir kenegara maju).  
 Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada orang pribadi 
penduduk salah satu negara pihak perjanjian hanya akan dikenakan pajak 
dinegara  dimana pekerjaan pernah dilakukan atau sedang dilakukan. 
Sedangkan pembayaran tunjangan kepada mantan istri/ suami dan 
tunjangan untuk keperluan pemeliharaan anak yag dilakukan oleh orang 
pribadi  salah satu perjanjian kepada orang pribadi penduduk negara 
pihak lain maka dikecualikan pengenaan pajak, sehingga pengenaan 
pajaknya hanya dikenakan ditempat orang pribadi tersebut bekerja, dan 
disini negara lain pihak perjanjian melepaskann hak pemajakan atas 
tunjangan suami/ istri dan tunjangan pemeliharaan anak.  
 
BAB IV 




  Dari hasil penelitian  tentang pengindaran pajak berganda yang dianut 
hukum Indonesia berkenaan dengan pajak penghasilan di atas dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Tata cara penghindaran pajak berganda yang dianut hukum pajak Indonesia     
berkenaan dengan pajak penghasilan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: 
Cara Unilateral (sepihak) dan Cara Bilateral/ Multilateral dengan traktat 
atau tax treaty. Cara Unilateral  dilakukan dengan memasukkan ketentuan- 
ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda dalam undang-undang 
negaranya sendiri yang tertuang dalam  pasal 24 UU no 17 tahun 2000. 
Sedangkan cara  bilateral tertuang dalam perjanjian P3B Indonesia- Amerika 
Pasal 23 dan Pasal 7. Adanya perjanjian penghindaran pajak ini  sangat 
bermanfaat bagi kedua belah pihak karena tidak adanya pungutan pajak 
berganda yang terjadi dan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar 
jika ada perjanjian penghindaran pajak ini karena negara diberikan credit atau 
bahkan memberikan Exemption atas penghasilan yang diperoleh. Serta cara 
ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan penagihan pajak.  
2. Pengklasifikasian Penghasilan dalam Perjanjian penghindaran Pajak 
Berganda, penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu Penghasilan dari kegiatan 
usaha (business profit) dan Penghasilan lain-lain (other income), sedangkan 
Pembagian Hak Pemajakan dapat dibagi menjadi 3 ialah hak pemajakan penuh 
atas penghasilan (exclusively taxing rights),  hak pemajakan yang terbatas atas 
penghasilan (Limited taxing rights), dan pelepasan hak pemajakan atas 
penghasilan (Relinguished taxing rights). Dari ketiga hak pemajakan diatas 
hak pemajakan yang paling dapat menguntungkan negara kita adalah dengan 
adanya pembatasan hak pemajakan, karena hak pemajakan diberikan kepada 
dua negara. Alasan lain kenapa hak pemajakan terbatas ini lebih 
menguntungkan karena kita ketahui bahwa modal asing banyak yang masuk 
ke negara kita. Jika kita meberikan pelepasan hak pemajakan atau melakukan 
hak pemajakan penuh maka kita sulit mendapatkan keuntungan karena modal 
yang kita peroleh adalah kebanyakan berupa hutang dari negara lain  , 
sehingga keuntungan akan banyak mengalir kenegara lain/ negara maju 
tersebut.  
3. B. Saran 
 Pertama, tatacara penghindaran pajak berganda baik secara unilateral dan 
secara bilatearal masih belum dapat meniadakan timbulnya pajak berganda 
secara keseluruhan  serta upaya-upaya untuk melakukan penyelundupan pajak 
juga masih ada dan berkembang saat ini. Hal ini karena semakin meningkatnya 
tehnologi dan ilmu pengetahuan menjadikan  munculnya cara-cara baru yang 
dapat digunakan untuk melakukan penyelundupan pajak ataupun timbulnya 
subjek dan objek pajak baru yang belum dapat masuk dalam kategori perjanjian 
sehingga dapat menimbulkan  pajak berganda. Oleh karena itu dengan semakin 
meningkatnya ilmu pengetahuan dan tehnologi ini, maka alangkah baiknya jika 
peraturan dan perjanjian yang ada juga dibuat dengan lebih baik dan sempurna 
atau membuat peraturan baru yang khusus yang dapat digunakan untuk 
mennghindarkan pajak berganda serta penyelundupan pajak. 
 Kedua, pengklasifikasian dan pembagian hak pemajakan yang diterapkan 
dalam perjanjian penghindaran pajak  sudah dapat mencakup seluruh pekerjaan 
yang dapat dikenai pajak sesuai dengan negara-negara yang mengadakan 
perjanjian bersama, tetapi disini pembagian hak pemajakan masih kurang jelas 
karena hanya menuliskan bahwa hak pemajakan diberikan pada negara sumber 
saja , diberikan pada negara domisili dan diberikan pada kedua negara. Pada saat 
diberikan pada dua negara itu tidak dijelaskan bagaimana pembagiannya, 
seberapa besar pembagiannya. Sehingga seharusnya dalam perjanjian juga 
dijelaskan bagaimana pembagiannya dan seberapa besar pembagiannya jelas 
dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. 
 Ketiga, pembahasan tentang tatacara penghindaran pajak berganda secara 
bilateral ini terutama dalam, pembahasan tentang tatacata penghindaran pajak 
berganda , dan pengklasifikasian pemajakan dan hak pemajakan ini masih 
memiliki lingkup yang sangat luas sehingga membuka peluang untuk penulis 
serta pembaca yang berminat untuk juga membahasnya, dimana ketika kita 
membahasnya kita akan menemukan banyak ilmu baru yang dapat penulis serap 
serta masyarakat serap juga.  
  Keempat, penelitian tentang Penghindaran pajak berganda sangat menarik 
untuk diteliti lebih lanjut,hal ini karena belum banyak yang membahas tentang 
pajak berganda ini sehingga membuka peluang bagi penulis untuk 
mengenalkannya pada para pembaca. Akan tetapi penelitian ini akan lebih 
menarik lagi, jika diteliti secara empiris, dimana penulis tidak dapat 
melaksanakannya karena banyaknya kendala-kendala yang ada. Adapun alasan 
mengapa hal ini dianggap menarik karena banyak permasalahan yang belum 
dapat diteliti oleh penulis seperti halnya bagaimana praktek pelaksanaan tatacara 
penghindaran pajak berganda ini ,serta bagaimanakah penyelesaiaannya jika 
terjadi sengketa dan bagaimana peran badan penyelesaian sengketa terhadap 
timbulnya permasalahan pajak berganda ini. 
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                                    Tabel 1 
Jenis Penghasilan yang dicakup dalam Pasal 26 Ketentuan dalam tax treaty 
(Berdasarkan OECD Model dan UN Model) 
Dividen : dikenai 
pemotongan PPh 20% 
Article 10- Dividends: Dikenai pemotongan dengan 
tariff yang lebih rendah daripada 20% (Article 10). 
Bunga : dikenai 
pemotongan PPh 20% 
Article 11- Interest: Dikenai pemotongan dengan tarif 
yang lebih rendah daripada 20% (Article 11) 
Royalti: dikenai 
pemotongan PPh 20% 
Article 12- Royalties: Dikenai pemotongan dengan 










Article 14 - Independent Personal Services (dalam hal 
jasanya dilakukan oleh professional: Negara sumber 
dapat mengenakan pajak bila salah satu dari dua syarat 
berikut ini dipenuhi, yaitu: 
- wajib pajak luar negeri tersebut melakukan 
kegiatan di Negara sumber melalui suatu tempat 
tetap (fixed base); atau 
- berada di Negara Sumber untuk suatu jangka 
waktu tertentu sebagaimana diatur dalam treaty ya 
Bila syarat tersebut tidak dipenuhi Pasal 26 tidak 
dapat diberlakukan.ng bersangkutan. 
Imbalan dari hubungan 
pekerjaan 
(employment): Dikenai 
pemotongan PPh 20% 
apabila dilakukan di 
Indonesia dalam jangka 
waktu kurangdari 183 
hari dalam masa 12 
bulan. 
Article 15 - Dependent personal services: Dikenai 
pajak di Indonesia bila salah satu syarat dari syarat-
syarat dibawah ini tidak dipenuhi, yaitu: 
? karyawan yang bersangkutan berada di Indonesia 
kurang dari tes waktu yang diatur dalam treaty; 
? imbalannya dibayar oleh majikan yang bukan wajib 
pajak Indonesia; 
? imbalannya tidak dibebankan kepada suatu BUT 
yang ada di Indonesia 
Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka 
imbalan tersebut tidak dikenai pajak di Indonesia. 
Imbalan sehubungan 
dengan jasa yang 
dilakukan oleh 
perusahaan luar negeri: 
dikenai pemotongan 
20% bila dilakukan 
dalam jangka waktu 
kurang dari 60 hari 
dalam kurun waktu 12 
Article 7 - Business Profits: Indonesia dapat 
mengenakan pajak atas jasa tersebut bila kegiatan 
pemberian jasa yang dilakukan di Indonesia 
menimbulkan "bentuk usaha tetap" (BUT). 
Definisi BUT mengacu kepada definisi yang diatur di 
dalam treaty yang bersangkutan. 
Sebagian besar dari treaty yang ada mangatur bahwa 
BUT dianggap ada apabila jasa itu diberikan dalam 
jangka waktu melebihi jangka waktu yang diatur di 
bulan. dalam treaty yang bersangkutan. 
Apabila jangka waktu yang dipergunakan lebih pendek 
daripada yang diatur di dalam treaty maka imbalan 
yang diterima tidak dikenai pemotongan PPh. 
Hadiah dan 
penghargaan: dikenai 
pemotongan PPh 20%  
Article 21 - Other Income: Hadiah dan penghargaan 
masuk dalam kategori "Other Income", yang 
pengenaan pajaknya tergantung kepada ketentuan 
treaty. Jika ditentukan bahwa Indonesia (sebagai 
Negara sumber) dapat mengenakan pajak maka PPh 
20% dapat diterapkan. 
Bila ditentukan bahwa hak pemajakannya diberikan 
kepada Negara Domisili maka PPh 26 tidak dapat 
diterapkan 
Pensiun dan pembayaran 
berkala: dikenai 
pemotongan PPh 20% 
Article 18 - Pensions and Annuity: Pembayaran berupa 
pensiun dan pembayaran berkala di dalam treaty diatur 
dalam Article tentang "Pension and Annuity". 
Pengenaan pajaknya tergantung ketentuan di dalam 
treaty. Bila didalam treaty diatur bahwa hak 
pemajakannya diberikan kepada Negara Domisili, 
maka PPh Pasal 26 tidak dapat diterapkan. 
Pasal 26 ayat (4): 
pengenaan PPh terhadap 
BUT atas laba setelah 
pajak sebesar 20% 
Article 10 (dalam mayoritas Tax Treaty yang berlaku) 
lazim disebut "branch profit tax" - dengan tariff yang 















Untuk kepentingan Perjanjian ini:  
(1)    Dividen yang dibayarkan oleh penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian 
dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di Negara tersebut. 
(2)   Bunga akan dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di suatu Negara Pihak 
pada Perjanjian hanya apabila yang membayarkan bunga tersebut adalah Negara itu 
sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara 
Pihak pada Perjanjian tersebut. Namun demikian, apabila orang/badan yang 
membayar bunga tersebut (tanpa memandang apakah orang/badan tersebut 
merupakan penduduk Negara Pihak pada Perjanjian atau tidak) memiliki suatu 
bentuk usaha tetap di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian dan bunga yang 
dibayarkan menjadi beban bentuk usaha tetap tersebut, maka bunga tersebut akan 
dianggap bersumber di Negara Pihak pada Perjanjian di mana bentuk usaha tetap 
tersebut berada. 
(3)   Royalti, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (Royalti) ayat (3), sehubungan 
dengan penggunaan, atau hak untuk menggunakan, barang atau hak-hak 
sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi yang berada di suatu Negara Pihak pada 
Perjanjian akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersumber di Negara Pihak 
pada Perjanjian tersebut. 
(4)   Penghasilan dari harta tidak bergerak, termasuk penghasilan dari kegiatan 
pertambangan, sumur minyak, penggalian, atau sumber daya alam lainnya 
(termasuk keuntungan yang diperoleh dari penjualan harta tidak bergerak atau hak 
yang menimbulkan penghasilan tersebut), akan diperlakukan sebagai penghasilan 
yang bersumber di suatu Negara Pihak pada Perjanjian hanya jika harta tidak 
bergerak tersebut terletak di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut. 
(5)    Penghasilan dari penyewaan harta gerak berwujud, selain kapal atau pesawat udara 
atau peti kemas yang digunakan dalam jalur internasional, akan dianggap sebagai 
penghasilan yang bersumber di suatu Negara Pihak pada Perjanjian hanya jika harta 
gerak berwujud tersebut terletak di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut. 
(6)    Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi karena pekerjaan atau pemberian jasa-
jasa pribadi yang dilakukannya, baik itu sebagai pegawai atau pekerja bebas, akan 
diperlakukan sebagai penghasilan yang bersumber di suatu Negara Pihak pada 
Perjanjian hanya sepanjang jasa-jasa tersebut dilakukan di Negara Pihak pada 
Perjanjian tersebut. Penghasilan dari jasa-jasa pribadi yang dilakukan diatas kapal 
atau pesawat udara yang dioperasikan oleh penduduk salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian dalam jalur internasional akan diperlakukan sebagai penghasilan yang 
bersumber di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut jika jasa-jasa tersebut 
dilakukan oleh anggota dari awak kapal atau awak pesawat udara tersebut. Untuk 
kepentingan ayat ini, penghasilan dari pekerjaan atau jasa-jasa pribadi mencakup 
pensiun [sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 (Pensiun Swasta dan Pembayaran 
Berkala) ayat (4)] yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa-jasa 
tersebut. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari ayat ini, imbalan 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 (Pembayaran Jaminan Sosial) akan 
diperlakukan di suatu Negara Pihak pada Perjanjian hanya jika imbalan tersebut 
dibayarkan oleh atau dari dana-dana publik dari Negara tersebut atau bagian 
ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. 
(7)  Penghasilan dari penjualan, pertukaran, atau bentuk lain pengalihan harta 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 (Keuntungan dari Pengalihan Harta) ayat 
(1) (a) atau (b) akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersumber di Indonesia 
atau Amerika Serikat, tergantung pada masalahnya. 
(8)    Menyimpang dari ayat (1) sampai (6), laba usaha yang diterima oleh penduduk salah 
satu Negara Pihak pada Perjanjian dari bentuk usaha tetap yang dimilikinya di 
Negara Pihak lainnya pada Perjanjian, termasuk penghasilan yang diperoleh dari 
harta tidak bergerak dan sumber daya alam dan dividen, bunga, royalti 
[sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (Royalti) ayat (3)], dan keuntungan dari 
pengalihan harta, akan dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian, namun hanya jika harta atau hak yang menimbulkan 
penghasilan, dividen, bunga, royalti, atau keuntungan dari pengalihan harta tersebut 
mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap tersebut. 
(9)   Sumber dari suatu penghasilan yang tidak dapat ditentukan berdasarkan ayat (1) 
sampai (8) akan ditentukan oleh masing-masing Negara Pihak pada Perjanjian 
sesuai dengan perundang-undangannya.Menyimpang dari kalimat sebelumnya, jika 
sumber penghasilan menurut perundang-undangan salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian berbeda dari sumber penghasilan menurut perundang-undangan Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian atau jika sumber penghasilan tersebut tidak dapat 
segera ditentukan menurut perundang-undangan salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian, maka pejabat- pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada 
Perjanjian, untuk mencegah pengenaan pajak berganda atau untuk tujuan lain dari 
Perjanjian ini, dapat menetapkan sumber yang lazim dari suatu penghasilan untuk 




(1)   Laba usaha penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian akan dikecualikan 
dari pengenaan pajak oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian kecuali jika 
penduduk tersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
tersebut melalui suatu bentuk usaha tetap. Jika penduduk tersebut menjalankan 
usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba usaha penduduk tersebut 
dapat dikenakan pajak oleh Negara Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba 
usaha yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut atau atas bagian laba usaha 
yang bersumber di Negara Pihak lainnya dari penjualan barang-barang atau barang 
dagangan yang jenisnya sama dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap atau 
atas bagian laba yang berasal dari transaksi-transaksi usaha lainnya yang sama 
jenisnya dengan yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap. 
(2)   Jika  penduduk  salah  satu Negara Pihak pada Perjanjian menjalankan usaha di 
Negara Pihak lainnya pada Perjanjian melalui suatu bentuk usaha tetap, maka yang 
akan diperhitungkan sebagai laba usaha bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-
masing Negara Pihak pada Perjanjian ialah laba usaha yang akan diperolehnya bila 
bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan tersendiri yang melakukan 
kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan 
mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan penduduk yang memiliki 
bentuk usaha tetap tersebut. 
(3)   Dalam menentukan besarnya laba usaha suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan 
biaya-biaya yang berkaitan dengan laba usaha tersebut, termasuk biaya-biaya 
pimpinan dan administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara Pihak pada 
Perjanjian di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di 
tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan biaya-biaya, 
jika ada, yang dibayarkan (selain penggantian biaya-biaya yang benar-benar terjadi) 
oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik 
kantor pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya 
sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi 
untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang 
yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut. Sebaliknya, tidakperlu 
diperhitungkan dalam penentuan laba bentuk usaha tetap, jumlah yang ditagihkan 
(selain penggantian biaya-biaya yang benar-benar terjadi) oleh bentuk usaha tetap 
kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, dalam 
bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan 
penggunaan paten atau hak-hak lain, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa 
tertentu atau untuk manajemen, atau dalam bentuk bunga atas uang yang 
dipinjamkan kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya. 
(4)  Bentuk usaha tetap milik penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian yang 
berada di NegaraPihak lainnya pada Perjanjian tidak akan dianggap memperoleh 
laba hanya karena kegiatan pembelian barang-barang atau barang dagangan yang 
dilakukan oleh bentuk usaha tetap tersebut, atau oleh penduduk yang merupakan 
bentuk usaha tetap, untuk kepentingan penduduk tersebut. 
(5)    Jika laba usaha mencakup jenis-jenis penghasilan yang diatur tersendiri pada pasal-
pasal lain dari Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, 
kecuali apabila pada pasal-pasal tersebut ditentukan lain, akan menggantikan 
ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini. 
Pasal 9 
PELAYARAN DAN PENERBANGAN 
 
(1)   Menyimpang     dari Pasal 8 (Laba Usaha), penduduk suatu Negara Pihak pada 
Perjanjian akan dikecualikan oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dari 
pengenaan pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh penduduk 
tersebut dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas 
internasional. 
(2)    Untuk kepentingan ayat (1), penghasilan dari pengoperasian kapal laut atau pesawat 
udara dalam jalur lalu lintas internasional mencakup: 
(a) penghasilan dari penyewaan kapal laut atau pesawat udara atas dasar full basis 
dalam jalurlalu lintas internasional; 
(b) penghasilan dari penyewaan pesawat udara atas dasar bareboat basis jika 
pesawat udara tersebut dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional; 
(c) penghasilan dari penyewaan kapal laut tanpa awak jika kapal tersebut 
dioperasikan dalam 
jalur lalu lintas internasional dan penyewanya bukan penduduk Negara Pihak 
lainnya pada Perjanjian atau bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya 
tersebut; atau 
(d)  penghasilan dari penggunaan atau penyelenggaraan peti kemas (dan peralatan 
yang terkait dengan pengangkutan peti kemas) yang digunakan dalam jalur lalu 
lintas internasional jika penghasilan tersebut berhubungan dengan penghasilan 
yang dijelaskan dalam ayat (1). 
(3)  Menyimpang dari Pasal 14 (Keuntungan dari Pengalihan Harta), keuntungan yang 
diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian dari pengalihan kapal laut 
atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional atau peti 
kemas (dan peralatan yang terkait dengan pengangkutan peti kemas) yang 
digunakan dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di 
Negara tersebut. 
Pasal 10 
ORANG/BADAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA 
 
(1)    Apabila antara penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian dan orang/badan 
lainnya terdapathubungan istimewa dan apabila pihak-pihak yang memiliki 
hubungan istimewa tersebut membuat pengaturan atau menerapkan kondisi-kondisi 
tertentu di antara mereka sendiri yang berbeda dengan pengaturan atau kondisi-
kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka 
atas penghasilan, pengurangan, pengkreditan, atau pencadangan yang didasarkan 
pada pengaturan atau kondisi-kondisi tersebut, yang telah diperhitungkan dalam 
menentukan penghasilan (atau kerugian) atau pajak yang terutang oleh orang/badan 
yang memiliki hubungan istimewa tersebut, dapat dihitung kembali untuk 
menentukan penghasilan kena pajak dan pajak yang terutangoleh orang/badan yang 
memiliki hubungan istimewa tersebut. 
(2)   Orang/badan dianggap memiliki hubungan istimewa dengan orang/badan lainnya 
jika salah satu orang/badan secara langsung maupun tidak langsung turut 
berpartisipasi dalam manajemen, pengendalian, atau permodalan orang/badan 
lainnya, atau jika terdapat pihak ketiga yang turut berpartisipasi secara langsung 
maupun tidak langsung dalam manajemen, pengendalian, atau permodalan dari 
kedua orang/badan tersebut. Untuk kepentingan ini, istilah "pengendalian" 
mencakup semua jenis pengendalian, berdasarkan hukum atau tidak, dan 
bagaimanapun cara pelaksanaannya. 
(3)    Apabila suatu Negara Pihak pada Perjanjian mencantumkan laba penduduk Negara 
tersebut, dan mengenakan pajaknya, padahal atas laba tersebut penduduk Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian telah dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya 
tersebut, dan laba yang dicantumkan tadi adalah laba yang memang seharusnya 
diperoleh penduduk Negara yang disebutkan pertama seandainya kondisi- kondisi 
yang dibuat oleh kedua penduduk tersebut sama dengan kondisi-kondisi yang 
dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka Negara Pihak 
lainnya tersebut akan membuat penyesuaian seperlunya terhadap jumlah pajak yang 
telah dikenakan terhadap laba tersebut. Dalam melakukan penyesuaian tersebut, 
ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap harus diperhatikan dan bila perlu 





(1)  Dividen yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian yang diperoleh 
penduduk Negara   Pihak lainnya pada Perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua 
Negara Pihak pada Perjanjian. 
(2)  Namun demikian, apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati 
dividen itu adalah penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian, maka pajak yang 
dikenakan oleh Negara yang disebutkan pertama tersebut tidak boleh melebihi 15% 
(lima belas persen) dari jumlah bruto dividen yang benar-benar didistribusikan. 
(3)  Ayat (2) tidak berlaku apabila penerima dividen, yang merupakan penduduk salah 
satu Negara Pihak pada Perjanjian, mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau tempat 
tetap di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dan saham yang menghasilkan dividen 
tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap 
tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 (Laba Usaha) atau 
Pasal 15 (Pekerjaan Bebas) akan berlaku. 
(4)  Apabila   suatu perusahaan  yang  merupakan  penduduk  suatu  Negara  Pihak  pada 
Perjanjian memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya tersebut dapat 
mengenakan pajak tambahan sesuai dengan perundang-undangannya atas laba bentuk 
usaha tetap tersebut (setelah dikurangi dengan pajak perseroan dan pajak-pajak 
penghasilan lainnya yang dikenakan oleh Negara Pihak lainnya tersebut) dan atas 
pembayaran bunga oleh bentuk usaha tetap tersebut, namun besarnya pajak tambahan 
tersebut tidak akan melebihi 15% (lima belas persen). 
(5)  Tarif pajak yang diatur dalam ayat (4) dari Pasal ini tidak akan mempengaruhi tarif 
pajak tambahan yang terdapat dalam kontrak bagi hasil dan kontrak karta (atau 
kontrak-kontrak serupa  lainnya) yang berkenaan dengan minyak dan gas bumi atau 
produk mineral  lainnya yang diperundingkan oleh Pemerintah Republik Indonesia,  
perwakilannya, perusahaan minyak negara, atau lembaga-lembaga lain yang ada di 







(1) Bunga yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian yang diperoleh 
penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua 
Negara Pihak pada Perjanjian. 
(2) Tarif pajak yang dikenakan oleh salah satu Negara Pihak pada Perjanjian atas bunga 
yang bersumber di Negara Pihak pada Perjanjian tersebut dan dimiliki oleh pemberi 
pinjaman yang menikmati bunga yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian tidak akan melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bunga 
tersebut. 
(3) Menyimpang dari ayat (1) dan (2), bunga yang bersumber di salah satu Negara Pihak 
pada Perjanjian yang diperoleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian atau perantara 
atau perwakilan dari Negara Pihak lainnya tersebut yang bukan merupakan subjek 
dari pengenaan pajak penghasilan di Negara Pihak lainnya tersebut akan dikecualikan 
dari pajak di Negara yang disebutkan pertama. 
(4)  Ayat (2) tidak berlaku jika penerima bunga, yang merupakan penduduk salah satu 
Negara Pihak pada Perjanjian, mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau tempat tetap 
di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dan piutang yang menghasilkan bunga 
tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap 
tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 (Laba Usaha) atau 
Pasal 15 (Pekerjaan Bebas) akan berlaku. 
(5) Jika jumlah bunga yang dibayarkan kepada orang/badan yang mempunyai hubungan 
istimewa melebihi jumlah bunga seandainya dibayarkan kepada orang/badan yang 
tidak mempunyai hubungan istimewa, ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan 
berlaku hanya atas jumlah bunga seandainya tidak dipengaruhi oleh hubungan 
istimewa. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut dapat 
dikenakan pajak oleh masing-masing Negara Pihak pada Perjanjian sesuai dengan 
perundang-undangannya, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. 
(6)  Istilah "bunga" yang digunakan dalam Perjanjian ini berarti penghasilan dari obligasi, 
surat utang, surat berharga pemerintah, atau bukti-bukti utang lainnya, baik yang 
dijamin dengan hipotik atau surat berharga lainnya maupun tidak dan baik yang 
mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, dan segala bentuk tagihan utang, 
serta semua bentuk penghasilan yang menurut perundang- undangan pajak Negara 
Pihak pada Perjanjian di mana penghasilan tersebut bersumber dapat dipersamakan 
dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan. 
Pasal 13 
ROYALTI 
(1) Royalti yang bersumber di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian yang diperoleh 
penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua 
Negara tersebut. 
(2)  Tarif pajak yang dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada Perjanjian atas royalti yang 
bersumber d Negara Pihak pada Perjanjian tersebut dan dimiliki oleh pihak yang 
menikmati royalti tersebut yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian tidak akan melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto royalti yang 
dijelaskan dalam ayat 3 (a) dan 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti yang 
dijelaskan dalam ayat 3 (b). 
(3) (a)  Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala bentuk pembayaran 
yang dibuat sehubungan dengan penggunaan, atau hak untuk menggunakan, hak 
cipta atas karya sastra, kesenian, atau karya ilmiah (termasuk hak cipta atas 
gambar bergerak, film, pita/ rekaman, atau alat reproduksi lainnya yang 
digunakan untuk penyiaran radio atau televisi),paten, desain, model, rencana, 
formula atau proses rahasia, merek dagang, atau informasi mengenai pengalaman 
di bidang industri, perniagaan, atau ilmu pengetahuan. Royalti juga mencakup 
keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuk lain 
pengalihan harta tidak berwujud atau hak-hak tersebut sepanjang jumlah yang 
direalisasi dari penjualan, pertukaran, atau bentuk pengalihan lainnya tersebut 
bergantung kepada produktivitas, penggunaan, atau pengalihan harta tidak 
berwujud atau hak-hak tersebut. 
(b) Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini juga mencakup pembayaran-
pembayaran oleh penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian sehubungan 
dengan penggunaan, atau hak untuk menggunakan, perlengkapan industri, 
perdagangan, atau ilmu pengetahuan, namun tidak termasuk kapal, pesawat 
udara, atau petikemas yang penghasilan darinya dikecualika dari pajak oleh 
Negara Pihak lainnya pada Perjanjian berdasarkan Pasal 9 (Pelayaran dan 
Penerbangan). 
(4) Ayat (2) tidak berlaku apabila penerima royalti, yang merupakan penduduk salah 
satu Negara Pihak pada Perjanjian, mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau 
tempat tetap di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dan harta atau hak-hak yang 
menghasilkan royalti tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha 
tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam 
Pasal 8 (Laba Usaha) atau Pasal 15 (Pekerjaan Bebas) akan berlaku. 
(5) Jika jumlah royalti yang dibayarkan kepada orang/badan yang mempunyai 
hubungan istimewa melebihi jumlah royalti seandainya dibayarkan kepada 
orang/badan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, ketentuan-ketentuan 
dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah royalti seandainya tidak 
dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan 
pembayaran tersebut dapat dikenakan pajak oleh masing-masing Negara Pihak 
pada Perjanjian sesuai dengan perundang-undangannya, termasuk ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian ini. 
Pasal 14 
KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA 
 
(1) Keuntungan  yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian dari 
pengalihan harta yang dijelaskan dalam Pasal 6 (Penghasilan dari Harta Tidak 
Bergerak) dan yang terletak di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dapat dikenakan 
pajak di Negara Pihak lainnya tersebut. Istilah "harta yang dijelaskan dalam Pasal 6 
(Penghasilan dari Harta Tidak Bergerak) dan yang terletak di Negara Pihak 
lainnya pada Perjanjian" mencakup: 
(a) Dalam hal Indonesia adalah Negara Pihak lainnya pada Perjanjian, suatu 
penyertaan dalam harta tidak bergerak yang terletak di Indonesia; dan 
(b) Dalam hal Amerika Serikat adalah Negara Pihak lainnya pada Perjanjian, suatu 
penyertaan dalam harta tidak bergerak Amerika Serikat. 
(2) Penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian akan dikecualikan dari pengenaan 
pajak oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian atas keuntungan yang diperoleh dari 
penjualan, pertukaran, atau bentuk lain pengalihan capital assets selain harta-harta 
yang dijelaskan dalam ayat (1) kecuali : 
(a) Penerima keuntungan dari pengalihan harta tersebut memiliki suatu bentuk usaha 
tetap atau tempat tetap di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dan harta yang 
menghasilkan keuntungan tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk 
usaha tetap atau tempat tetap tersebut, yang dalam hal ini ketentuan-ketentuan 
dalam Pasal 8 (Laba Usaha) atau Pasal 15 (Pekerjaan Bebas) akan berlaku; atau 
(b) Penerima keuntungan dari pengalihan harta tersebut adalah orang pribadi yang 
berada di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian untuk suatu masa atau masa-masa 
yang keseluruhannya berjumlah 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih selama 
tahun pajak. 
(3) Menyimpang dari ayat (2), keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak 
pada Perjanjian dari pengalihan harta-harta yang dijelaskan dalam Pasal 5 (Bentuk 
Usaha Tetap) ayat (2) (i) dan digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber 




(1) Penghasilan  yang  diperoleh  penduduk suatu  Negara Pihak pada Perjanjian 
sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan 
dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan berikut, yaitu 
ketika penghasilan tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian: 
(a) Jika penduduk tersebut mempunyai suatu tempat tetap di Negara Pihak lainnya 
padaPerjanjian yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-
kegiatannya; dalam hal demikian, hanya atas penghasilan yang berhubungan 
dengan tempat tetap tersebut yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian tersebut; atau 
(b) Jika penduduk tersebut berada di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian untuk 
suatu masa atau masa-masa yang keseluruhannya berjumlah 120 (seratus dua 
puluh) hari atau lebih dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan yang berurutan; 
dalam hal ini, hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan  di Negara Pihak lainnyatersebut yang dapat dikenakan pajak di Negara 
Pihak lainnya tersebut. 
(2) Istilah  "jasa-jasa  profesional"  terutama  meliputi  kegiatan-kegiatan bebas di bidang 
ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kependidikan, atau pengajaran serta 
pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, pengacara, insinyur, 
arsitek, dokter gigi, dan akuntan. 
Pasal 16 
PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA 
 
(1) Upah, gaji, dan imbalan serupa yang diperoleh orang pribadi penduduk salah satu 
Negara Pihak pada Perjanjian dari pekerjaannya atau dari jasa-jasa pribadi yang 
dilakukannya dalam kedudukannya sebagai pegawai, termasuk penghasilan dari jasa-
jasa yang dilakukan oleh pegawai suatu badan hukum atau perusahaan, dapat 
dikenakan pajak oleh Negara tersebut. Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat (2), 
upah, gaji, dan imbalan serupa yang bersumber di Negara Pihak lainnya pada 
Perjanjian dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian 
tersebut. 
(2)  Imbalan     sebagaimana   dijelaskan  dalam ayat  (1) yang diperoleh  orang   pribadi 
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian akan dikecualikan dari pengenaan 
pajak oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian jika: 
(a) orang tersebut berada di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian untuk suatu masa 
atau masa-masa yang keseluruhannya berjumlah kurang dari 120 (seratus dua 
puluh) hari dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan yang berurutan; dan 
(b) imbalan tersebut dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang bukan 
merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut, dan 
(c) imbalan tersebut tidak menjadi beban bagi, atau diganti pembayarannya oleh, 
suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak 
lainnya tersebut. 
(3) Menyimpang dari ayat (2), imbalan yang diperoleh orang pribadi karena pekerjaan 
atau pemberian jasa-jasa pribadi yang dilakukannya sebagai pegawai pada kapal laut 
atau pesawat udara yang dioperasikan oleh penduduk salah satu Negara Pihak pada 
Perjanjian dalam jalur lalu lintas internasional akan dikecualikan dari pengenaan 
pajak oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian jika orang pribadi tersebut adalah 
awak kapal atau pesawat udara tersebut. 
Pasal 17 
ARTIS DAN ATLET 
 
(1) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15 (Pekerjaan Bebas) dan 16 
(Pekerjaan dalam Hubungan Kerja), penghasilan yang diperoleh para penghibur, 
seperti para artis teater, gambar bergerak, radio, atau televisi, dan musisi, serta atlet, 
dari kegiatan-kegiatannya sebagai artis dan atlet, dapat dikenakan pajak di Negara 
Pihak pada Perjanjian di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan jika jumlah bruto 
imbalannya, termasuk biaya-biaya yang diganti pembayarannya atau yang dibuat atas 
namanya, secara keseluruhan melebihi US$ 2,000 (dua ribu dolar Amerika Serikat) 
atau setaranya dalam rupiah dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan yang berurutan. 
(2)  Apabila penghasilan yang  berkenaan  dengan  kegiatan-  kegiatan yang  dilakukan 
oleh artis atau atlet tidak diterima oleh artis atau atlet itu sendiri tetapi oleh 
orang/badan lain, maka penghasilan tersebut, menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
yang diatur dalam Pasal 8 (Laba Usaha) dan 15 (Pekerjaan Bebas), dapat dikenakan 
pajak di Negara Pihak pada Perjanjian jika Perjanjian di mana kegiatan- kegiatan artis 
atau atlet tersebut dilakukan. 
(3)  Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2)  tidak b erlaku terhadap  imbalan atau 
laba yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di suatu Negara Pihak 
pada Perjanjian jika kunjungan ke Negara tersebut dibiayai oleh Negara Pihak 
lainnya pada Perjanjian dan dinyatakan memenuhi syarat, oleh pejabat yang 




(1) (a) Imbalan,  selain pensiun, yang   dibayarkan  oleh suatu  Negara Pihak pada 
Perjanjian atau bagian ketatanegaraannya  atau pemerintah daerahnya kepada 
orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara 
tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya akan 
dikenakan pajak di Negara tersebut. 
(b) Namun  demikian,  imbalan  tersebut  hanya  akan  dikenakan  pajak di Negara 
Pihak lainnya pada Perjanjian jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara Pihak 
lainnya tersebut dan penerimanya adalah penduduk Negara Pihak lainnya tersebut 
yang : 
(i) merupakan warga negara dari negara itu; atau 
(ii) tidak menjadi penduduk negara itu semata-mata dengan tujuan untuk 
memberikan  jasa-jasa tersebut. 
(2)  Pensiun  yang  dibayarkan  oleh,  atau  berasal dari  dana yang dibentuk oleh, suatu 
Negara Pihak pada Perjanjian atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah 
daerahnya kepada orang pribadisehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada 
Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya 
akan dikenakan pajak di Negara tersebut. 
(3)  Ketentuan –ketentuan      dalam  Pasal 15 ( Pekerjaan  Bebas) , 16 (  Pekerjaan dalam 
Hubungan Kerja), dan 21 (Pensiun Swasta dan Pembayaran Berkala) berlaku 
terhadap imbalan atau pensiun yang berkenaan dengan jasa-jasa yang diberikan 
sehubungan dengan perdagangan atau usaha yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak 
pada Perjanjian atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. 
 
Pasal 19 
SISWA DAN PEMAGANG 
 
(1) (a) Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian dan 
untuk sementara berada di Negara Pihak lainnya tersebut semata-mata: 
(i)   sebagai pelajar pada universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan 
serupalainnya yang diakui di Negara Pihak lainnya tersebut; atau 
            (ii) sebagai penerima bea siswa, penghargaan, atau hadiah dari Pemerintah salah 
satu Negara Pihak pada Perjanjian yang diberikan oleh Pemerintah salah satu 
Negara Pihak pada Perjanjian yang tujuan utamanya adalah untuk belajar, 
penelitian, atau pelatihan; atau dari organisasi yang bergerak di bidang ilmu 
pengetahuan, kependidikan, keagamaan, atau sosial, atau dari program 
bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah. akan dikecualikan dari 
pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut untuk suatu masa yang 
tidak melebihi 5 (lima) tahun sejak tanggal kedatangannya di Negara Pihak 
lainnya tersebut atas jumlah yang dijelaskan dalam sub ayat (b). 
(b) Jumlah yang dimaksud dalam sub ayat (a) adalah: 
            (i)   seluruh penerimaan dari luar negeri untuk biaya hidup, pendidikan, belajar, 
penelitian, atau pelatihan; 
           (ii)  jumlah dari bea siswa, penghargaan, atau hadiah; dan  (iii) setiap imbalan yang    
tidak  melebihi US$  2,000  (dua  ribu dolar  Amerika Serikat) atau setaranya 
dalam rupiah setiap tahunnya sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan di 
Negara Pihak lainnya tersebut, sepanjang jasa-jasa yang diberikan tersebut 
terkait dengan kegiatan belajar, penelitian, atau pelatihan, atau yang 
diperlukan untuk biaya hidupnya. 
(2) Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian dan untuk 
sementara berada di Negara Pihak lainnya tersebut semata-mata sebagai pemagang di 
bidang bisnis maupun teknik akan dikecualikan dari pengenaan pajak di Negara 
Pihak lainnya tersebut untuk suatu masa yang tidak melebihi dua belas bulan yang 
berurutan atas penghasilannya dari jasa-jasa pribadi yang setara keseluruhannya 
berjumlah tidak melebihi US$ 7,500 (tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) 
atau setaranya dalam rupiah. 
Pasal 20 
GURU DAN PENELITI 
 
(1) Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Negara Pihak lainnya 
pada Perjanjian merupakan penduduk suatu Negara Pihak pada Perjanjian dan yang, 
atas undangan dari universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan serupa 
lainnya, mengunjungi Negara Pihak lainnya tersebut semata-mata untuk tujuan 
mengajar dan/atau melakukan penelitian pada lembaga pendidikan tadi akan 
dikecualikan dari pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut atas imbalan dari 
kegiatan mengajar atau penelitiannya tersebut untuk suatu masa yang tidak melebihi 
2 (dua) tahun sejak kedatangannya di Negara Pihak lainnya tersebut. Orang pribadi 
berhak menikmati manfaat dari ketentuan ini hanya satu kali. 
(2)  Pasal ini tidak berlaku untuk penghasilan dari kegiatan penelitian jika penelitian 
tersebut dilaksanakan terutama untuk kepentingan orang/badan tertentu saja. 
 
Pasal 21 
PENSIUN SWASTA DAN PEMBAYARAN BERKALA 
 
(1) Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (Pegawai Pemerintah), pensiun dan 
imbalan serupa lainnya sehubungan dengan pekerjaan di masa lampau yang 
bersumber di salah satu Negara Pihak pada Perjanjian yang diperoleh penduduk 
Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dapat dikenakan pajak oleh kedua Negara 
Pihak pada Perjanjian tersebut. Jika pemilik manfaat dari pensiun dan imbalan serupa 
lainnya tersebut merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Perjanjian, 
besarnya pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 15% (lima belas persen) dari 
jumlah brutonya. 
(2) Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada orang pribadi penduduk salah satu 
Negara Pihak pada Perjanjian hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut. 
(3) Pembayaran alimony (tunjangan kepada mantan isteri/suami) dan child support 
(tunjangan untuk keperluan pemeliharaan anak) yang dilakukan oleh orang pribadi 
penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian kepada orang pribadi penduduk 
Negara Pihak lainnya pada Perjanjian akan dikecualikan dari pengenaan pajak di 
Negara Pihak lainnya tersebut. 
(4) Istilah "pensiun dan imbalan serupa lainnya", sebagaimana digunakan dalam Pasal ini, 
berarti pembayaran yang dibuat sehubungan dengan masa pensiun atau kematian 
sebagai balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan, atau pembayaran ganti rugi atas 
kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan di masa lampau. 
(5)  Istilah "pembayaran berkala", sebagaimana digunakan dalam Pasal ini, berarti suatu 
jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala pada waktu tertentu selama hidup, 
atau selama jangka waktu tertentu, berdasarkan suatu kewajiban untuk melakukan 
pembayaran yang merupakan pengganti nafkah yang layak dan utuh (selain dari 
pemberian jasa-jasa). 
(6) Istilah "alimony", sebagaimana digunakan dalam Pasal ini, berarti pembayaran 
berkala yang dilakukan dalam rangka mentaati keputusan perceraian, perjanjian 
pemberian nafkah, atau perjanjian berpisah atau pemeliharaan anak. 
 
Pasal 22 
PEMBAYARAN JAMINAN SOSIAL 
 
Pembayaran jaminan sosial dan kenikmatan-kenikmatan serupa yang berasal dari dana 
publik oleh salah satu Negara Pihak pada Perjanjian kepada orang pribadi penduduk 
Negara Pihak lainnya pada Perjanjian atau warga negara Amerika Serikat hanya akan 
dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama. Pasal ini tidak berlaku atas 
pembayaran-pembayaran yang dijelaskan dalam Pasal 18 (Pegawai Pemerintah). 
 
Pasal 23 
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA 
 
Pengenaan pajak berganda atas penghasilan akan dihindarkan dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
(1) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tunduk pada batas-batas perundang-
undanganAmerikaSerikat, yang berlaku dari waktu ke waktu, Pemerintah Amerika 
Serikat akan mengizinkan warganegara atau penduduknya untuk mengkreditkan 
pajak Indonesia dalam jumlah yang sepadanterhadap pajak Amerika Serikat. 
Besarnya kredit pajak tersebut didasarkan pada jumlah pajak yangdibayarkan kepada 
Indonesia, namun kredit pajak tersebut tidak melebihi batasan yang ditetapkanoleh 
perundang undangan Amerika Serikat untuk tahun pajak yang bersangkutan. Untuk 
keperluanpenerapan pengkreditan terhadap pajak Amerika Serikat yang berhubungan 
dengan pajak yangdibayarkan kepada Indonesia, ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 7 (Sumber Penghasilan)akan diterapkan untuk menentukan sumber 
penghasilan, tentang sumber penghasilan yang ada dalam perundang-undangan 
domestik yang diterapkan semata-mata untuk membatasi kredit pajak luar negeri. 
(2) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tunduk pada batas-batas perundang-undangan 
Indonesia,yang berlaku dari waktu ke waktu, Pemerintah Indonesia akan 
mengizinkan penduduknya untuk mengkreditkan dalam jumlah sepadan pajak 
penghasilan yang dibayarkan kepada Amerika Serikatterhadap pajak Indonesia 
Besarnya kredit pajak tersebut didasarkan pada jumlah pajak yangdibayarkan kepada 
Amerika Serikat namun tidak melebihi batasan yang ditetapkan oleh perundang-
undangan Indonesia untuk tahun pajak yang bersangkutan. Untuk keperluan 
penerapan pengkreditanterhadap pajak Indonesia yang berhubungan dengan pajak 
yang dibayarkan kepada Amerika Serikat,ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 7 (Sumber Penghasilan) akan diterapkan untuk menentukan sumber 
penghasilan. 
  
 
 
 
  
